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ABSTRAK

Sandy Anggar Wiraga, Hukum Perdata, Fakultas Hukumiversitas Brawijaya,
April 2009, Wujud Perlindungan Hukum terhadap Pegradnan Pekerja/Buruh, Dr. A.
Rachmad Budiono, SH., M. H.; Umu Hilmy, SH., M. S.

Penelitian ini membahas mengenai Wujud Perlindungakum terhadap
Pengupahan Pekerja/Buruh Penelitian ini dilataraksigi oleh karena upah
merupakan hal yang sangat penting bagi pekerjaibkawena hanya dengan itu dia
memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganyedaPsatu sisi upah yang
menjadi gantungan hidup buruh juga menjadi obyekgypenting bagi pengusaha
karena upah merupakan salah satu faktor produkgjatemenekan upah juga akan
berdampak pada keuntungan yang besar dan kebernayags usaha juga dapat
terjaga. Sehingga ada konflik kepentingan menyangkipah dikarenakan
pekerja/buruh lebih lemah dari pengusaha maka dandamempertahankan
kepentingannya niscaya akan selalu dirugikan sehindgpukum melindungi
kepentingan pekerja/buruh ini melalui hukum perbaru

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normdéihgan metode pendekatan
perundang-undangan yaitu dengan mendeskripsikan ndamganalisis mengenai
wujud perlindungan hukum terhadap pengupahan @@keruh untuk memperoleh
jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan jawabarwbadli dalam Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakedaarundang-Undang Nomor
36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan panap@raturan pelaksanaanya
yang terangkum dalam kebijakan pengupahan, adaupetan perlindungan hukum
terhadap pengupahan pekerja/buruh. Wujud perlinglurigukumnya adalah berupa
perintah/pembebanan kewajiban, pelarangan dan pasamayang sifatnya melekat
pada perintah dan pelarangan serta pembebasan gamjagenanggungan sebagian
beban pajak penghasilan yang khusus ada di dalbijakan upah untuk perhitungan
pajak penghasilan. Wujud perlindungan hukum berypgaintah/pembebanan
kewajiban ada di dalam hampir setiap kebijakan &kcypada kebijakan upah
minimum, denda dan potongan upah, hal-hal yangtahperhitungkan dengan upabh,
struktur dan skala upah yang proporsional dan upatuk perhitungan pajak
penghasilan. Wujud perlindungan hukum berupa lamanganya terdapat pada
kebijakan upah minimum, bentuk dan cara pembayapai, denda, potongan upah
dan hal-hal yang diperhitungkan dengan upah. Babkarjuga kebijakan yang tidak
ada wujud perlindungan hukumnya sama sekali yadfoijkan struktur dan skala
upah. Tidak adanya akibat hukum dan/sanksi atagegaran larangan memberikan
upah dalam bentuk minuman keras, obat-obatan, @dmanb obat-obatan dalam
kebijakan bentuk dan cara pembayaran upah dangtagapelanggaran kewajiban
membayar upah pesangon oleh pengusaha bila meltakRK& dalam kebijakan
upah pesangon, menyebabkan tidak ada jaminan ¢engan hukum terhadap
pengupahan pekerja/buruh.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan hukum dalam hukum perburuhan melipatbagai hal dan
upah merupakan fokus bahasan karena upah adalalpakan hal penting yang
melekat pada diri pekerja/buruh dan untuk itulalkep@/buruh tersebut bekerja
karena hanya dengan itu dia menghidupi diri dandelanya. Disamping merupakan
hal yang penting bagi pekerja/buruh upah juga red@ip hal penting bagi pengusaha
di mana merupakan salah satu faktor produkddof cost productiop Sehingga
disini terdapat tarik menarik kepentingan, pekégaih yang berkepentingan agar
dia bisa mencukupi kebutuhan hidupnya dan kelugaatan dapat membeli
sebanyak-banyaknya barang dari upah yang diterima @engusaha yang
berkepentingan agar upah diberikan serendah mungkimk mengejaprofit dan
keberlangsungan usaha. Karena lemahnya ekonomijaékeuh sehingga niscaya
pekerja/buruh akan selalu dirugikan sehingga hukuneiindungi kepentingan ini
melalui hukum perburuhan.

Walaupun hukum berkomitmen melindungi kepentingakepa/buruh atas
upah, data mengenai upah menimbulkan pertanyaam&aeperti yang dikutib oleh
Rachmad Syafa’at di dalaiade inIndonesia: Indonesiaorkers sinceSoeharto,
dan La Botz, hingga awal 2000-an, tingkat buruhindionesia yang kaya akan

sumberdaya alam ini merosot drastis sekalipun jomlang yang diterima upah



nominal bertambah, daya beli buruh semakin mer&etelah krisis, menurut Botz,
upah di Indonesia hanya mencapai US $1 per hatikumencukupi kebutuhan
mereka. Jumlah ini jelas tidak mencukupi kebututiimereka® Hal ini belum lagi
ditambah dengan kenaikan harga BBM (bahan bakayakjnyang menyebabkan
kenaikan harga barang-barang kebutuhan hidup miatingecara serentak, dan
meskipun sekarang harga BBM turun 3 kali tidak kagjturun juga barang-barang
kebutuhan hidup tersebut.

Hal serupa juga ditunjukkan oleh oleh Kompas, ahw

Menurut laporan ketenagakerjaan Organisasi Burtdrriasional/ILO

(International Labour Organization berjudul "Tren Ketenagakerjaan

dan Sosial di Indonesia 2008”, sedikitnya 52,1 ptang dari 108 juta

pekerja tak mampu keluar dari jurang kemiskinanérdka menerima

upah kurang dari 2 dollar AS per hari, atau hanyealkg dari Rp

20.000 per hari. Ini tentu jauh dari mencukupi kntonemenuhi

kebutuhan hidup. Namun, mereka harus menerima keaitla karena

tak ada pilihan pekerjaan lain yang lebih layak.

Mengapa angka-angka ini menunjukkan indikasi adaeyaiah “masalah” di
dalam perlindungan hukum pengupahan, hal ini kabssarnya upah yang diterima
merupakan salah satu bagian yang terpenting dimdg@lerlindungan pengupahan,
yaitu melalui kebijakan upah minimum. Secara noifmgiah yang diterima setiap
pekerja/buruh adalah seperti yang ditegaskan dindglasal 88 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 vyaitu: “Setiap pekega/b berhak memperoleh

penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak kemanusiaan” melalui

! Rachmad Syafa’at, 2008erakan Buruh dan Pemenuhan Hak Dasarnya, Strategjiruh
dalam Melakukan AdvokasiMalang, In-Trans Publishing, him. 53.

2 Kompas, Mengendalikan Inflasi, Ciptakan Inflasj http://kompas.com//html(Selasa, 2
Desember 2008 | 11:37 WIB).




kebijakan upah minimum inilah ditetapkan upah yareyvujudkan penghasilan yang
disebut belakangan.

Tetapi ternyata kenyataan berkata lain, walaupuhalmekebijakan upah
minimum ini merupakan sarana untuk mewujudkan waaly sesuai pasal 88 ayat
(1) hal ini ditunjukkan oleh kompas yang memeribahwa® “...sejak krisis 1998
buruh belum pernah menikmati upah sesuai KHL. Tab@®@8, baru tiga provinsi
yang menetapkan upah minimum sesuai KHL, yakni SeradJtara (105 persen),
Kalimantan Selatan (104 persen), dan Sulawesi Taag¢l09,3 persen). Masih
banyak provinsi yang menetapkan upah minimum diaba(HL, seperti Sumatera
Selatan (67,5 persen) dan Jawa Timur (98,6 persé@tdahal KHL inilah yang
merupakan representasi dari upah sesuai pasala@&1gytersebut, atau dengan kata
lain upah minimum yang sesuai KHL adalah merupadearghasilan yang memenuhi
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, walawgrdapat juga masalah di dalam
KHL ini yaitu mengenai definisi KHL tersebut, di mea akan dikupas lebih tajam
nantinya di pembahasan.

Perlindungan hukum terhadap pengupahan pekerjdoiigdiak hanya melalui
kebijakan upah minimum, tetapi melalui 10 kebijakamya, yang terangkum di
dalam pasal 88 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 T&@03 yang menyebutkan
bahwa: “Kebijakan pengupahan yang melindungi peKewyuh sebagimana
dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. upah minimumygah kerja lembur c upah tidak
masuk kerja karena berhalangan; d. upah tidak m&suja karena melakukan

kegiatan lain di luar pekerjaanya; e. upah kareeajatankan hak waktu istirahat

% Ibid.



kerjanya; f. bentuk dan cara pembayaran upah; mdaldan potongan upah; h. hal-
hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; i. strutan skala pengupahan yang
proporsional; j. upah untuk pembayaran pesangom; Baupah untuk perhitungan
pajak penghasilan”. Dapat dilihat bahwa bukan upahimum saja yang terkait
dengan penghasilan yang memenuhi penghidupan ggal§ bagi kemanusiaan dan
perlindungan hukum pengupahan terhadap pekerjdibietapi kebijakan-kebijakan
pengupahan lainya diadakan juga untuk melindungigppahan pekerja/buruh.
Indikasi lainya yang menunjukkan adanya “masalahdadam perlindungan hukum
adalah mengenai kesenjangan upah yang sangat éinggga upah level tertinggi dan
terendah, hal ini sangat penting dan jarang dipikdoa karena memang, ketika
berbicara perlindungan pengupahan pikiran orargwsédrtuju pada upah minimum.
Masalah kesenjangan ini sangat penting bahwa @inddesenjangan penerimaan
upah yang tinggi itu terdapat eksploitasi sepeatigy seperti yang dikatakan Munir
bahwa®

Pada problem kesenjangan penerimaan upah antaeh $ebagai

realitas yang cenderung dipandang bukan merupakaalah. Padahal

kalau kita lihat..., eksploitasi terhadap buruh setiari terjadi ketika

kesenjangan pengupahan itu sedemikian lebar paatayaag sama

buruh ditingkat bawah mensubsidikan 79% upah pakevel manager

dan percepatan modal. Modal bukan hal yang luasabiapabila

kemudian angka statistik menunjukkan kesenjangagugahan buruh

pada level terbawah (upah minimum) dengan upamdeitsebesar 1

berbanding 200 sampai 250.

Melalui kebijakan penyusunan struktur dan skalagppahan yang proporsional hal

ini coba diatasi, tetapi kebijakan inipun tidakebimendukung tujuanya yaitu untuk

* Munir, 2005,Munir dan Gerakan Perlawanan Buruh, Catatan Pikiranlan Pengalaman
Pelatihan Pemberdayaan BuruhMalang, In Trans Press, Him. 57.



mengurangi kesenjangan upah yang terlalu tinggigyakan dibahas lebih tajam di
pembahasan.

Hukum dalam rangka melindungi hak pekerja/buruhybastapat melakukan
sesuatu yang bisa dilakukan oleh hukum, dan ima@hupakan wujud perlindungan
hukumnya yang akan dideskripsikan dan dianalisislalam kebijakan-kebijakan
tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka dilakukan pénelimengenai wujud

perlindungan hukum terhadap pengupahan pekerjdiburu

B. Rumusan Masalah
Bagaimana wujud perlindungan hukum terhadap pergup@ekerja/buruh
yang meliputi kebijakan: a. upah minimum; b. upah&lembur c upah tidak
masuk kerja karena berhalangan; d. upah tidak mieejk karena melakukan
kegiatan lain di luar pekerjaanya; e. upah karemamjatankan hak waktu
istirahat kerjanya; f. bentuk dan cara pembayarpahuy g. denda dan
potongan upah; h. hal-hal yang dapat diperhitungleargan upah; i. struktur
dan skala pengupahan yang proporsional; j. upahlukumgembayaran

pesangon; dan k. upah untuk perhitungan pajakhaesilgn?

C. Tujuan Penelitian
Untuk mendeskripsikan dan menganalisis wujud pauinlgan hukum
terhadap pengupahan pekerja/buruh yang meliputijak@n: a. upah

minimum; b. upah kerja lembur ¢ upah tidak masufakiearena berhalangan;



d. upah tidak masuk kerja karena melakukan keglatardi luar pekerjaanya;
e. upah karena menjalankan hak waktu istirahatikegg; f. bentuk dan cara
pembayaran upah; g. denda dan potongan upah; khahalang dapat
diperhitungkan dengan upah; i. struktur dan skakngppahan yang
proporsional; j. upah untuk pembayaran pesangom; da upah untuk

perhitungan pajak penghasilan.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Mahasiswa:

a. Agar mahasiswa dapat memahami ilmu hukum lebihndatean mampu
menganalisis sebuah permasalahan hukum serta nadnjg@rmasalahan
hukum ini.

b. Sebagai referensi bagi mahasiswa yang ingin mekgadpenelitian lebih
lanjut tentang obyek kajian.

2. Bagi Pekerja/Buruh:

Sebagai sumber rujukan untuk memperoleh pemahaghém dlalam tentang
hukum perburuhan terutama yang menjadi obyek petatzen dalam penelitian
ini.

3. Bagi Pengusaha:

Sebagai sumber rujukan tentang pemahaman lebimdienadap hukum

perburuhanerutama yang menjadi obyek permasalahan dalaniiftmani.



4. Bagi Masyarakat Umum:
Sebagai bahan rujukan dan pengetahuan tentang himkum, dan lebih

spesifik lagi hukum perburuhan.

E. Sistematika Penulisan
Sistematika Penulisan ini terdiri atas:
BAB | PENDAHULUAN
Pendahuluan yang berisi tentang latar beakaasalah, rumusan masalah
dan metode penelitian yang digunakan serta dilgngkizngan sistematika
penulisan.
BAB Il KAJIAN PUSTAKA
Kerangka dasar teori yang menjelaskan tentang:
Perlindungan hukum, upah, pekerja/buruh, hubungajakperjanjian kerja,
kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh.
BAB Ill METODE PENELITIAN
Berisi tentang metode penelitian meliputi jenisqdgian, metode pendekatan,
jenis dan sumber bahan hukum, definisi konseptakhik pengumpulan bahan
hukum dan teknik analisis bahan hukum.
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembahasan yang berisi jawaban dari rumusan madsghimana wujud
perlindungan hukum terhadap pengupahan pekerjdityang meliputi kebijakan:
a. upah minimum; b. upah kerja lembur ¢ upah tida&suk kerja karena

berhalangan; d. upah tidak masuk kerja karena mlkdak kegiatan lain di luar



pekerjaanya; e. upah karena menjalankan hak waktahat kerjanya; f. bentuk
dan cara pembayaran upah; g. denda dan potongdm luphal-hal yang dapat
diperhitungkan dengan upabh; i. struktur dan skalgppahan yang proporsional;
j. upah untuk pembayaran pesangon; dan k. upabkupérhitungan pajak
penghasilan.

BAB V PENUTUP

Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran yangrdpgian dapat berguna bagi

penelitian selanjutnya.



BAB Il
KAJIAN PUSTAKA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PENGUPAHAN

PEKERJA/BURUH

A. Perlindungan Hukum
Frase perlindungan hukum menyiratkan tiga pertamygang saling terkait
yaitu, apa yang dilindungi? dari apa? dan olehasipgerlindungan ini dilakukan?.
Jawaban atas pertanyaan yang disebut belakangah jelds yaitu oleh hukum,
untuk memahami perlindungan hukum secara menyeltentitama dua pertanyaan
pertama, maka digunakan penjelasan Sudikno Merwkasmengenai hubungan
antara hukum dan masyaraRat:

Di dalam masyarakat manusia selalu berhubungan sama lain.
Kehidupan bersama itu menyebabkan adanya interkkstak atau
hubungan satu sama lain. Kontak dapat berarti hydounyang
menyenangkan atau menimbulkan pertentangan atauflikkon
Mengingat akan banyaknya kepentingan tidak mustehadi konflik
atau bentrokan antara sesama manusia, karena ikg@erya saling
bertentangan. Konflik kepentingan itu terjadi apmabidalam
melaksanakan atau mengejar kepentinganya sesearsrggikan
orang lain. Manusia berkepentingan bahwa ia meeasan, aman
berarti kepentingan-kepentingannya tidak digandgahwa ia dapat
memenuhi kepentingannya dengan tenang. Oleh karanaia
mengharapkan kepentingan-kepentingannya dilindurtgrhadap
gangguan dan bahaya yang mengancam serta menyerpagtingan
dirinya, perlindungan kepentingan itu tercapai @ngderciptanya
pedoman atau peraturan hidup yang menentukan bagaimanusia
harus bertingkah laku dalam masyarakat agar tidakugikan orang
lain dan dirinya sendiri.

® Sudikno Mertokusumo, 199®engenal Hukum Yogyakarta, Liberty, him. 3.



Perlindungan hukum juga tidak terlepas dari tujdarkum seperti yang
dikemukakan oleh Van Apeldoorn bahWafujuan hukum ialah mengatur tata tertib
masyarakat secara damai dan adil. Perdamaian alicamianusia dipertahankan oleh
hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan usiantertentu,...terhadap
yang merugikanya”. Vant Kant juga mengatakan bahweukum bertujuan
menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kegant itu tidak dapat
diganggu”. Sudikno Mertokusumo juga menambahkawba&h'Kaedah hukum ini
melindungi lebih lanjut kepentingan-kepentingan os& yang sudah mendapat
perlindungan dari kaedah sopan santun, kepercajaarkesusilaan dan melindungi
kepentingan manusia yang belum mendapat perlindudga ketiga kaedah tadi”.
Jadi dapat ditemukan jawaban apa yang dilindurgh dlukum adalah kepentingan-
kepentingan manusia, dari apa kepentingan tersehblitidungi adalah dari
kepentingan-kepentingan manusia yang lainnya yangrugikan kepentingan
manusia yang dilindungi. Jadi yang dimaksud pedimghn hukum adalah
perlindungan kepentingan-kepentingan manusia dagpemktingan-kepentingan
manusia lainya yang merugikan kepentingan-kepeatinganusia yang dilindungi
oleh kaedah hukum. Lebih khusus lagi Adrian Sutedhgatakan bahwi“Tujuan
hukum perburuhan adalah untuk melindungi kepentirogauh”.

Mhd. Shiddiq Tgk. Armia mengatakan bahWa“Hukum melindungi

kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikdn kekuasaan kepadanya

® Chainur Arrasjid, 2004asar-dasar llmu Hukum Jakarta , Sinar Grafika, him. 42.
7 .
Ibid.
8 Sudikno Mertokusumoop. cit.,him. 12.
? Adrian Sutedi, 2009Hukum Perburuhan Jakarta, Sinar Grafika, him. 57.
19 Mhd. Shidiq Tgk. Armia, 2003Perkembangan Pemikiran dalam limu HukumJakarta,
Pradnya Paramita, him. 46.
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untuk bertindak dalam rangka kepentingannya, pekgalan kekuasaan ini
dilakukan secara terukur dalam arti ditentukan &shm dan kedalamannya,
kekuasaan yang demikian itulah yang disebut hakbriTyang menganggap hak
sebagai kepentingan yang terlindung diselnglangen theori pertama kali

dikemukakan oleh Rudolf Ven Jhering: Teori ini nmauskan bahwa hak itu
merupakan sesuatu yang penting bagi yang bersamgkyang dilindungi oleh

hukum...'* Senada dengan pendapat Rudolf Ven Jhering, G.Psfon juga

berpendapat bahwé*Hak itu mengandung unsur kepentingan dan perfigdn”.

Hak pekerja/buruh atas upah yang layak secaraisiksgitegaskan di dalam
Pasal 88 ayat (1) Undang -Undang Nomor 13 Tahun3 208hwa: “Setiap
pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yangemehi penghidupan yang
layak bagi kemanusiaan”.

Analog dengan yang disampaikan oleh Sudikno Medoko terkait dengan
bahasan penelitian ini, dalam hubungan kerja ampikarja/buruh dengan pengusaha
terdapat dua kepentingan yang saling berhadapan be#stentangan di mana
kepentingan pekerja seperti yang diungkapkan oldiduh Khakim bahwa®
"Motivasi pekerja/buruh dalam bekerja adalah meacg@eningkatan kesejahteraan
yang salah satu pilar utamanya adalah upah”. Digdakdn pula oleh Sudjana yang
mengatakan bahwd:“Harapan pekerja/buruh atas upah seharusnya dagaenuhi

kebutuhan dasar minimal”. Intinya upah bagi pekbyauh adalah upah yang

'R, Soeroso, 200Bengantar limu Hukum Jakarta, Sinar Grafika, him. 274.

12 Mhd. Shidigq Tgk. Armialoc. cit.

13 Abdul Khakim, 2006Aspek Hukum PengupaharBandung , Citra Aditya, him. 3.

14 Edytus Adisu, 2008Hak Karyawan atas Gaji & Pedoman Menghitung: GajioRok,
Uang Lembur, Gaji sundulan, Insentif-Bonus-THR, Pak atas Gaji, luran Pensiun-Pesangon,
luran Jamsostek/Dana Sehaflakarta, Forum Sahabat, him. 7.
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memenuhi kebutuhan hidup secara mendasar dan begakkehidupan. Kepentingan
pekerja/buruh ini berhadapan dengan kepentingaguysaha yang tujuan utamanya
adalah untuk memperoleh laba sebesar-besamgairium profit dan agar dapat
existyang artinya dapat bersaing dengan pengusaha-gamauain dari sisi produk,
dan untuk mencapai hal ini salah satunya yang uklak pengusaha adalah menekan
upah agar tetap rendah karena upah adalah salalag#br produksil@bor cosj
yang artinya dengan upah yang rendah maka akasil#tdra juga harga jual produk
yang rendah sehingga diminati konsumen sehinggssaleaan dapat laba yang besar
dan juga dapatxistdi dalam persaingamikarenakan posisi buruh yang lebih lemah
daripada pengusaha, hukum mengambil peranan deogaderung melindungi
kepentingan pekerja/buruh daripada pengusaha, démgan kata lain hukum
melindungi kepentingan pekerja/buruh dari gangguapentingan pengusaha
perlidungan hukum pengupahan terhadap pekerja/boesarti hukum melindung
kepentingan pekerja/buruh atas upah yang memenebutkhan hidup secara
mendasar dan layak bagi kehidupan

Menurut Soepomo dan Asikin perlindungan tenagaakaias upah merupakan
perlindungan ekonomis yaifd: ” Perlindungan tenaga kerja dalam bentuk
penghasilan yang cukup, termasuk bila tenaga ketgk mampu bekerja di luar

kehendaknya”.

*Abdul Khakim, 2007,Pengantar Hukum Ketenagakerjaan IndonesidBandung, Citra
Aditya Bakti, him. 106.
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Philipus M Hadjon mengatakan bahwa:’Perlindungan hukum selalu
berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaarsgéalg menjadi perhatian yakni
kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalaomban dengan kekuasaan
pemerintah permasalahan perlindungan hukum bagyataKyang diperintah),
terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungengan kekuasaan
ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalahng@ngan bagi si lemah
(ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja teapapengusaha’.

Analog dengan perlindungan hukum yang dikemukakkshn d>hilipus M
Hadjon di atas terkait dengan bahasan penelitinadalah dalam hubungan kerja,
ada unsur perintah (kekuasaan) di mana pekerjdiyang diperintah) yang lemah
ekonominya dan yang subordinat posisinya dari pegigal (yang memerintah) oleh
karena alasan ini pekerja dilindungi dari kekuagaargusaha.

Jeremy Bentham berpendapat tentang hukum yang loergan dengan
sumber nafkah? “Hukum tidak berkata kepada manusia, bekerjalah aleu akan
membayarmu, tetapi hukum justru berkata, bekerjadan aku akan menjamin kau
menikmati hasil kerjamu, yaitu imbalan pantas dajawyang tidak kamu peroleh
tanpa aku. Aku akan menjaminya dengan membeleraggan-tangan yang mungkin
berusaha merampasnya darimu”. Jeremy Bentham meiwab juga bahwd

“Hukum menyediakan sumber nafkah secara tidak lamgsdengan melindungi

16 Asri Wijayanti, 2005, Perlindungan hukum bagi pigke/ang di PHK karena melakukan
kesalahan beratlegality, Jurnal llmiah Hukum, Volume 13, Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Malang, Malang, him. 99.

7 Jeremy Bentham, 197%he Theory of Legislation, Teori Perundang-undangaRrinsip-
prinsip Legislasi Hukum Perdata dan Pidanderjemahan Oleh Nurhadi, 2006, Bandung, Nusamedia
dan Nuansa, him. 140.

'8 |bid., him. 130.
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manusia saat mereka bekerja dan meyakinkan mekeka hasilnya., jaminan bagi
para pekerja, jaminan akan hasil kerja itulah ma&nyang diperoleh dari hukum?”.

Dari pendapat Jeremy Bentham dapat diambil malatavd perlindungan
hukum terhadap kepentingan-kepentingan manusi& tltEnya sebatas dengan
memberikan hak kepada manusia yang dilindungi tgiadindungan hukum juga
meliputi perlindungan terhadap hak yang sudah ditersebut dan/atau hukum
menjamin bahwa subjek hukum itu akan menerima/nmeaikhaknya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa: perlindungan hukudapavalnya dimaknai
sebagai perlindungan terhadap kepentingan-kepamtingianusia oleh hukum,
perlindungan diberikan dengan pemberian hak oléuruetapi tidak hanya sampai
disini, perlindungan lebih lanjut adalah perlindangterhadap hak tersebut yaitu

jaminan oleh hukum bahwa subjek hukum itu akan mier@@menikmati haknya.

B. Upah
1. Pengertian
Istilah upah diambil dari buku Il KUH Perdata yamgngatur perjanjian kerja
yang kita tahu diadopsi dari undang-undang warigamerintah kolonial Hindia
Belanda, pada zaman penjajahan, orang Indonesia lyakerja di sektor swasta
sebagai pekerja hanya mampu mencapai jabatan pémtagok yang dibayar dengan

“‘upah”(loon) dan bukan “gaji”. Mereka yang beruntung mempungandidikan
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cukup seperti AMS (SMU) atau MULO (SLTP) dapat rgkeli kantor pemerintah
atau swasta sebag&idomig (klerk) dan mendapat “gaji*®

Flippo memberikan pengertian tentang upah ydittHarga untuk jasa yang
telah diberikan oleh orang lain bagi kepentingaeeseang atau badan hukum”.

Upah menurut C. S. T Kansil ialah imbangan danakimajikan yang telah
menerima pekerjaan dari pihak buruh itu pada umaragalah tujuan dari buruh
untuk melakukan pekerja&h.

Nurimansyah haribuan mengatakan baffv&tpah adalah segala macam
bentuk penghasilancérning), yang diterima buruh/pegawai (tenaga kerja) baik
berupa uang ataupun barang dalam jangka waktuntergeada suatu kegiatan
ekonomi”.

G. Reynold memberikan pengertian upah menurut spaluiang pihak yang
berbeda bahw# “Bagi majikan upah itu adalah biaya produksi ydwagus ditekan
serendah-rendahnya agar harga barangnya nanti teldddu tinggi atau agar
keuntunganya menjadi lebih tinggi. Bagi organisésiruh merupakan obyek
perhatiannya untuk dirundingkan dengan majikan agaaikkan, bagi buruh adalah
jumlah uang yang diterimanya pada waktu tertenaw &tbih penting lagi jumlah

barang kebutuhan hidup yang ia dapat beli dari up&h

YAchmad S. Ruky, 2002Manajemen Penggajian & Pengupahan untuk Karyawan
Perusahaan Jakarta, Gramedia Pustaka Umum, him. 8.

% Sri Haryani, 2002Hubungan Industrial di Indonesia Yogyakarta, AMP YKPN, him.
142.

2L C. S. T. Kansil, 198%engantar lImu hukum dan Tata Hukum Indonesjalakarta, Balai
pustaka, him. 312.

22 7zainal Asikin, Hagusfiar Wahab, Lalu Husni, Zaésivhadie, 1994Dasar-dasar Hukum
perburuggn Jakarta, Raja grafindo persada, him. 68.

Ibid.
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Pasal 1 huruf 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2®@8definisikan
bahwa: “Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dayatixkan dalam bentuk
uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pembgikepada pekerja/buruh yang
ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjankana, kesepakatan, atau
peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan pekerja/buruh dan
keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasatgiahgatau akan dilakukan”. Jadi
upah disini adalah merupakan “hak”, upah yang nakap hak pekerja/buruh ini
dikonkritkan dalam wujud materiil dan ditentukancae spesifik yaitu “uang”.
Dalam pada itu Js Badudu dan Sutan Muhammad méagatang adalaff: "Alat
tukar bila kita membeli sesuatu, terbuat dari logkm kertas”.

Di dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja NomtMEN/1990 tentang
Pengelompokan Komponen Upah dan Pendapatan Non dipebutkan bahw&:
Termasuk komponen upah adalah;

1. Upah pokok
Adalah merupakan imbalan dasar yang dibayaklkpada buruh menurut tingkat
atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan $eiden perjanjian.

2. Tunjangan tetap
Adalah suatu pembayaran yang teratur berkdéagan pekerjaan yang diberikan
secara tetap untuk buruh dan keluarganya yang alikay bersamaan dengan

upah pokok seperti tunjangan anak, tunjangan kémghtunjangan perumahan,

24 JS Badudu, Sutan Muhammad Z, 20R&mus Umum Bahasa IndonesiaJakarta, Sinar
Harapan, him. 1774.

% Lalu Husni, 2005Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesiadisi revisj Jakarta,
Raja Grafindo Persada, him. 145.
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tunjangan kehamilan.tunjangan makan, tunjanganspiah dapat dimasukkan
dalam tunjangan pokok asalkan tidak dikaitkan dengeghadiran buruh, dengan
kata lain tunjangan tersebut diberikan tanpa melaikan kehadiran buruh dan
diberikan bersamaan dengan dibayarnya upah pokok.
3. Tunjangan tidak tetap
Adalah suatu pembayaran yang secara langsnagpaun tidak langsung
berkaitan dengan buruh dan diberikan secara ticdlptbagi buruh dan
keluarganya serta dibayarkan tidak bersamaan deyegabayaran upah pokok.
Tidak termasuk komponen upah adalah:
1. Fasilitas
Adalah kenikmatan dalam bentuk nyata/natararka hal-hal bersifat khusus atau
untuk meningkatkan kesejahteraan buruh, sepeititdaskendaraan antar jemput,
pemberian makanan secara cuma-cuma, sarana ibi@apat penitipan bayi,
koperasi, kantin dan sejenisnya;
2. Bonus
Adalah pembayaran yang diterima buruh dasilH@untungan perusahaan atau
karena buruh berprestasi melebihi target produlsigynormal atau karena
peningkatan produktivitas;
3. THR (Tunjangan hari raya), dan pembagian keuntutajaga.
Dari pengertian tersebut dapat dilihat adanya pizdwe di antara kedua sudut
pandang tersebut. Sudut pandang pertama adalah gamilang buruh di mana yang
dimaksud upah adalah semua penghasilan yang ditdérimuh, pengertian ini sangat

luas karena apa saja yang diterima buruh adalah damgan upah, sedangkan sudut
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pandang kedua dari sudut pemberi upah di mana m@esnpbiaya produksi dari
faktor produksi tenaga kerja, dan agar tercapankegan yang maksimal maka
konsekuensinya adalah peminimalan secara maksiemhhdapcost production
Sudut pandang ketiga adalah dari serikat buruh ahanupah merupakan obyek
penawaran dan penawaran ini berdasar pada jumlamd&ebutuhan hidup yang
mampu dibeli oleh buruh dari upah tersebut.
2. Dasar Penetapan Upah

Teori yang digunakan sebagai dasar untuk menetayam
Teori upah normal, oleh David Ricardo
Menurut teori ini, upah ditetapkan dengan berpedorkepada biaya-biaya yang
diperlukan untuk mengongkosi segala keperluan higlupih/tenaga kerja. Dengan
teori ini menegaskan kepada buruh, bahwa sejundaly yang diterimanya sebagai
upah itu adalah sewajarnya demikian, karena merdangkian saja kemampuannya
majikan.
Teori undang-undang upah besi, oleh Lasalle

Menurut teori ini upah normal di atas hanya memgkan majikan saja,
sebab kalau teori itu yang dianut mudah saja majikaakan mengatakan cuma itu
kemampuanya tanpa berpikir bagaimana susahnya .b@ieh karena itu menurut
teori ini, buruh harus berusaha menentangnya (mangreori upah normal itu) agar
ia dapat mencapai kesejahteraan hidup.
Teori dana upah, oleh Stuart Mill Senior

Menurut teori ini tidak perlu menentang teori upabrmal seperti yang

dikemukakan oleh Lasalle, karena upah yang ditenyaaitu sebetulnya adalah
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berdasarkan kepada besar kecilnya jumlah danaa@dagada masyarakat, jika dana
ini jumlahnya besar maka akan besar pula yangimiéeoleh buruh, begitupun jika
sebaliknya. Menurut teori ini yang dipersoalkanetelmya bukanlah berapa besarnya
upah yang diterima buruh, melainkan sampai sebgeaamya upah tersebut mampu
mencukupi segala keperluan hidup buruh besertaalgdnya. Karenanya menurut
teori ini dianjurkan, bahwa khusus untuk menunj&egerluan hidup buruh yang
besar tanggungannya disediakan dana khusus olékamiapgara yang disebut dana
anak-anak.
3. Jenis-jenis Upah
Jenis-jenis upah terdiri dari:
a Upah nominalfhoney wages
Adalah sejumlah uang yang dibayarkan kepada buamy yperhak secara tunai
sebagai imbalan pengerahan jasa-jasa atau pelaysnasesuai dengan
ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjakgaja. Dalam upah ini tidak
ada tambahan atau keuntungan lain yang diberikgademya, contoh buruh
bangunan yang hanya menerima sejumlah uang yarayatkan secara tunai
setiap mingguny&®
b Upah nyatargal wage$
Adalah uang yang nyata yang benar-benar harusnd#tesleh seseorang buruh
yang berhak. Upah nyata ini harus diterima olelfe@@sg buruh yang berhak.
Upah nyata ini ditentukan oleh daya beli upah tarseyang akan banyak

bergantung dari:

%6 Sri Haryaniop. cit, him. 143.
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1. Besar kecilnya jumlah uang yang diterima.

2. Besar atau kecilnya biaya hidup yang diperlukan.
Dalam prakteknya upah yang diterima pekerja/burukab hanya berujud uang
saja, tetapi juga dalam bentuk non uang, sepasilitas transportasi, perumahan,
seragam dan bahan makanan. Dengan demikian besgrakanyata merupakan
penjumlahan dari penerimaan uang dan non uarfg ini.

¢ Upah hidup lffe wage$
Upah yang diterima buruh relatif cukup untuk memgaiakeperluan hidupnya
secara luas, yang tidak hanya kebutuhan pokoknya, saelainkan juga
kebutuhan sosial dan keluarganya, seperti pendida&suransi, rekreasi dan lain-
lain;
d Upah minimum inimum wages

Upah terendah yang akan dijadikan standar olehkarajintuk menentukan upah
yang sebenarnya dari buruh yang bekerja di perasgha Upah minimum ini
biasanya ditentukan oleh pemerintah, dan ini kad@agng setiap tahunya
berubah sesuai dengan tujuan ditetapkanya upalmommiitu, yaitu :

1. untuk menonjolkan arti dan peranan tenaga kerjauffjusebagai sub

sistem dalam suatu hubungan kerja,
2. untuk melindungi kelompok kerja dari adanya sisfggngupahan yang
sangat rendah dan secara materiil kurang memuaskan,
3. untuk mendorong kemungkinan diberikanya upah yagua dengan

nilai pekerjaan yang dilakukan,

27 bid.
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4. untuk mengusahakan terjaminya ketenangan dan keéalarmerja dalam
perusahaan,
5. mengusahakan adanya dorongan peningkatan daladastaidup secara
normal.
e. Upah wajarféir wage$
Upah yang secara relatif dinilai cukup wajar ol@mgusaha dan buruh sebagai
imbalan atas jasa-jasanya pada perusahaan. Upah imagangat bervariasi dan
selalu berubah-ubah antara upah minimum dan uphiphsesuai dengan faktor-
faktor yang mempengaruhinya, yaitu :
1. kondisi negara pada umumnya,
2. nilai upah rata-rata di daerah di mana perusatiadrerada,
3. peraturan perpajakan,
4. standar hidup para buruh sendiri,
5. undang-undang mengenai upah khususnya,
6. pososi perusahaan dilihat dari struktur perekonoméegars®
4. Sistem Pemberian Upah
Sistem pemberian upah ini maksudnya adalah bagaimara perusahaan
biasanya memberikan upah kepada para buruhnyamsisi di dalam teori dan
praktek ada beberapa macam, yaitu:
1. Sistem upah jangka waktu
Sistem pemberian upah menurut jangka waktu tertemigalnya harian

mingguan atau bulanan.

%8 7ainal Asikin, Hagusfiar Wahab, Lalu Husni, Zadsivhadie op. cit, him. 68-73.
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2. Sistem upah potongan

Sistem ini tujuannya adalah untuk mengganti sisi@ah jangka waktu jika
hasil pekerjaanya tidak memuaskan. Sistem ini hatg@at diberikan jika

hasil pekerjaanya dapat dinilai menurut ukuraretétt. Manfaat pengupahan

dengan sistem ini adalah:
a buruh mendapat dorongan untuk bekerja giat,
b produktivitas semakin meningkat,

c alat-alat produksi akan dipergunakan secara irftensi

Sedangkan keburukanya adalah
a buruh selalu bekerja secara berlebih-lebihan,
b buruh kurang menjaga keselamatan dan kesehatanya,
c kadang-kadang kurang teliti dalam bekerja karentkumengejar
jumlah potongan,
d upah tidak tetap, tergantung jumlah potongan yaimgsikan.
Untuk mengatasi keburukan dari sistem ini makaptih&an sistem upah

gabungan, yaitu antara upah minimumnya sehari agepgalah minimum

dari pekerjaanya sehatri.

3. Sistem permufakatan

maksudnya adalah suatu sistem pemberian upah deraanmemberikan
sejumlah upah kepada kelompok tertentu, yang seteyg nanti kelompok

ini akan membagi-bagikan kepada para anggota.
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. Sistem skala upah berubah
Dalam sistem ini, jumlah upah yang diberikan bddfaidengan harga
penjualan hasil produksi di pasaran. Jika hargia maka jumlahnya upahpun
akan naik, sebaliknya jika harga turun maka upalgam turun.

. Sistem upah indeks
Didasarkan atas indeks biaya kebutuhan hidup. Desgéem ini upah akan
naik turun sesuai dengan naik turunya biaya penglaid, meskipun tidak
mempengaruhi nilai nyata dari upah.

. Sistem pembagian keuntungan

Sistem ini dapat disamakan dengan pemberian bopabila perusahaan

mendapatkan keuntungan diakhir taRtin.

Jadi yang dimaksud upah di dalam penelitian iniladdak pekerja/buruh

yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang de lainya sebagai imbalan

dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekemgybyang ditetapkan dan

dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesd¢pakatau peraturan perundang

undangan, atas suatu pekerjaan dan/atau jasasjahgtau akan dilakukan.

C. Pekerja/buruh

Buruh menurut C. S. T. Kansil ialah barangsiageelja pada majikan dengan

menerima upaf’ Secara khusus Halim memberikan pengertian burghlpeai

adalah®

9 |bid.
30 C. s. T. Kansilpp. cit, him. 317.
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1) Bekerja pada atau untuk majikan/perusahaan
2) Imbalan kerjanya dibayar oleh majikan/perusahaan
3) Secara resmi terang-terangan dan kontinyu mengadhlkhungan
kerja dengan majikan/perusahaan, baik untuk wadtieritu maupun
untuk jangka waktu tidak tertentu lamanya.
Menurut ketentuan pasal 1 angka 6 Undang-Undangdil@i Tahun 2000
tentang serikat pekerja/serikat buruh dan pasalgka3 Undang-Undang Nomor 13
2003 tentang ketenagakerjaan, memberikan pengerieerja/buruh adalah: “Setiap

orang yang bekerja dengan menerima upah atau imtdalam bentuk lain”.

D. Hubungan Kerja
Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2083definisikan
hubungan kerja adalah: “Hubungan antara pengusatragad pekerja/buruh
berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai uynskerjaan, upah, dan perintah”.
Hubungan kerja menurut Soepomo iafatiSuatu hubungan antara seorang
buruh dan seorang majikan, di mana hubungan kéujaerjadi setelah adanya
perjanjian kerja antara kedua belah pihak. Merekikdt dalam suatu perjanjian, di
satu pihak pekerja/buruh bersedia bekerja dengamemnea upah dan pengusaha

mempekerjakan pekerja/buruh dengan memberi upah”.

31 Abdul Khakim,op. cit, him. 3.
%2 bid., him. 43.
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Husni dalam Asikin berpendapat bahwa hubungarakatah®® “Hubungan
antara buruh dan majikan setelah adanya perjafj@aja di mana pihak buruh
mengikatkan dirinya pada pihak majikan untuk bekelgngan mendapatkan upah
dan majikan menyatakan kesanggupannya untuk memgalede si buruh dengan

membayar upah”.

E. Perjanjian Kerja

Subekti mengatakan perjanjian kerja yaftdperjanjian antara seorang buruh
dan seorang majikan, perjanjian mana ditandai dergaadanya suatu upah atau
gaji tertentu yang diperjanjikan dan adanya suatubuhgan diperatas
(dienstverhoeding di mana pihak majikan berhak memberi perintatirpeh yang
harus ditaati oleh pihak lain”. Perjanjian kerjalpaanya dalam bahasa inggris adalah
contract of employmerftontract of serviceyang artinya adalaA contract by which
a person agrees to undertake certain duties underdirection and control of the
employer in return for a specified wage or saldtenurut Khakim suatu perjanjian
dapat disebut perjanjian kerja jika memenuhi sagyatat yaitu®® “(1) adanya

pekerjaan, (2) adanya upah, (3) adanya perintalun@ur waktu tertentu”.

% |bid.

**Ibid., him. 55.

% Elizabeth A. Martin, 20030xford Dictionary of Law, Fifth Edition New York, USA,
Oxford University Press, Him. 114.

% Abdul Khakim,op. cit, him. 44.
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Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2083definisikan
perjanjian kerja adalah: “Perjanjian antara pekegah dengan pengusaha atau

pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, die kewajiban para pihafk®.

F. Kebijakan Pengupahan yang Melindungi Pekerja/Bauh

KBBI mendefinisikan kebijakan sebagai rangkaian degn dan asas yang
menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pe&ksasuatu pekerjaan/
kepemimpinan dan cara bertind&k<ebijakan ini padananya dalam bahasa inggris
adalahpolicy, Oxford advanced learner’s dictionary defnpolicy isl) a plan of
action, agreed or chosen by a political party, ssimess”® Brian W. Hogwood dan
Lewis A. Gunn, setelah melakukan studi yang culampd, kedua pakar ini berhasil
mengelompokkan ragam istilah itu kedalam sepulubamayaitu?®®

1. Policy is a label for a feld of activitfkebijakan sebagi sebuah label
atau merk bagi suatu bidang kegiatan pemerintahPolicy as an
expression of general purpose or desired stateffafira (kebijakan
sebagai suatu pernyataan mengenai tujuan umumkataaan yang
dikehendaki). 3.Policy as spesific proposalkebijakan sebagai
keputusan-keputusan pemerintah)P4licy as decision of government
(kebijakan sebagi keputusan-keputusan pemerintah)Policy as
formal Authorization (kebijakan sebagai bentuk otorisasi atau
pengesahan formal). 6Policy as programme(kebijakan sebagi
program). 7 Policy as outputkebijakan sebagi keluaran). Bolicy as
outcome(kebijakan sebagi hasil akhir) ®olicy as theory or model
(kebijakan sebagi teori atau model). Balicy is procesgkebijakan
sebagi proses).

% Kamus Besar Bahasa Indonesip, cit, him. 149.

%9 A S Hornby, 20000xford Advanced Learner’s Dictionary of Current Erdigh, sixth
edition, USA, Oxford University Press, him. 976.

0 Solichin Abdul Wahab, 200®engantar Analisis Kebijakan PublikMalang, UMM Press,
him. 18.

26



Karena yang membuat kebijakan ini adalah pemerimtatka disebut kebijakan
pemerintah gublic policies) Anderson memberi pengertiany&ublic policies are
those policies developed by governmental bodiesfficial”. George C Edward Il
dan Ira Sharkursy mengataka®ublic policy is what government say and do, to do
not to do, it's the goals or purposes of governnmngrani. Lasswell dan Abraham
Kaplan mengartikanya dengan f#ojected program of goals, values and practies
Jadi kebijakan ini sangat terkait dengan pengepe&mgertian mengenai sasaran yang
diupayakan dan cara-cara bagaimana tujuan itu ltecapai, keberhasilan kebijakan
ini ditentukan dari terjadinya kesesuaian dengarjuanf'Anderson juga
menambahkan bahwa“Kebijakan publik mungkin dalam bentuknya bersifasitif
atau negatif. Secara positif, kebijakan mungkin cakop bentuk tindakan
pemerintah yang jelas untuk mempengaruhi suatu lataséertentu...Dalam
bentuknya yang positif, kebijakan publik didasarkpada undang-undang dan
bersifat autoritatif”.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan dua halathm kebijakan yaitu
pertama tujuan dan pola-pola tindakan/cara/sarang yitujukan untuk mencapai
tujuan, dua hal ini saling berkaitan yang satu gabaarana dan yang lain sebagai
tujuan. Terkait dengan penelitian hukum normatifkenaapat disimpulkan bahwa
melalui sarana peraturan perundang-undangan yasgabeutoritatif hendak dicapai

tujuan-tujuan tertentu. Pasal 88 Undang-Undang Nod® Tahun 2003 yang

41 Erma Wahyuni, T Saiful Bahri, Hessel Sanusi s.dkilan, Kebijakan & Manajemen
Hukum Merek, Yogyakarta, YPAPI (Yayasan Pembaharuan Indonesiia) 15.

“2 Budi Winarno, 2007Kebijakan Publik, Teori & Proses Yogyakarta, Media Pressindo,
him. 21.
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menjelaskan secara eksplisit dan implisit yang &iéak dengan perlindungan hukum
terhadap pengupahan pekerja/buruh.

Pasal 88 ayat (1) Undang —Undang Nomor 13 TahuiB 2@enegaskan
bahwa: “Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh hEsign yang memenuhi
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, ayat m@)jelaskan bahwa: “Untuk
mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupag lggak bagi kemanusiaan
sebagamana dimaksud pada ayat (1), pemerintah ap&aet kebijakan pengupahan
yang melindungi pekerja/buruh”, lalu pada ayat [&)i menjelaskan bahwa: “
Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/bsellagaimana yang dimaksud
ayat (2) meliputi: (a) upah minimum, (b) upah kdgenbur, (c) upah tidak masuk
kerja karena berhalangan, (d) upah tidak masula kenjena melakukan kegiatan lain
di luar pekerjaanya, (e) upah karena menjalankdnwektu istirahat kerjanya, (f)
bentuk dan cara pembayaran upah, (g) denda damgaot upah, (h) hal-hal yang
dapat diperhitungkan dengan upah, (i) struktur ddala pengupahan yang
proporsional, (j) upah untuk pembayaran pesandggmypah untuk perhitungan pajak
penghasilan”.

Dari pasal 88 jika ditafsirkan secara gramatikgh saaka akan mempunyai
kesatuan makna vyaitu: 11 Kebijakan pengupahan yarmindungi pekerja
merupakan sarana yang tujuanya untuk mewujudkaghgeran yang memenuhi
penghidupan yang layak bagi pekerja/buruh. Jikalilitebih lanjut maka hanya
kebijakan upah minimum saja yang berkaitan langsigiggan makna di atas. Dan
jika dikaitkan dengan konsep perlindungan hukum anakaknanya menjadi: 11

kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/bumgrupakan sarana yang
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tujuanya untuk melindungi hak pekerja/buruh memigéropenghasilan yang
memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan/atda menjamin
pekerja/burun menerima haknnya memperoleh penghasyang memenuhi

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
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BAB Il

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatéarena hendak
mendiskripsikan dan menganalisis tentang wujudinperhgan hukum terhadap
pengupahan pekerja/burylang meliputi kebijakan: a. upah minimum; b. upah
kerja lembur ¢ upah tidak masuk kerja karena banwan; d. upah tidak masuk
kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pelesya; e. upah karena
menjalankan hak waktu istirahat kerjanya; f. berdak cara pembayaran upah; g.
denda dan potongan upah; h. hal-hal yang dapathiipegkan dengan upah; i.
struktur dan skala pengupahan yang proporsionalpah untuk pembayaran

pesangon; dan k. upah untuk perhitungan pajakhaesign.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan pendekaindang-undang
(statute approach)Penelitian ini menitik beratkan pada penggunaaratpran
perundang-undangan dan bahan-bahan pustaka sebalgan utama untuk
kemudian dianalisa. Dalam penelitian ini dicari g&n atas permasalahan
bagaimana wujud perlindungan hukum terhadap pemguppekerja/burulgang
meliputi kebijakan: a. upah minimum; b. upah kégabur c upah tidak masuk

kerja karena berhalangan; d. upah tidak masuk kar@ena melakukan kegiatan
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lain di luar pekerjaanya; e. upah karena menjalatiedk waktu istirahat kerjanya;
f. bentuk dan cara pembayaran upah; g. denda dangam upah; h. hal-hal yang
dapat diperhitungkan dengan upah; i. struktur dkalas pengupahan yang
proporsional; j. upah untuk pembayaran pesangom d&. upah untuk

perhitungan pajak penghasilan.

3. Bahan Hukum
Jenis bahan hukum penelitian hukum dalam penelitiaierdiri dari:
A. Bahan hukum primer
Merupakan bahan hukum yang autoritatif artinya mamypi otoritas.
Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundangangdn, catatan-catatan
resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-uadang
Bahan hukum yang berkaitan dengan persoalan yaiaglapi adalah:
1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketereageai
2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PerubKleampat
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PajakHeiign
3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentarimé®angan Upah
4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2003 tentajagt Penghasilan
yang Ditanggung oleh Pemerintah atas Penghasilderj@edari
Pekerjaan.
5) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER-01/MEBZL%ntang
Upah Minimum Jo Peraturan Menteri Tenaga Kerja NonKEP-

226/MEN/2000 tentang Upah Minimum.
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6) Peraturan Menteri Tenagakerja dan transmigrasi MorR&R-
17/MEN/VIII/2005 tentang Komponen dan Tahapan Ppaizm
Kebutuhan Hidup Layak.

7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008tateg
Besarnya Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun yangt Dalarangkan
dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap atau Pensiunan

8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252 /PMK.03/20@&tang
Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Pajaghd®dan
Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatag Pribadi.

9) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2008tatey
Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengamnaBekdari
Pegawai Harian dan Mingguan Serta Pegawai TidakpTléainya
yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan.

10)Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan TramasijgVienteri
Dalam Negeri, Menteri Perindustrian, dan MenterirdBgangan
Nomor: PER.21/MEN/XI/2008, Nomor: 53/2008, Nomor7/Md-
IND/11/2008, Nomor: 48/M-DAG/PER/11/2008 tentangrfediharaan
Momentum Pertumbuhan Ekonomi Nasional dalam Mergjpasi
Perkembangan Perekonomian Global.

11)Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan TramasijgVienteri
Dalam Negeri, Menteri Perindustrian, dan MenterirdBgangan
Nomor: PER.16/MEN/IX/2008, Nomor: 49/2008, Nomoi2291/M-

IND/10/2008, Nomor: 39/M-DAG/PER/10/2008 tentangrfediharaan
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Momentum Pertumbuhan Ekonomi Nasional dalam Merigjpasi
Perkembangan Perekonomian Global
12)Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi &fom
KEP.231/MEN/2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan nggohan
Upah Minimum.
13)Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi &fom
KEP.233/MEN/2003 tentang Jenis dan Sifat Pekerjag@ang
Dilakukan Secara Terus-menerus.
14)Keputusan Menteri Tenagakerja dan Transmigrasi Nomo
Kep.49/MEN/2004 tentang Struktur dan Skala Upah.
15)Keputusan Menteri Tenagakerja dan Transmigrasi Nomo
Kep.102/MEN/V1/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dapah Kerja
Lembur.
16)Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor. 07/MENOL®%ntang
Pengelompokan Komponen Upah dan Pendapatan Non Upah
B. Bahan hukum sekunder
Yaitu bahan hukum yang menunjang dan membergenjelasan mengenai
hasil penelitian dan pendapat hukum yang diberigbeh ahli hukum atas
permasalahan hukum yang dihadapi. Bahan-bahan hskkomder ini berupa
semua publikasi tentang hukum yang bukan merupalakumen-dokumen
resmi seperti penjelasan undang-undang, rancang@ang-undang, nota

pembahasan, naskah akademik. Publikasi tentangnhukaliputi buku-buku
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teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, daméntar-komentar atas
putusan pengadilan.
C. Bahan hukum tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupemjetasan
terhadap bahan hukum primer dan sekunder, Sepekii-tbuku teks dan
semacamnya dalam lingkup ilmu ekonomi dan disiglmu lain yang
memberikan penjelasan terhadap latar belakang nmyacauatu objek.

Sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunderbdhan hukum
tersier diperoleh dari penelusuran di Perpustak&ata Malang, Pusat
Dokumentasi Illmu Hukum Fakultas Hukum Universitasrawdijaya,

Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, danmieter

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ituciipulkan melalui
studi kepustakaan berupa penelusuran bahan-balkamhili Perpustakaan Kota
Malang, Pusat Dokumentasi Illmu Hukum Fakultas Hhklniversitas

Brawijaya, Perpustakaan Pusat Universitas Brawigiyainternet.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan cara yang digunaka#nk mengolah
bahan hukum. Analisis bahan hukum ini sangat pgmtamena dengan melakukan
analisis bahan hukum akan diketahui manfaatnyaatera dalam memecahkan

masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir peeliAdapun teknik analisis
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bahan hukum dalam penelitian normatif adalah tekailalisis interpretasi
(interpretation analisys). Adapun teknis analisis yang digunakan adalah

interpretasi sistematis/lodfsdan intereprestasi gramatikal.

6. Definisi Konseptual

a. Perlindungan hukum
Perlindungan hukum pada awalnya dimaknai sebagingengan terhadap
kepentingan-kepentingan manusia oleh hukum, pknigan diberikan
dengan pemberian hak oleh hukum tetapi tidak hasgmpai disini
perlindungan lebih lanjut adalah perlindungan tddpahak tersebut yaitu
jaminan oleh hukum bahwa subjek hukum yang diligdurakan
menerima/menikmati haknya.

b. Upah
Hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakanrddantuk uang dan/atau
lainya sebagai imbalan dari pengusaha atau pemkerja kepada
pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan memsuatu perjanjian kerja,
kesepakatan, atau peraturan perundang undanga®, sattu pekerjaan
dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

c. Pekerja/buruh

3 Interpretasi sistematis/logis yaitu menafsirkandamg-undang sebagai bagian dari
keseluruhan sistem perundang-undangan denganmaaghubungkanya dengan undang-undang lain,
dikutib dari: Sudikno Mertokusumop. cit.,him. 157.
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Setiap orang yang bekerja dengan menerima upahnabtalan dalam bentuk
lain.

. Hubungan kerja

Hubungan antara pengusaha dengan pekerja/burulasekdn perjanjian
kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dantale.

. Perjanjian kerja

Perjanjian antara pekerja/burun dengan pengusaheap@mberi kerja yang

memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban phek.

36



BAB IV

WUJUD PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGUPAHAN

PEKERJA/BURUH

A. Wujud Perlindungan Hukum terhadap Pengupahan P&erja/Buruh

Perlindungan hukum terhadap pengupahan pekerjddburu tentu saja
dilakukan oleh hukum, hukum sebagai pelindung hak/atau penjamin bahwa hak
akan dapat diterima/dinikmati hanya bisa melakugasuatu yang dapat dilakukan
oleh hukum, hal-hal yang bisa dilakukan oleh hukoiah yang merupakan wujud
perlindungan hukumnya.

KBBI mengartikan wujud adalah rupa, bentuk yang aflagiraba®* K.
Engisch mengatakan bah#a*Hukum itu substansinya hanya terdiri atas pehinta
perintah dan hanya atas perintah-perintah”. Austengasumsikan bahwa norma
merupakan suatu perintah, dia berkata: “Setiap mmuktau peraturan,...merupakan
suatu perintah, atau lebih tepatnya merupakanespesrintah, perintah adalah suatu
pernyataan kehendak (atau harapan) dari seoramgdimdyang objeknya adalah
perbuatan dari seorang individu lainyerintah adalah suatu pernyataan kehendak
seseorang dalam bentuk keharusampératiffy bahwa seseorang yang lain harus

berbuat menurut suatu cara terterffu”). J. H. Bruggink mengatakan baht{a:

44 Kamus Besar Bahasa Indonesip, cit, him. 127.

4. J. H. Bruggink, 199FRechts Reflecties, Grondbegripen uit de rechtstliepRefleksi
Tentang Hukum,Terjemahan Oleh Arief Sidharta, 1999, BanduntraGditya Baktj him. 93.

“® Hans Kelsen, 197 General Theory of Law and Stat&eori tentang Hukum dan Negara
Terjemahan oleh Raisul Muttagien, 2006, Bandungsahedia & Nuansa, him. 42.
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“Perintah perilaku, yang mewujudkan isi kaidah d@pat menampilkan diri dalam
berbagai wajah (sosok) penggolongan yang palingwiaalah (1) perintalgébod,

ini adalah kewajiban umum untuk melakukan sesudjulgrangan \(erbod, ini
adalah kewajiban umum untuk tidak melakukan sesi@tpembebasarvi(jstelling,
dispensasi), ini adalah pembolehaer(of) khusus untuk tidak melakukan sesuatu
yang secara umum diharuskan, (4) izitbeétemming permisi), ini adalah
pembolehan khusus untuk melakukan sesuatu yantps@tam dilarang”.

Jadi hukum sebagai kaedah perintah yang bertujn#uk umelindungi hak
atas upah yang memenuhi penghidupan yang layak kemanusiaan dan/atau
menjamim pekerja/buruh  akan memperoleh penghasilang memenuhi
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dapatutidetk dengan perintah dan
larangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa wujud pduligan hukum terhadap
pengupahan pekerja/buruh adalah berupa perintatadargan.

Tetapi tidak hanya berupa perintah dan larangardadam perlindungan
hukum terhadap pengupahan pekerja/buruh, untuk amatiga wujud lain dari
perlindungan hukum pengupahan pada pekerja/burghndkan juga pembagian
wujud perlindungan hukum yang dilakukan oleh AbBalchmad Budiono di dalam
bukunya yang berjudul Hukum Pekerja Anak, yaitu patasan, yang menjelaskan
bahwa®® “Pembatasan merupakan persyaratan yang dibebdmmada pengusaha

atau pihak-pihak tertentu jika ada pekerja analétapi wujud perlindungan hukum

473.J. H. Brugginkop. cit, him. 100.
48 Abdul Rachmad Budiono, 2008jukum Pekerja Anak Malang, Penerbit Universitas
Negeri Malang, him. 73.
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terhadap pengupahan pekerja/buruh yang berupa pesabaadalah: persyaratan-
persyaratan yang dibebankan kepada pengusaha dalgrangupahan.

Terakhir wujud perlindungan hukum terhadap pengapabpekerja/buruh
yang khusus di dalam kebijakan upah untuk perhd@nngajak penghasilan yang
berwujud pembebasan pajak terhadap pekerja/burnhpeaanggungan sebagian
beban pajak oleh pemerintah.

Selanjutnya pada sub bab berikutnya tiap-tiap k&b pengupahan yang
melindungi pekerja/buruh akan dijelaskan dan diisisasatu persatu tentang wujud

perlindungan hukumnya.

a. Upah Minimum

Minimum artinya batas terkecil/terendah, jadi upamimum adalah uang
terkecil/terendah yang diterima oleh pekerja/busebagai imbalan dari pengusaha
atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh. Upah nuimirnmi mempunyai padanan di
dalam bahasa inggris yaiminimum wageyang artinya adalaffhe lowest rate of
remuneration that an employer may gayrhe ILO defines a minimum wage as a
wage which provides a floor to the wage structuretider to protect workers at the
bottom of the wage distributiofl.

Definisi otentik upah minimum tidak ditemukan dilala Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tetapi di dalam Peraturan Memenaga Kerja Nomor: PER-

01/MEN/1999 tentang Upah Minimum Jo Peraturan Meritenaga Kerja Nomor:

“9Elizabeth A. Martinpp. cit, him. 315.
* |LO, Global Wage Report2008/09, Minimum Wages and Collective Bargaining:
Towards Policy Coherengé&seneva Switzerland, International Labour Office, him..34
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KEP-226/MEN/2000 pada pasal 1 ayat (1) mejelagb@mva: “Upah minimum
adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari ypatok termasuk tunjangan
tetap”, jadi di dalam upah minimum tidak disertakanjangan tidak tetap seperti
yang dijelaskan di dalam Surat edaran Menteri Tanéerja Nomor 07/MEN/1990
tentang Pengelompokan Komponen Upah dan Penddgatatipah.

Peraturan perundang-undangan tentang upah mininertanpa diadopsi di
Selandia Baru pada tahun 1894sedangkan di Indonesia pertama kali pada
pertengahan tahun 1970, besaran upah minimum didaspada skala yang disebut
kebutuhan fisik minimum, yang ditentukan secaravdneasi dari satu daerah dengan
daerah lainnya oleh DPPD (Dewan Penelitian Pengupdherahy?

Menurut Achmad S. Ruky upah minimum adatah:

Upah terendah yang ditetapkan oleh pihak pemeridtdrah yang

harus dibayarkan kepada pekerja yang mendudukigabgrendah

dalam struktur peringkat jabatan yang berlaku satmiah perusahaan,

walupun tidak ditetapkan secara eksplisit tentudgpat ditafsirkan

bahwa upah minimum tersebut hanya berlaku untulenpen yang

dikerjakan oleh pekerja yang termasuk dalam kategtak terampil

(unskilled.

Tujuan penetapan upah minimum adalah seperti yanggkiapkan oleh Tito Boeri

dan Jan van Ours adalzh:

Minimum wages can achieve both goals typically gas=il to labor
market institutions:

*L Karl E. Case, Ray C.Fair, 200rinciples of Economics, seventh editipRrinsip-Prinsip
Ekonomi Mikro, edisi ketujuh Terjemahan Oleh Barlian Muhamad, 2005, Jakantdeks Kelompok
Gramedia, him. 417.

°2 Surya Tjandra, Yasmine MS Soraya, Jamaludin, 28@Vpkasi Pengupahan di Daerah,
Strategi Serikat Buruh di Era Otonomi Daerghlakarta, TURC, him. 8.

3 Achmad S. Rukyop. cit, him. 192.

* Tito Boeri and Jan Van Ours, 2008he Economics of Imperfect Labor Markets,
Princeton, New Jersey, USA, Princeton UniversitysS8r him. 46.
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1. They can increase efficiency by remedying mdsdiktres, such
as those derivin from excessive monopsonistic powed
informational asymmetries that give rise to moralzard and
adverse selection problems.

2. They can reduce earnings inequality by supporimgpmes of
low-earning, workers, for example, low-skilled wend

Achmad S. Ruky mengatakan tujuan penetapan upammomin adalah”

Tujuan utama dari ditetapkanya upah minimum adaédiagai ‘jaring
pengaman’ gafety net yang berfungsi untuk mencegah agar upah
tidak terus merosot di bawah daya beli pekerjau laengapa upah
minimum harus terus dinaikkan? tujuanya adalahtap®a, untuk
mengurangi kesenjangan antara upah tertinggi deendeh yang
dibayarkan oleh sebuah perusahaan, kedua, kenagam minimum
diharapkan akan meningkatkan penghasilan pekerg@a gabatan
terendah dalam organisasi tersebut, ketiga dagkasyakro, kenaikan
upah minimum diharapkan akan membantu mendorongngiatan
daya beli masyarakat dan ekonomi rakyat, akhirretéas kenaikan
upah minimum juga diharapkan akan memperbaiki nagah terhadap
struktur biaya produksi dan pada giliranya dihaeap&kan mendorong
peningkatan tingkat produktivitas nasional selalmachpkan pula akan
memperbaiki etos dan disiplin kerja.

Pendapat Edytus Adisu mengenai upah minimiiniPenetapan upah
minimum merupakan jaring pengamasafety nét agar upah pekerja tidak jatuh ke
level terendah. Pada dasarnya upah minimum untdikdaegi upah yang diterima
oleh: pekerja yang berpendidikan rendah, pekerjangydidak mempunyai
ketrampilan/skill, pekerja lajang dan pekerja yangsa kerjanya kurang dari satu
tahun”.

Menurut Sri Haryani tujuan penetapan upah minimdadah®”’
Pertama, sebagai jaring pengaman, maksudnya add&igan

dipenuhinya kebutuhan fisik dasar, yaitu sandamggpn dan papan
maka akan menjauhkan pekerja dari perbuatan teseekerti pencurian

> Achmad S. Rukyop. cit.,him. 85.
% Edytus Adisupp. cit, him. 57.
*" Sri Haryaniop. cit, him. 144.
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dan penggelapan, kedua mengangkat taraf hidu hiagp khususnya

pekerja/buruh tingkat rendah terangkat, yakni dengapenuhinya

kebutuhan fisik dasar mereka, ketiga pemerataadgpatan, besarnya

upah dan penerimaan antara pekerja/buruh satu dzeribengan

pekerja/burun yang lain tergantung besarnya sunavartgrhadap

perusahaan, dengan adanya ketentuan upah minimakyg pekerja

yang dinilai sumbanganya kecil, akan mendapatkah ebesar upah

minimum.

Kebijakan upah minimum ini merupakan sebuah beperkndungan hukum
pengupahan terhadap pekerja/buruh, seperti yanghsusinggung terdahulu
perlindungan ini berangkat dari kondisi yang melekadalam hubungan kerja yaitu
posisi yang tidak setara/subordinat antara buruhpdsgusaha di mana buruh lebih
lemah (pemberi perintah dan penerima perintah),inggh dalam pembuatan
perjanjian kerja yang didalamnya ada penetapan,updék bisa secara mutlak
diperlakukan kebebasan kontrak di dalam penetapah tersebut, karena niscaya
akan selalu merugikan buruh. Posisi lemah ini digag adanya hubungan diperatas
di dalam hubungan kerja, ekonomi yang lemah, jugadakasikan oleh adanya
penawaran tenaga kerja yang lebih besar daripg@adan pekerjaan/kesempatan
kerja, di dalam ekonomi ini disebut dengan pasanapsoni (hanya ada satu
pembeli), di mana ada satu pihak mempunyai peraark@alam menentukan harga,
pihak ini adalah pengusaha, dan pengusaha karanaudiagar selalu berproduksi
efisien dalam hal iniow costproductionsehingga niscaya upah buruh (harga) akan
selalu berada pada posisi yang paling rendah daeréedungan ini tidak akan
berubah, dengan demikian hak pekerja/buruh ataghasiian yang memenuhi

penghidupan yang layak tidak akan pernah terlinduiagdi berdasarkan pasal 88

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 upah minimum paan sarana yang
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tujuannya adalah melindungi hak pekerja/buruh meolgle penghasilan yang
memenuhi penghidupan yang layak dan/ atau untukjamem bahwa pekerja
memperoleh haknya tersebut.

Penetapan upah minimum tidak terlepas dari kontsbvemereka yang
menentang mengatakan bahwa peraturan upah minilam campur tangan dalam
berfungsinya secara lembut pasar tenaga kerja @mciptakan pengangguran. Para
pendukungnya mengatakan bahwa programnya telatadfiedalam meningkatkan
upah bagi pekerja termiskin dan mengurangi tingleatiskinan tanpa menimbulkan
pengangguran yang terlalu besar. Argumen pertath&dng oleh Bank Dunia yang
mengatakan bahw&: “Kenaikan yang cepat dari UMR (upah minimum regidn
khususnya sejak 1989, yang telah...mulai membawa aiamggatif pada penciptaan
lapangan kerja, khususnya untuk perempuan dan jpekerda, dan mengingatkan
agar kehati-hatian harus ditingkatkan terkait peats@ngan ini agar tidak mengurangi
daya kompetitif, menurunkan pertumbuhan kerja daraim paradoks meningkatkan
kemiskinan dan keresahan buruh”.

Tetapi nyatanya banyak bukti bahwa upah minimumymleabkan hilangnya
pekerjaan sudah berubah. Profesor Finis WelchTaatas A&M dalam penelitianya
menyatakan bahwa setiap peningkatan 10 % upah mamnirakan menghasilkan
peningkatan pengangguran sebesar 1 % dari sel@kdrja dengan upah minimum
dan penelitian yang dilakukan oleh David Card daniversity of California di

Berkeley dan penelitian oleh Larry Katz dari Hadvadan Alan Krueger dari

%8 Surya Tjandra, Yasmine MS Soraya, Jamaludin cit, him. 10.
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PrincentonUniversity menemukan bahwa kenaikan upah minimum tidak memilik
pengaruh sama sekali terhadap penganggtran.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dalam pasal &9 @y membagi
upah minimum berdasarkan wilayah hukum, yang tieddin:
a UMP (upah minimum berdasarkan wilayah provinsi).
b UMK (upah minimum berdasarkan wilayah kabupaterkot
¢ UMSP (upah minimum berdasarkan sektor pada wilgyatinsi).
d UMSK (upah minimum berdasarkan sektor pada wildgaupaten/kota).
Setiap jenis upah minimum di atas berlaku berdasavkilayahnya masing-masing.
Dengan disahkanya Undang-undang Nomor 32 Tahun 280tng Pemerintah
Daerah berakibat terjadinya perubahan yang mend&sdang penetapan upah
minimum yang sebelumnya kewenangan ini dipegany mienteri, berubah sehingga
kewenangan ini dipegang oleh gubernur, kewenangaditegaskan secara jelas di
dalam pasal 89 ayat (3) menentukan bahwa: “Upahmmm ini ditetapkan oleh
Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dedengupahan Provinsi
dan/atau Bupati/Walikota”, selanjutnya pada PaSaagat (2 ) menjelaskan bahwa:
“Dewan pengupahan terdiri dari unsur pemerintalgaoisasi pengusaha, serikat
pekerja/serikat buruh, perguruan tinggi, dan pak&i sinilah dapat terlihat
perlindungan hukumnya secara umum vyaitu melalui pcaintangan pemerintah
melalui gubernur di dalam penetapan upah bukan #gs dasar semata-mata
kesepakatan antara dua pihak pengusaha dan buteh#pedengan asas kebebasan

berkontrak dalam menentukan isi perjanjian (besaupah).

*¥Karl E. Case, Ray C.Faiop. cit, him. 417.
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1. Penetapan upah minimum

Apa yang menjadi dasar pertimbangan dalam penetapah minimum?
jawabanya ada dalam pada Pasal 88 ayat (4) yatemérintah menetapkan upah
minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) hurbemasarkan kebutuhan
hidup layak dan dengan memperhatikan produktivias pertumbuhan ekonomi”,
untuk selanjutnya kebutuhan hidup layak disebutgdenKHL. Jadi ada dua
pertimbangan yang dijadikan dasar penetapan upaimommn yaitu pertama KHL dan
kedua adalah produktivitas dan pertumbuhan ekonddari pasal ini dapat
disimpulkan bahwa kebutuhan hidup layak adalahripai® utama, karena diletakkan
pada susunan urutan yang lebih awal di dalam kaliden memang tujuan
perlindungan hukum pengupahan adalah melindungiblialkkh/pekerja memperoleh
penghasilan yang memenuhi penghidupan yang laygk kemanusiaan dan/atau
menjamin pekerja/buruh akan menerima haknya, okmena itu penetapan upah
didasarkan pada kebutuhan hidup layak tanpa meabjeeu kedua hal yang
disebutkan terahkir.

Walaupun dalam lingkup ilmu ekonomi, produktivitagan pertumbuhan
ekonomi merupakan pertimbangan yang dijadikan dasdgimbangan pembentukan
hukum, yaitu penetapan upah minimum. Pengertiadyktovitas dan pertumbuhan
ekonomi diberikan di dalam pasal 4 ayat (6) dan P&raturan Menteri Tenaga kerja
dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2005 dimana: “Pttwdtas merupakan hasil
perbandingan antara jumlah PDRB (Produk Domestilgidd@l Bruto) dengan
jumlah tenaga kerja pada periode yang sama”, s&dan{pertumbuhan ekonomi

merupakan pertumbuhan nilai PDRB”. Untuk pembandintara definisi autentik
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yang diberikan oleh hukum positif disajikan kongepduktivitas dan pertumbuhan
ekonomi di dalam konsep ekonomi karena itu agahletlemahami arti keduanya,
disajikan pendapat-pendapat para ahli tentangnya.

Menurut Karl E. Case dan Ray C.F¥ir“Pertumbuhan ekonomi adalah
peningkatan total keluaranytpu) perekonomian”

Kebanyakan literatur ekonomi mengartikan pertumhulegkonomi
sebagai ukuran kuantitatif yang menggambarkan pdaskegan suatu
perekonomian dalam suatu tahun tertentu apabikndibgkan dengan
tahun sebelumnya, perkembangan tersebut selalatdkgn dalam
bentuk prosentase perubahan pendapatan nasional Spadu tahun
tertentu dibandingkan dengan tahun sebelumnya. ferdanya pernah
membaca di koran suatu berita yang mengatakan:a“‘Patlin 2008
pertumbuhan indonesia mencapai 6%"”, maksud damypéman itu
adalah pada tahun 2008 pendapatan nasional ribnesia telah
mengalami kenaikan sebanyak 6 % dibandingkan detagam 2007,
untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi akdals digunakan
formula:

g = GDR- GDR % 100

GDPo

G adalah tingkat (persentase) pertumbuhan ekonomi
GDP1 adalah Gross domestic product PDB (produk domestik bruto)
pendapatan nasional riil yaitu pendapatan nasigaiad dihitung pada harga
tetap yang dicapai dalam satu tahun (tahun 1).
GDPO adalah pendapatan nasional riil pada tahuelisebya (tahun 0)
Pendapatan nasional adalah nilai barang dan jasa digroduksikan dalam
suatu negara pada suatu tahun tertentu, pendapasaonal dapat dihitung
menurut harga yang berlaku (yaitu pada tahun dirdbia dihitung)®*

Dari konsep yang diberikan diatas dapat disimpulkdanya persamaan pengertian
pertumbuhan ekonomi di dalam undang-undang dengiasep ekonomi.
Pasal 89 ayat (2) menjelaskan bahwa: “Penetapam npaimum diarahkan

kepada pencapaian kebutuhan hidup layak”. Dafejasan pasal ini adalah “yang

0 Karl E. Case, Ray C.Faiop. cit.,him. 17.
®1 Sadono Sukirno, 200Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar lakan,
Jakarta, Prenada Media Group, him. 10.
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dimaksud dengan diarahkan kepada pencapaian ketoututlup layak ialah setiap
penetapan upah minimum harus disesuaikan dengampaah pencapaian
perbandingan upah minimum dengan kebutuhan hidigk’laApa makna dari pasal
ini? pertama nilai/besarnya upah minimum ini ddjgtk sama dengan nilai/besarnya
kebutuhan hidup layak karena kata-kata “diarahpancapaian, tahapan” bermakna
dari yang rendah menuju yang lebih tinggi, sehinggah minimum ini dapat lebih
rendah nilainya dari nilai KHL. Makna kedua funggpah minimum ini untuk
mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupang ydayak bagi
kemanusiaan, dan caranya dilakukan secara bertailalypun dalam penetapan upah
minimum tidak mutlak sama dengan KHL, karena addimpbangan lain yaitu
produktivitas dan pertumbuhan ekonomi tetapi tujuatuk mencapai KHL tetap
menjadi sasaran utama.

Tahapan pencapaian KHL ini diatur lebih lanjut diash Peraturan Menteri
Tenaga kerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2@®Bang Komponen dan
Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidug [ayk selanjutnya disebut
dengan PERMEN 17/2005)

Pasal 1 Peraturan Menteri ini mendefinisikan keban hidup layak adalah
“standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seopekgrja/buruh lajang untuk
dapat hidup layak baik secara fisik, non fisik darsial, untuk kebutuhan 1 (satu)
bulan”. Jika konsisten dengan tujuan perlindungakum pengupahan di dalam
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 KHL seharusnyanasekkan juga
kebutuhan keluarga pekerja/buruh tetapi di dalafmide KHL di dalam PERMEN

17/2005 ini hanya mendasarkan pada kebutuhan lpdkerja lajang tidak termasuk
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keluarganya, seharusnya kebutuhan hidup layak hayas meliputi kebutuhan

keluarga buruh, karena tujuan dari kebijakan peagap yang melindungi pekerja
sebagai sarana adalah melindungi hak pekerja/bmerperoleh penghasilan yang
memenuhi penghidupan yang layak dan/ atau untukjamem bahwa pekerja

memperoleh haknya tersebut dan “penghasilan yangemehi penghidupan yang
layak bagi kemanusiaan” di dalam penjelasan pasalét 1 Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2003 adalah juga meliputi keluarga buruikab hanya mencukupi

kebutuhan hidup pekerja sendiri. Seharusnya peram#d1L agar sesuai dengan
tujuan kebijakan pengupahan yang melindungi pekenah adalah “Kebutuhan

Hidup Layak adalah standar kebutuhan yang haruendip oleh seorang

pekerja/buruh dan keluarganya untuk dapat hidupkidaik secara fisik, non fisik

dan sosial, untuk kebutuhan 1 (satu) bulan”, dengegini maka ada kesesuaian
antara sarana dan tujuan, sehingga tujuan kebijpkagupahan yang melindungi
pekerja/buruh yaitu untuk melindungi hak pekerjalbumemperoleh penghasilan
yang memenuhi penghidupan yang layak dan/ atalkkungnjamin bahwa pekerja
memperoleh haknya tersebut dapat terwujud.

Kemudian selanjutnya pada Pasal 2 ayat 1 menegas&hwa: “KHL
merupakan peningkatan dari kebutuhan hidup minimiiakna dari pasal ini adalah
bahwa nilai KHL lebih besar dari nilai kebutuhadump minimum (untuk selanjutnya
disebut dengan KHM), KHM ini sesungguhnya adalatsadapenetapan upah
minimum menggunakan Keputusan Menteri Tenaga Ké¢ojaor 131 tahun 1971.

Pasal 4 ayat (3) dan (4) PERMEN 17/2005 menega&awa: “Penetapan

upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2akibebagi pekerja/buruh
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dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun” daatf bagi pekerja/buruh dengan
masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih dirundinglezmara bipartit antara pekerja/buruh
atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusdhaperusahaan yang
bersangkutan”, pasal ini menimbulkan multitafsiajditafsirkan secara gramatikal
saja maka kedua pasal ini bisa bermakna bahwa ppkérja/buruh yang masa
kerjanya lebih atau sama dengan satu tahun bisgudari upah minimum atau
lebih dari upah minimum, karena upah minimum haogdaku pada pekerja/buruh
dengan masa kerja kurang dari satu tahun, dan &dakpelarangan juga di dalam
penetapan upah melalui perundingan bipartit yamgraetegas melarang penetapan
upah dibawah upah minimum. Jika menggunakan peaaféi maka ketentuan di
dalam PERMEN 17/2005 ini tidak melindungi pekenadh, tetapi jika
menggunakan penalaran secara sederhana, apakgkaagikerja/buruh yang masa
kerjanya lebih dari satu tahun menerima upah lebifdah dari upah yang diterima
pekerja/buruh yang masa kerjanya kurang dari sdiunt terlepas dari pertimbangan
dalam pemberian upah yang lain seperti bobot jabatndidikan, kompetensi? tentu
tidak bukan.

Di dalam buku yang berjudul Advokasi pengupahamakrah yang ditulis
oleh, Surya Tjandra, Yasmine, Jamaludin menafsirRasal 4 ayat (3) dan (4)
PERMEN 17/2005 ayat (3) ini sebagai berikutAdalah tidak benar dan melawan
hukum apabila upah minimum diberikan kepada pekgsjag telah bekerja yang
telah bekerja lebih dari satu tahun”, tetapi mereidak memperhatikan ayat

berikutnya bahwa: “Upah ditetapkan dengan perwgadinbipartit” dan tidak ada

%2 Surya Tjandra, Yasmine MS Soraya, Jamalugiin cit, him. 15.
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secara eksplisit ditegaskan kewajiban untuk mekatapupah lewat perundingan
tersebut lebih besar nilainya dari upah minimumal imi memungkinkan upah
ditetapkan kurang dari upah minimum, tapi penetagah pada pekerja/buruh yang
mempunyai masa kerja 1 tahun atau lebih, tentutskgk adil jika nilainya di bawah
upah minimum, sehingga karena tak ada penegasamabpénetapan upah hasil
perundingan bipartit untuk pekerja/buruh yang memypumasa kerja satu tahun atau
lebih harus lebih besar dari upah minimum, sehirgdggzat disimpulkan bahwa upah
pekerja/buruh yang masa kerjanya lebih atau samgatiesatu tahun yang ditetapkan
melalui perundingan bipartit bisa sama dengan upamum atau lebih.

Dari kesimpulan di atas ada kemungkinan upah yategirda pekerja/buruh
dengan masa kerja lebih atau sama dengan satu t@ng ditetapkan melalui
perundingan bipartit dimana berlaku kebebasan Inénddo, artinya terserah kepada
masing-masing pihak untuk menentukan besarnya gaatg dengan upah minimum
secara terus menerus atau dengan kata lain tidaki pengan masa kerja buruh,
upah yang diterima pekerja/buruh hanya sebesar mqp@mum selama dia bekerja,
apa korelasinya antara upah yang diterima pekeralfbodengan masa kerjanya,
untuk memahami ini ada baiknya kita merujuk padaapd Keputusan Menteri
Tenaga Kerja Nomor Kep-150Men/2000 walupun suddaktiberlaku lagi bahwa:
“Uang penghargaan masa kerja adalah uang jasaaetzaa dimaksud di dalam
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 sebagai pengirargangusaha kepada
pekerja yang dikaitkan dengan lamanyaa$a kerja masa kerja ini adalah dasar
perhitungan pesangon yang wajib diberikan kepaderf@buruh oleh pengusaha

bila melakukan PHK, masa kerja pekerja/burun meadgenghargaan di mana
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seperti yang diatur dalam pasal 156 ayat (2) danUggdang-Undang Nomor 13

Tahun 2003 yang pada intinya dapat diambil kesianpulari pasal tersebut bahwa
semakin tinggi masa kerja pekerja/burun maka aleanakin besar pula pesangon
yang wajib dibayarkan oleh pengusaha.

Masa kerja juga mendapat perhatian di dalam kednijgdenyusunan struktur
dan skala upah yang proporsional, hal ini dijelasgada pasal 92 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 menerangkan bahwa: tBah@ menyusun struktur
dan skala upah dengan memperhatikan golongan.ajabatsa kerja pendidikan,
dan kompetensi” dan pada Keputusan Menteri TenaggaKdan Transmigrasi
Nomor: KEP. 49/MEN/2004 tentang Ketentuan Penyusi8tauktur dan Skala Upah
pada Pasal 5 ayat (2) menjelaskan bahwa: "Anadibatan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) akan menghasilkan uraian jabataandabrganisasi perusahaaan
meliputi: a. identifikasi jabatan; b. ringkasan dsgc. rincian tugas; d. spesifikasi
jabatan termasuk didalamnya: (d.1. pendidikan; dg&latihan/kursus; d.3.
pengalaman kerja; d.4. psikologi (bakat kerja, teamen kerja dan minat kerja); d.5.
masa kerja) e. hasil kerja; f. tanggung jawab.

Tetapi walaupun ada korelasi antara masa kerjaatengah yang diterima
pekerja/burun ada banyak pertimbangan dalam pemetégesarnya upah yang
diterima oleh pekerja/buruh seperti golongan, mbatpendidikan, kompetensi,
psikologi, hasil kerja tanggung jawab dan tidak as@upun dari variabel
pertimbangan tersebut yang dijadikan patokan utataa lebih dominan daripada

yang lain tidak terkecuali pertimbangan masa kee&erja/buruh dan tidak ada
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perintah peraturan perundang-undangan yang meregaskwa masa kerja menjadi
pertimbangan utama di dalam pemberian upah kepaldajp/buruh.

Dari perumusan pasal 89 ayat (2) Undang-Undangaddai3 Tahun 2003
yang menegaskan bahwa: “Upah minimum sebagaimanakdud dalam ayat (1)
diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup laysdd, dua jenis upah yaitu
pertama upah minimum yang sesuai dengan KHL damgeghah minimum yang
tidak sesuai dengan KHL, dibawah ini akan diuraikemtang dasar penetapan dari
keduanya.

Penetapan upah yang sesuai dengan KHL diatudainddERMEN 17/2005,
pada pasal 3 ayat (1) menegaskan bahwa: “Nilai Kifleroleh melalui survei
harga”, yang melipufi®
1. Kelompok makanan dan minuman
2. Kelompok sandang
3. Kelompok perumahan
4. Kelompok pendidikan
5. Kelompok kesehatan
6. Kelompok transportasi
7. Kelompok rekreasi dan tabungan

Jumlah kebutuhan ini terdiri dari 46 jenis kebutuhidilai KHL yang didapat
dari survey harga kebutuhan hidup di atas merupa#aresentasi dari penghasilan

yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemaenusia

% Didasarkan dari lampiran Peraturan Menteri Terlagg dan Transmigrasi Nomor. 17 TH
2005 Tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapangdéarc&ebutuhan Hidup Layak
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Jadi dapat disimpulkan pertama, bahwa upah yangsdengan KHL adalah
upah minimum yang besarnya sama dengan nilai KHigydiperoleh dari survey
harga-harga kebutuhan di atas.

Kedua adalah upah minimum yang tidak sesuai demddn, maksudnya
adalah upah minimum yang besarnya lebih kecil daai KHL. Penetapan yang
lebih kecil dari nilai KHL ini disebabkan oleh p@nbangan-pertimbangan lain dalam
penetapan upah minimum selain nilai KHL. Pertimlzangertimbangan selain KHL
di dalam penetapan upah minimum ini menyebabkah apaimum yang ditetapkan
tidak sesuai dengan nilai KHL, hal ini dikuatkarelolKompas yang menunjukkan

bahwa®* “

...sejak krisis 1998 buruh belum pernah menikmatahu sesuai KHL.
Tahun 2008, baru tiga provinsi yang menetapkan upaimum sesuai KHL, yakni
Sumatera Utara (105 persen), Kalimantan Selatad [@€rsen), dan Sulawesi
Tenggara (109,3 persen). Masih banyak provinsi yaagetapkan upah minimum di
bawah KHL, seperti Sumatera Selatan (67,5 persemYdwa Timur (98,6 persen)”.
Sudah disebutkan sebelumnya bahwa upah minimumriteddri upah
minimum provinsi, upah minimum kabupaten/kota, upahimum sektoral provinsi
dan upah minimum sektoral kabupaten/kota, secararupenetapan upah minimum
berdasarkan pada kebutuhan hidup layak dan dengamperhatikan produktivitas

dan pertumbuhan ekonomi. Jadi secara umum didastkarindang-Undang Nomor

13 Tahun 2003 dapat disimpulkan yang menyebabkah apnimum ini ditetapkan

% Kompas, 2008 Mengendalikan Inflasi, Ciptakan Inflasj http://kompas.com//html(2
Desember 2008 | 11:37 WIB).
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lebih rendah dari upah yang sesuai KHL adalah lkapartimbangan pertumbuhan
ekonomi dan produktivitas.

Akan tetapi di dalam masing-masing jenis upah mimmberdasarkan
wilayah berlakunya tersebut juga mempunyai perbedaaalam dasar penetapanya
hal ini di atur di dalam PERMEN 17/2005 dan PawiuMenteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Nomor: PER-01/MEN/1999 tentang Upamiidum jo Keputusan
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEB/REN/2000 (untuk
selanjutnya disebut dengan KEPMEN 226/2000)

Dasar penetapan upah minimum provinsi dan kabufiatandiatur di dalam
KEPMEN 226/2000. Pada Pasal 6 ayat (1) disebutaanmersatu yaitu:

a. kebutuhan

b. indeks harga konsumen (IHR)

c. kemampuan, perkembangan dan kelangsungasgbean

d. upah pada umumnya yang berlaku di daeradnterdan antar daerah
e. kondisi pasar kerja

f. tingkat perkembangan perekonomian dan perndapeer kapita

®IHK/CPI (Consumer price indéxadalah Cara yang digunakan untuk mengukur tingkat
harga keseluruhan IHK mengukur harga sekumpulaanatertentu (seperti bahan makanan pokok.
Sandang, perumahan) yang dibeli konsumsmmatu masalah pokok bagi IHK adalah bagaimana
menentukan bobotmMgigh) dari masing-masing harga yang berbeda, sudab pedsupakan pekerjaan
tolol jika kita dengan gampang saja menjumlahkarbdgai harga bersama-sama, dan kemudian
membaginya dengan jumlah barang atau dengan voaime beratnya, melainkan kita menghitung
IHK dengan jalan memberi bobot pada setiap jenisariza berdasarkan nilai pentingnya secara
ekonomis, nilai pentingnya suatu barang secaracgk@ndiukur dari beberapa bagiashére dari
total pengeluaran konsumen yang digunakan untuk baBnbarang tersebut pada tahun tertentu.
Dikutib dari: Paul A. Samuelson, William D. NordtsatEconomics 12 Edition, Ekonomi, edisi
kedua belas 1985, Terjemahan Oleh A Jaka Wasana, 1997, dakRenherbit Erlangga, him. 107 &
296.
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Sedangkan dalam pasal 6 ayat (2) menerangkan parigan penetapan upah
minimum sektoral yaitu: “UMSP dan UMSK ditetapkaeartlasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memperikéan kemampuan
perusahaan secara sektoral”.

Untuk penetapan upah minimum provinsi secara khudiiambahkan
pertimbangan-pertimbangan lainya yang diatur di FER 17/2005 pada pasal 4
ayat (5), didasarkan pada:

1. nilai KHL Kabupaten/Kota terendah di Provinsi ydregsangkutan

2. produktivitas

3. pertumbuhan ekonomi

4. usaha yang paling tidak mampu (marginal).
Sehingga dapat disimpulkan bahwa penetapan upalimmim didasarkan atas
penggabungan pertimbangan-pertimbangan di ataanglkan untuk upah minimum
sektoral provinsi dan kabupaten ditetapkan samgatedasar penetapan di atas serta
mempertimbangkan kemampuan perusahaan secaraataldarsecara khusus pada
Pasal 5 ditegaskan bahwa: a. UMSP harus lebih lsekarang-kurangnya 5% (lima
persen) dari UMP, b. UMSK harus lebih besar selgiHamangnya 5% (lima persen)
dari UMK.

Penetapan upah minimum berdasarkan pertimbangaratai membuat
penetapan upah minimum tidak sesuai dengan nildi i&hg merupakan presentasi
dari penghasilan yang memenuhi penghidupan yarak lagigi kemanusiaan, hal ini
juga dikuatkan dengan bunyi di dalam pasal 89 @&)at/ndang-Undang Nomor 13

Tahun 2003 yang menegaskan bahwa: “Upah minimunagseéimana dimaksud
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dalam ayat (1) diarahkan kepada pencapaian kebutoidap layak”. Tetapi tujuan
untuk melindungi hak pekerja menerima penghasi@mgymemenuhi penghidupan
yang layak harus diwujudkan melalui tahapan-tahegehingga mencapai besaran
upah minimum yang sesuai dengan nilai KHL, tahapancapaian KHL ini juga
didasarkan atas pertimbangan lain yang diatur @indgasal 5 ayat (3) PERMEN
17/2005 vyaitu:

1. kondisi pasar kerja

2. usaha yang paling tidak mampu (marginal)

3. saran dan pertimbangan dari dewan pengupahan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari pertimbapgatimbangan yang
menjadi dasar di dalam penetapan upah minimum rakaumpjenis upah wajafajr
wage$ karena di dalam penetapan upah minimum ini diparig oleh faktor-faktor
lain yaitu:

1. kondisi negara pada umumnya

2. nilai upah di daerah di mana perusahaan itu berada

3. standar hidup para buruh sendiri

4. undang-undang mengenai upah khususnya

5. posisi perusahaan dilihat dari struktur perekonamiegara

Secara sederhana akan disajikan bagan yang mengdembmekanisme
penetapan upah minimum mulai dari survey harga aapgncapaian upah minimum

yang sesuai dengan nilai KHL di bagan 1. dan 2.:
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Bagan 1.
Mekanisme Penetapan Upah Minimum Kabupaten/kota & FPovinsi

Pertimbangan
1. Kondisi pasar kerja
2. Usaha yang paling tidak
mampu (marginal)

3. Saran & Pertimbangan
DPP/DPK

Pertimbangan UMFN
1. Nilai KHL terendah

2. Produktivitas

3. Pertumbuhan ekonomi
4. Usaha yang paling
tidak mampu

(marginal)
/

Pertimbangan UMK \

a. Kebutuhan

b. IHK

c. Kemampuan, perkembangan &
kelangsungan perusahaan

d. Upah pada umumnya yang berlaky
di daerah tertentu & antar daerah

e. Kondisi pasar kerja

f. Tingkat perkembangan
perekonomian dan pendapatan

perkapita /

Usulan UMK

Tahapan pencapaian KMt

Pertimbangan
& saran DPN

Gubernur Q UMK & UMP

J

Kepala KANWIL DEPNAKER/
Instansi Ketenagakerjaan

1T

Tim Tripartit DPK + BPS atau Tim Bupati/ m Nilai KHL
Vetlikota

i)

Survei harga komponen KHL

Pertimbangan
1. Nilai KHL
2. Produktivitas
3. Pertumbuhan ekono

Keterangan:

Upah layak upah yang sesuai dengan nilai KHKHL : kebutuhan hidup layakpPP: Dewan
pengupahan propinsDPK: Dewan pengupahan kota/kabupatéepala KANWIL DEPNAKER
Kepala kantor wilayah departemen tenaga kdiija, Tripartit DPK : Tim tripartit yang dibentuk oleh
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ketua DPK, BPS Badan Pusat StatistikTim Bupati/W alikota: tim yang dibentuk oleh
Bupati/Walikota,Instansi Ketenagakerjaan Instansi pemerintah yang bertanggungjawab dirgjda
ketenagakerjaan di propinsi.
Bagan 2.
Mekanisme Penetapan Upah Minimum Sektoral KabupatefKota & Sektoral
Provinsi

Pertimbangan \

a. Kebutuhan

b. IHK

c. Kemampuan, perkembangan &
kelangsungan perusahaan

d. Upah pada umumnya yang berlaku di
daerah tertentu & antar daerah

e. Kondisi pasar kerja

f. Tingkat perkembangan perekonomian dan
pendapatan perkapita

g. Kemampuan perusahaan secara sektoral

Pertimbangan
1. Nilai KHL
2. Produktivitas
3. Pertumbuhan
ekonomi

UMSK > 105% UMK Gubernur |:> UMSE 105% UMP

[E)

Kepala kantor DEPNAKER/Instansi Ketenagakerjaan

Usulan kesepakatan asosiasi perusaha
& SP diluar sektor dan subsektor yang
Sudah ditentukan oleh DPD

Usulan kesepakatan asosiasi perusahaan & SP/APIRLBP terkait/APINDO &
gabungan SP yang terkait dengan sektor atau sapsekt

DPD menentukan sektor dan subsektor unggulan

Keterangan:

Sektoral: Kelompok lapangan usaha beserta pembagianya medubl (klasifikasi lapangan usaha
Indonesia) APINDO : Asosiasi pengusaha Indoness®: Serikat pekerjaDPD: Dewan pengupahan
daerah
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Dengan banyaknya pertimbangan-pertimbangan yangundkan dasar
penetapan upah minimum selain nilai KHL membuait serwujud tujuan kebijakan
upah minimum ini yaitu untuk melindungi hak pekarjamperoleh penghasilan yang
memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaafmeajamin pekerja/buruh
akan menerima haknya tersebut hal ini ditambah plgélagan pencapaian KHL
melalui tahapan-tahapan yang juga memiliki pertingaa-pertimbangan di dalam
tahapan-tahapan tersebut. Penetapan besarnyamipahum propinsi 2009 juga
menunjukkan betapa jauhnya penghasilan yang memeealghidupan yang layak
dapat tercapai. Besaran upah minimum yang ditetapl@andingkan dengan nilai

KHL akan disajikan tabel 1
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Tabel 1.

UMP 2009

No | Provinsi KHL (Rp) UMP (Rp) UMP/

KHL (%)
1 | NAD 1.200.000 1.400.000 85, 71
2 | sumMuTt 905.000 855.124 | 105,63
3 | SUMBAR 896.920 880.000 98,11
5 |RIAU 1.022.669 901.600 88,16
6 | KEP.RIAU 1.022.000 892.000 87, 28
7 [ JAMBI 918.121 800.000 87,13
8 | SUMSEL 929.642 824.730 88, 71
9 | BANGKABELITUNG | 1.237.000 850.000 68, 71
10 | BENGKULU 742.498.95 735.000 98, 99
11 | LAMPUNG 805.308 691.000 85, 81
12 | JAWA BARAT 731.680 628.191.15 85, 86
13 | DKIJAKARTA 1.314.059.07 | 1.069.865 81, 42
14 | BANTEN 917.638 917.500 99, 98
15 | JAWA TENGAH 793.693.96 575.000 72,45
16 | YOGYAKARTA 820.484 700.000 85, 32
17 | BALI 956.339 760.000 79, 47
18 | NTB 860.000 832.500 96, 80
19 | NTT 909.000 725.000 79,76
20 | KALBAR 705.000 803.914 87,70
21 | KALSEL 947.000 930.000 98, 20
22 | KALTENG 910.670 873.089 95, 87
23 | KALTIM 1.209.870 955.000 78,93
24 | MALUKU 1.280.599 775.000. 60.52
25 | MALUKU UTARA 1.520.000 770.000 50, 66
26 | GORONTALO 889.000 675.000 75.93
27 | suLuT 863.731 929.500 | 107,%1 |
28 | SULTRA 823.638 770.000| 93,49
29 | SULTENG 915.000 720.000] 78.69
30 | SULSEL 1.154.080 905.000 78,42
31 | SULBAR 1.126.000 909.400 80, 76
32 | PAPUA 1.734.054 1.216.100 70,13
33 | PAPUA BARAT 1.325.842 1.180.000| 89

Diolah dari:www.depnakertrans.org
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Dari tabel 1.0 dapat kita lihat hanya ada dua gulreyang menetapkan
besarnya upah minimum lebih dari nilai KHL yaituwrgatra Utara dan Sulawesi
utara sedangkan gubernur provinsi lainya tidakyaaey menetapkan upah minimum
setidaknya sama dengan nilai KHL, padahal pertijphanupah minimum adalah
nilai KHL kabupaten/kota yang nilai KHLnya palingndah.

Wujud perlindungan pengupahan di dalam upah minimradalah berupa
larangan yang ditegaskan dalam pasal 90 ayat (datigrUndang Nomor 13 Tahun
2003 yang menegaskan bahwa: “Pengusaha dilarangpayamupah lebih rendah
dari upah minimum”, pengaturan yang disertai pelgaa ini bersifat memaksa
dikuatkan dengan adanya sanksi bagi yang melarggagan sanksi pidana. Sanksi
ini ditegaskan dalam pasal 185 ayat (1) bahwa: &Bgrsiapa melanggar ketentuan
sebagaimana...pasal 90 ayat (1) dikenakan sanksnaiganjara paling singkat
1(satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun tlan/denda paling sedikit Rp.
100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan palinydlamp.400.000.000 (empat ratus
juta rupiah)”.

Mengapa pengusaha yang membayar upah di bawah mpamum bisa
dikenai pidana, pemidanaan ini tentu tidak biseeui#iskan dengan teori absolut
(retributive theori/vergeldings theorieed) mana pembenaran pemidanaan menurut
teori ini pemidanaan untuk memuaskan tuntutan kaado satisfy claims of justi¢e
yaitu suatu pembalasan kepada orang yang melalkkdjahatan dan sanksi pidana

harus disesuaikan dengan kesaldfiaApakah adil jika pengusaha wanprestasi

®Muladi Barda, Nawawi Arief, 2005, eori-teori dan Kebijakan PidanaBandung, Alumni,
him. 10.
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(karena pada dasarnya pengusaha dalam membajpawain upah minimum adalah
melanggar perjanjian yang isi perjanjiannya ditkatuoleh pemerintah, yaitu sebesar
upah minimum) balasannya adalah dipidana, yaituampas hak kebebasan
pengusaha dan membayar denda yang tidak sebandgingam jumlah upah
minimum? tentu saja tidak, oleh karena itu pembk@angremidanaan terkait dengan
hal ini adalah menggunakan teori relatif (teori uandtilitarian theory
/doeltheorieeh menurut teori ini dasar pembenaran adanya pidariatak pada
tujuanya, pidana dijatuhkan bukan karemp# peccatungkarena membuat kejahatan)
melainkame peccetunfsupaya orang jangan melakukan kejahatan).

Seperti yang dikatakan Leonard Orland: "Teori relaértujuan mencegah
dan mengurangi kejahatan”. Berkaitan dengan tujirn adalah preverensi
spasialépecial deterencedan preverensi genergdneral deterenceDeterrence
(tujuan menakuti) dalam pemidanaan adalah untuk imimrikan rasa takut
melakukan kejahatan, tujuan ini dibedakan menj@ai yaitu: tujuan yang bersifat
individual adalah dimaksudkan agar pelaku menjach untuk kembali melakukan
kejahatan. Tujuan yang bersifat publik adalah @gmgota masyarakat lain merasa
takut untuk melakukan kejahatan dan tujuan yangifa¢jangka panjanddqng term
deterrence adalah agar dapat memelihara keajegan sikaparsst’

Menurut Johannes Andenas ada tiga pengaruh dadgmeral prevention

68 1

yaitu: (1) Pengaruh pencegahan, (2) pengaruh untuk mengie larangan-

" M. Sholehuddin, 2004Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Doullleack
System & Implementasinyalakarta, Raja Gafindo Persada, him. 41.
% Muladi Barda, Nawawi Ariefop. cit, him. 18.
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larangan moral (3) pengaruh untuk mendorong kebragzerbuatan patuh pada
hukum?”.

Richard D Schwart dan Jerome H Skolnick menyatakanksi pidana
dimaksudkan untuR® “(@) Mencegah tindak pidanao( prevent recidivsin (b)
mencegah orang lain melakukan perbuatan yang sapartis yang dilakukan
terpidana ¢o prevent other to do similar acfs

Preverensi spesial dimaksudkan terhadap terpidgadi pencegahan
kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan nestgaruhi tingkah laku terpidana
untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Dengaevprensi general dimaksudkan
adanya pengaruh pidana terhadap masyarakat padmnyauartinya pencegahan
kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan nergaruhi tingkah laku anggota
masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan &gjab’ Bahkan justifikasi
dasar penghukuman ini pernah diungkapkan Plato gabklumnya, dia mengatakan
bahwa tujuan rehabilitasi dan deterensi/penceg&han:

fungsi yang semestinya dari semua hukuman beripat orang yang

tepat untuk dijatuhi hukuman mestinya menjadi lelmhik atau

mendapatkan manfaat dari hukumanya, atau menjadikiaya contoh

bagi sesamanya, agar mereka dapat melihat apadydegtanya, dan

takut mengalami penderitaan yang sama, dan oledn&aya menjadi

lebih baik.

Dapat kita lihat bahwa hukum disini lebih memptaskan tujuan daripada

keadilan retributif, jadi dapat disimpulkan bahwanpenaran pemidanaan bagi

®*1pid. him. 20.

Olbid. him. 11.

I Mark Constanzo, Tanpa TahuRsychology Applied to Law, Aplikasi Psikologi dalam
Sistem Hukum Terjemahan Oleh Helly Prajitno, Sri Mulyani Sqat), 2006, Yogyakarta, Pustaka
Belajar, him. 439.
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pengusaha yang membayar upah kurang dari upah ormmiadalah bertujuan agar si
pengusaha tidak melanggar larangan dengan memhgy@n di bawah upah
minimum, agar tidak mengulangi lagi membayar upatakg dari upah minimum
dan juga mempengaruhi pengusaha-pengusaha laitya ticek membayar upah di
bawah upah minimum. Seperti yang dikatakan Jereemnttam bahwé&® “Hukum
hanya bisa menciptakan motif berupa hukuman/gamj&ekuatan motif itulah yang
menggerakkan manusia”. Sanksi ini yang menggeragkagusaha untuk membayar
upah sesuai dengan upah minimum, sanksi pidanab@dangsi untuk memperkuat
larangan ini sehingga mempengaruhi kepatuhan pahgusecara positif, sehingga
tujuan perlindungan hukum pengupahan dalam hal upefimum tercapai yaitu
dengan pelarangan yang disertai sanksi bila metangg akan menjamin
pekerja/buruh menerima haknya memperoleh upah aebpah minimum.

Berbeda dengan pengertian perlindungan hukum ptieyang dikemukakan
oleh Philipus M Hadjon mengenai dua jenis perlirghm hukum bagi rakyat yaitu
preventif dan represif bahwa“Dimana perlindungan hukum preventif memberikan
kesempatan untuk mengajukamspraak atau pendapatnya sebelum suatu keputusan
pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlimghin hukum ini bertujuan untuk
mencegah terjadinya sengketa”.

Berbeda dengan yang dikemukakan oleh Phillipus Mjétabahwa preventif

yang artinya adalah pencegahan dengan adanya dawraraong disertai sanksi jika

2 Jeremy Benthanup. cit, him. 123.

3 Sedangkan perlindungan hukum represif bertujuatukurmenyelesaikan sengketa.
Dilakukan antara lain melalui peradilan umum daragidéan adminastrasi negara, dikutib dari: Kotan
Y. Stefanus, 1995yiengenal Peradilan Kepegawaian di IndonesiRaja Grafindo Persada, Jakarta,
him. 22.

64



melanggarnya maka akan mencegah pengusaha memiypgar yang besarnya

kurang dari upah minimum kepada pekerja/buruh aengan kata lain hukum

melindungi hak pekerja/buruh dan/atau menjamin leahpekerja/buruh akan

memperoleh haknya yaitu upah sebesar upah minimengath pelarangan yang
disertai sanksi dimana dengan adanya sanksi inceggi pengusaha memberikan
upah di bawah upah minimum kepada pekerja/buruhg&e demikian maka hal ini

adalah merupakan perlindungan hukum preventif temvudi dalam pelarangan

pengusaha membayar upah kurang dari upah minimumnpelagenaan sanksi pidana
terhadap pelanggaran pelarangan ini.

Pasal 185 ayat (2) menegaskan bahwa: "Tindak pidabagaimana yang
dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidanah&&ga”. Kejahatannfisdrijf)
dibedakan dari pelanggaraovértreding, hukuman bagi perbuatan yang disebut
kejahatan pada umumnya lebih berat dari pada hukdragi perbuatan pelanggaran.
Menurut memori penjelasamémorie van toelichtingKUH Pidana Belanda yang
juga dianut oleh KUH Pidana yang berlaku di indemeperbedaan kejahatan dan
pelanggaran itu didasarkan pada perbedaan antdkahd&um dan delik undang-
undang, yang dimaksud delik hukum adalah semuaup&b yang tidak saja
bertentangan dengan undang-undang tetapi juganbemgan dengan kesadaran
hukum rakyat, sedangkan delik undang-undang adsdaiua perbuatan yang hanya
bertentangan dengan undang-und4nBengan demikian dapat disimpulkan bahwa
perlindungan atas hak atas upah minimum ini menpethatian utama dengan

undang-undang menggolongkan pelanggaran terhadapgen membayar upah di

" H. Hilman Hadikusuma, 199Bahasa Hukum IndonesiaBandung, Alumni, him. 123.
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bawah upah minimum ini sebagai kejahatan di martagka kejahatan bobot
hukumanya lebih berat dari perbuatan yang digolangiebagai pelanggaran.

Perlindungan hukum pengupahan melalui kebijakarh upasimum ini juga
menjangkau semua golongan pekerja/buruh tidak caetepekerja dalam PKWTT
(Perjanjian kerja waktu tidak tertentu) yang dalamasa percobaan kerj&, hukum
juga harus melindungi pekerja tersebut, hal inasedkhusus ditegaskan di dalam
pasal 60 ayat (2) yang berbunyi bahwa: “Dalam nmesaobaan kerja sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), pengusaha dilarang membagah di bawah upah
minimum yang berlaku”.

Tetapi pelarangan membayar upah di bawah upah mmimi mengandung
toleransi yang dinyatakan secara definitif di dalpasal 90 ayat (2) yaitu: “Bagi
pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimumpat dailakukan
penangguhan”. Hal ini sangat kontradiktif dengamiperian sanksi pidana terhadap
pelanggaran yang dikenakan pada larangan pengus#liamembayar upah kurang
dari upah minimum, pada satu sisi pembuat undadgnm bertujuan menguatkan
norma dengan pemberian sanksi, di sisi lain padas@am yang sama malah
melemahkan, yaitu dengan adanya penangguhan,ittaak terlepas dari landasan
pemikiran di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun3200dalam yang secara
eksplisit dituangkan di dalam konsideran yang mbuotkean bahwa bahwa:

“Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkanokuntenjamin hak-hak dasar

> Masa Percobaan adalah masa atau waktu untukankiniérja dan kesungguhan, keahlian
seorang pekerja, lama masa percobaab kerja adalgigal bulan, dalam masa percobaab kerja
pengusaha dapat mengahkiri hubungan kerja secpittakgtanpa izin dari pejabat yang berwenang)
dikutib dari: Lalu Husnipp. cit., him. 61.

66



pekerja/burun dan menjamin kesamaan kesempatara geetlakuan tanpa
diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkaeji&kteraan pekerja/buruh dan
keluarganyalengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuaia deahé.

Hukum disini menjadi penengah di antara dua kepgati yaitu pada sisi
buruh yang menghendaki penghasilan/upah yang mémpanghidupan yang layak
dan pada sisi lain pengusaha yang mempunyai kegeamti atas keberlanjutan
usahanya, dan hukum terlihat mengkopromikan duarkeman ini, konsekuensinya
adalah seperti yang tertuang di dalam upah minindiimmana untuk menguatkan
norma ini yang didukung dengan sanksi pidana dialdman paksaan ini dengan
penangguhan.

Upah merupakan hak relatif/searah. Hak relatifeaadalaH® “Hak yang
hanya dapat dipertahankan terhadap pihak-pihaK. séghingga hak pekerja/buruh
memperoleh upah sebesar upah minimum dapat dipekah terhadap pengusaha
yang mampu membayar upah sebesar upah minimum &epeakirja/buruhnya.
Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa alasapet@mgguhan kewajiban untuk
membayar upah sebesar upah minimum karena membpgéar pekerja/buruh juga
harus melihat kemampuan pengusaha untuk membdyasaeupah minimum, tidak
logis jika membebani seseorang dengan beban ydaky tnampu diangkatnya, tidak
logis jika membebani kewajiban kepada pengusahabagan upah sebesar upah
minimum yang tidak mampu dibayarnya, sama juga a@engemaksakan jembatan
dilintasi kendaraan yang melebihi daya pikul jerabaersebut, dan selanjutnya yang

terjadi adalah jembatan tersebut pasti ambruk dgnadari asas keadilan dalam

"% |shaq, 2008Dasar-dasar lImu Hukum Jakarta , Sinar Grafika, him. 85.
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hukum pajak/teori daya pikul). Penangguhan pelaa@amipah minimum ini diatur di

dalam keputusan menteri yang dideskripsikan di bawa

2. Penangguhan upah minimum

Penanguhan ini diatur di dalam Keputusan Menterna@ kerja dan
transmigrasi Nomor: KEP. 231/MEN/2003 tentang Tdfara Penangguhan
Pelaksanaan Upah Minimum (untuk selanjutnya disébngan KEPMEN 231/2003)
Tata caranya adalah sebagai berikut

1. Permohonan penangguhan pelaksanaan upah minimyokatiaoleh pengusaha
kepada Gubernur melalui Instansi yang bertanggwatja dibidang
ketenagakerjaan Propinsi paling lambat 10 (Sepuhdw) sebelum tanggal
berlakunya upah minimum

2. Permohonan penangguhan didasarkan atas kesepaswtdis antara pengusaha
dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/ sebkaith yang tercatat (pasal 3
ayat (2)). Apa makna kalimat yang disebutkan tar@&hRi sini dapat kita lihat
bahwa kesepakatan yang tertulis antara pengusangarlepekerja/buruh
merupakan syarat yang harus dipenuhi bisa diajukgsnangguhan, hal ini
merupakan perwujudan perlindungan terhadap peldajam hal pengupahan
yang berbentuk batasan bahwa penangguhan ini rtisesujui oleh serikat
pekerja yang merupakan representasi dari aspiekeirjg/buruh. Lalu bagaimana
jilka suatu perusahaan tidak mempunyai serikat pekesekali lagi hal ini
menegaskan pentingnya serikat pekerja dalam swtisghaan yang salah satu
fungsinya adalah melindungi hak-hak buruh dalamtédan ini adalah hak

mendapat upah minimum. Tetapi walaupun demikiatinoemgan masih tetap
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ada jika tidak ada serikat pekerja maka pada Raaght (7) menegaskan bahwa:
“Perundingan untuk menyepakati penangguhan pelaksarupah minimum
dibuat antara pengusaha dengan pekerja/buruhmandgapatkan mandat untuk
mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) peneximpah minimum di
perusahaan”.

Disebutkan dalam pasal 5 ayat (1) bahwa jika Gubemmenyetujui
permohonan penangguhan upah minimum ini maka: Zamngikktu berlakunya
penangguhan upah minimum adalah paling lama 12 {@klas) bulan Dan jika
gubernur menyetujui penangguhan upah minimum yamglibnkan oleh pengusaha
maka akan ditetapkan dengan hal-hal sebagai be(fkasal 5 ayat (2))

a. Membayar upah minimum sesuai upah minimum Jeamg, atau;

b. Membayar upah minimum lebih tinggi dari upah imum lama tetapi lebih

rendah dari upah minimum baru, atau;

c. Menaikkan upah minimum secara bertahap.

Pasal 5 ayat (3) menyebutkan bahwa: “Setelah berglehizin penangguhan,
maka pengusaha wajib melaksanakan ketentuan upamom yang baru”. Dari sini
dapat kita lihat bahwa ketentuan upah minimum ylaag adalah setahun sesudah
penangguhan penetapan upah minimum karena penmnjapah minimum ini
ditetapkan setiap satu tahun sekali dengan demiki@apat kita lihat ada dua
kemungkinan pertama, bahwa upah minimum yang barmilainya sama dengan
upah minimum yang lama yang ditangguhkan terdahikgua bahwa upah
minimum ini lebih besar dari upah minimum yang laimiaa saja di dalam kenyataan

sebenarnya pengusaha tidak bisa memenuhi upah ummisaik yang lama maupun
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yang baru, tetapi undang-undang tidak mempedulii@dnni, mengapa disimpulkan
demikian, karena dari KEPMEN 231/2003 ini tolerarnmlarangan terhadap
penetapan upah minimum di bawah upah minimum yangkukan lewat
penangguhan hanya dapat dilakukan sekali, KEPMEN/2BB®3 ini tidak
memperkenankan perpanjangan atau pembaharuan pehang tidak ditemukan
dasar hukumnya untuk hal ini, dengan demikian makesekuensi bagi pengusaha
yang tidak membayar sesuai dengan upah minimum pangdapat dikenai sanksi
pidana dan denda seperti yang sudah dijelaskantadi, dal ini menguatkan
perlindungan hukum terhadap pekerja.

Seperti yang telah dibahas terdahulu bahwa penetapah tidak boleh
bertentangan dengan peraturan perundang-undangatupges juga dengan upah
yang ditetapkan melalui perjanjian kerja dan PKdaki boleh lebih kecil dari upah
minimum. Tetapi jika yang terjadi adalah upah yditgtapkan oleh perjanjian kerja
dan PKB lebih kecil dari upah minimum maka hal lbega upah di dalam kedua
perjanjian tersebut batal demi hukum dan pengusa)d membayar upah sesuai
dengan upah minimum. Hal ini merupakan bentuk peéuingan hukum terhadap
pengupahan pekerja.

Isu yang masih hangat berkaitan dengan kebijakah upinimum adalah
ditetapkanya Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kk Transmigrasi, Menteri
Dalam Negeri, Menteri Perindustrian, dan Menteri rdBgangan Nomor:
PER.16/MEN/IX/2008, Nomor: 49/2008, Nomor: 922.1INB/10/2008, Nomor:
39/M-DAG/PER/10/2008 tentang Pemeliharaan MomenRertumbuhan Ekonomi

Nasional dalam Mengantisipasi Perkembangan Perekiano Global (untuk
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selanjutnya disebut dengan “Peraturan bersama 4enigmada tanggal 22 Oktober
2008. Peraturan bersama Empat Menteri ini di miedian disebut “SKB 4 menteri”
yang sebetulnya penggunaan istilah ini tidak tepat.

Dikeluarkanya Peraturan Bersama 4 Menteri ini tidepas dari kondisi
perekonomian dunia yang mengalami resesi, hal imrupekan konsekuensi
globalisasi, di mana kejadian pada suatu negara akambawa dampak pula
terhadap negara lain. Krisis ini berawal dari Ak&riSerikat dan merembet ke
seluruh bagian dunia seperti efek domino tidak eewkli Indonesia, hal ini
membuktikan bahwa globalisasi juga memberikan peiingadalam pembuatan
hukum. Dampak bagi sektor industri adalah turunylai rekspor seperti yang
dikatakan oleh Sofyan Wanandi ketua APINDO (Asosmangusaha indonesia)
bahwa industri yang paling terkena dampaknya adaildbstri yang berorientasi
ekspor. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadapia usaha dan pekerja. Sofjan
Wanandi juga mengatakdh:“Industri yang paling terkena dampak krisis global
antara lain garmen, tekstil, alas kaki, dan elelkosemua ini adalah sektor industri
padat karya”. Jadi industri yang paling terkena pakrkrisis ini adalah industri padat
karya yang berorientasi ekspor.

Menurut Menteri Perindustrian, Fahmi Idri§® “SKB ini didasari atas

antisipasi dari gejolak krisis finansial yang kemkinan berpengaruh pada

" Kompas, 2008Aturan Soal Upah untuk Kepentingan Siaffa http//www.kompas.com,
(19 november 2008, 11: 20 WIB).

’® Reni Herawati,Kenaikan UMP 2009 di Bawah 6%24/10/2008 16:57, Inilah.com (19
november 2008, 11: 30)
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kelanjutan suatu perusahaan”. Erman Soeparno Mereh® mengatakan bahw:
"Para menteri menandatangani peraturan bersandengan penuh tanggung jawab
dan pemikiran yang jauh ke depan. Tujuannya, meanyatkan dunia usaha dan
pekerja sehingga tidak terjadi PHK (pemutusan hghorkerja) massal akibat krisis
global”. Senada dengan itu Fahmi Idris mengataledmma®® “Tujuan akhir dari SKB
ini agar imbas dari krisis global tidak berujungdpaPHK (pemutusan hubungan
kerja) oleh perusahaan, agar tidak terjadi PHKihlddaik masing-masing memikul
beban bersama-sama ketimbang pabrik ditutup”.

Pasal 1 Peraturan Bersama 4 Menteri ini menyebuti@mva: “Dalam
menghadapi dampak krisis perekonomian global, Patabr melakukan berbagai
upaya agar ketenangan berusaha dan bekerja tidgknggu”. Dilanjutkan pada
Pasal 2 huruf a poin kedua menyebutkan bahwa: ydsebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut: "Menteri ganderja dan Transmigrasi
melakukan: upaya mendorong komunikasi Bipartit yaefgktif antar unsur
pekerja/buruh dan pengusaha di perusahaan ”, Dda pasal 3 yang menegaskan
bahwa: "Gubernur dalam menetapkan upah minimum opmgkan agar tidak
melebihi pertumbuhan ekonomi nasional”.

Pasal 2 huruf a poin kedua maknanya adalah di dakanetapan upah di
dalam perusahaan, Menakertrans mendorong perumdiagtara pengusaha dan
serikat pekerja, campur tangan pemerintah daladaldim perlindungan pengupahan

yang wujudnya penetapan upah minimum menjadi tidd&, hal ini sama saja

¥ KompasJoc., cit.
8 Reni Herawatiloc., cit.
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menghilangkan peran campur tangan pemerintah datetmdungi buruh, akan
tetapi memunculkan campur tangan pemerintah dalah debaliknya yaitu
mendorong agar penetapan upah ditetapkan melakepk&atan antara serikat
pekerja dan pengusaha, semua terserah pada kesepakdara pekerja serikat
pekerja dan pengusaha. Hal ini berdampak pada kgkman upah yang diterima
pekerja bisa dibawah upah minimum. Tujuan keteninaadalah dalam penetapan
upah minimum melihat kemampuan dunia usaha, jatjyaha dengan kesepakatan
dengan serikat pekerja bisa menetapkan upah ditbawah minimum, jika kita
melihat lagi kebelakang maka peraturan bersama dtemeni tidak perlu dibuat
karena kewajiban untuk membayar sesuai dengan opaimum bisa diadakan
penangguhan bila pengusaha tidak mampu, tata Gardisyur dalam Keputusan
Menteri Tenaga Kerja Nomor: KEP. 231/MEN/2003 tegtdata Cara Penangguhan
Pelaksanaan Upah Minimum. Hal ini merupakan caranep@tah dalam
menghadapai ketidakpastian dengan ketidakpast@men& ketidakpastian pertama
adalah kondisi perusahaan yang tidak pasti mengpaerkembangan global yang
terus berubah dan solusinya adalah ketidakpasteduak yaitu dengan cara
menetapkan upah dengan perundingan bipartit anseré&at pekerja dengan
pengusaha, hal ini lebih fleksibel karena di dalpensetujuan penangguhan upah
minimum tidak memperkenankan adanya pembayaran digadavah upah minimum
yang lama dan dengan peraturan bersama 4 mentkes@pakatan antara pengusaha
dan serikat pekerja bisa menghasilkan apa sajaasehnupah di bawah upah

minimum yang lama dan tentu saja hal ini tidak neilingi buruh jadi peraturan
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bersama 4 menteri ini bertentangan dengan perlgaturpengupahan di dalam
peraturan perundang-undangan.

Makna pasal 3 adalah penetapan upah minimum olbbkrgur tidak boleh
melebihi pertumbuhan ekonomi nasional berarti, jpdisentase kenaikan upah
minimum provinsi tidak boleh melebihi prosentasetypabuhan ekonomi nasional.
Pertumbuhan ekonomi nasional digambarkan dengasept@se PDB (produk
domestik bruto).

Bila dibandingkan dengan triluwan yang sama 200@d&k Domestik Bruto
Indonesia pada triwulan Il ini mengalami pertumantsebesar 6,1%, dengan semua
sektor mengalami pertumbuhan, kata Kepala BPS (Bd&iesat Statistik) Rusman
Heriawan di Jakarta, Senin (17/F1).Rapat Panitia Anggaran DPR bersama
pemerintah akhirnya menyepakati asumsi dasar RAR&D® dengan pertumbuhan
ekonomi sebesar 6% dari yang diusulkan sebelumi8fs% Dengan adanya SKB
ini maka sesuai dengan asumsi pertumbuhan ekonasiwmal di dalam RAPBN,
kenaikan upah minimum diupayakan agar tidak meled$ith dan hal ini merupakan
kewenangan gubernur. Penetapan upah minimum dikdesderutama atas KHL
sedangkan peraturan bersama 4 menteri ini membaasgikan upah minimum tidak
lebih dari 6% tentu saja hal ini mereduksi perlingan pengupahan.

Kenaikan upah minimum maksimal 6% sangat merugikaruh, padahal

tahun 2007 lalu kenaikan upah minimum rata-rata %6 kenikan itu pun tak

8 Ahmad Munijin, 2008 Ekonomi Rl Tumbuh 6,1% http//www.inilah.com, (19 november
2008, 11: 10 WIB).

8 Reni Herawati, 20082009 Pertumbuhan Ekonomi 6% http//www.lnilah.com, (19
november 2008, 11: 20 WIB).
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berarti jika melihat infladf, tahun 2008 yang mencapai 12% dan ini menjadi kiema
tak berarti melihat daya beli pekerja menurun akikemaikan harga BBM pada mei
lalu®*. Semakin jauhlah tujuan perlindungan pengupahaar dmuruh/pekerja
memperoleh penghasilan (upah) yang memenuhi pemgguid yang layak dengan
ditetapkanya peraturan bersama 4 menteri ini oéghegpintah.

Ditinjau dari latar belakang perlindungan pengupaHhzertujuan untuk
melindungi pekerja atas upah yang diterimanya yai@nghindari penetapan upah
berdasarkan kesepakatan antara pekerja dan peaguaapa campur tangan
pemerintah melalui asas kebebasan berkontrak, didangan cara penetapan upah
seperti ini niscaya buruh akan sangat dirugikanljringan ini dilakukan dengan
adanya campur tangan pemerintah melalui penetapam minimum yang terutama
didasarkan atas KHL, tetapi dengan adanya peratoeasama empat menteri ini
yang terjadi adalah sebaliknya, pasal 2 huruf an p@dua peraturan bersama 4
menteri ini seperti yang sudah dijelaskan sebel@mmalah bertolak belakang
dengan latar belakang dibuatnya perlindungan peaigup yaitu dengan memberi

batasan-batasan terhadap kebebasan berkontraladi dambuatan suatu perjanjian,

8Venniers’s dan sebold mendefinisikan Inflagifl@tion) sebagai suatu kecenderungan
meningkatnya tingkat harga umum secara terus mgisepanjang wakta (sustained tendency for the
general lever of prices to rise overtijreda tiga hal penting yang dapat dari inflasiyautu;

1. Adanya kecenderungan harga-harga untuk meningkaiy yerarti bisa saja tingkat harga yang
terjadi pada waktu tertentu turun atau naik dibagkiin sebelumnya tapi tetap menunjukkan
tendensi yang meningkat.

2. Bahwa kenaikan tingkat harga tersebut berlangsecgra terus-menerusugtained)lyang berarti
bukan terjadi pada waktu saja akan tetapi bebexagtu lamanya

3. Bahwa tingkat harga yang dimaksud disini adalalydaaimum yang berarti tingkat harga yang
mengalami kenaikan itu bukan hanya pada satu atherbpa komoditi saja akan tetapi untuk
harga barang secara umum. Tingkat inflasi adalalmalasi dari inflasi-inflasi terdahulu atau
prosentase perubahan di dalam tingkat harga. Diklatii: Muana Nanga, 2008lakro Ekonomi,
Teori Masalah & Kebijakan, edisi kedyaRaja Grafindo Persada, Jakarta him. 237.

8 Koran Tempo Senin 27 Oktober 200, edisi no 2640 tahun VRemerintah dinilai

Manjakan Pengusahahim. 1.
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peraturan bersama 4 menteri ini malah mengamanapieemerintah mendorong agar
terwujudnya kebebasan berkontrak dengan menghigamgkmpur tangan pemerintah
dalam menentukan isi perjanjian kerja, malah campamgan ini dilakukan
berkebalikan dari tujuanya campur tangan ini senyaidu mendorong penetapan
upah berdasarkan perundingan bipartit bukan atak wpnimum yang ditetapkan
oleh pemerintah. Pasal 3 pada peraturan bersam@&mMemini dapat dikatakan
mengurangi kualitas perlindungan pengupahan, dins@im@rusnya kenaikan upah
minimum didasarkan terutama pada KHL sebagai pa®utama, dengan dasar KHL
maka kenaikan upah adalah berdasarkan kenaikasiidhrena KHL didapat dari
survey harga dan harga kebutuhan hidup mengikildisin tetapi yang terjadi adalah
kenaikan upah ini dibatasi tidak boleh lebih d&6.8Vlemang di dalam penetapan
upah minimum dalam pasal 88 ayat (4) tidak hanyadsarkan KHL tetapi juga
produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, tetapi tetapg didahulukan dan prioritas
adalah kebutuhan hidup layak dengan adanya penabakamaikan upah minimum
tidak boleh dari 6% maka KHL yang seharusnya ditiddan malah ditiadakan atau
dengan pembatasan ini maka pemerintah tidak meagggnndasar KHL karena jika
menggunakan dasar KHL sebagi pertimbangan berarighmtung laju inflasi dengan
tahun dasar 2008 dibandingkan dengan waktu suruigly dntuk penetapan upah
minimum 2009, yang seharusnya adalah kenaikan opaimum harus berdasarkan
peningkatan inflasi, yang artinya adalah kenaikarg&-harga kebutuhan.
Seharusnya campur tangan pemerintah dalam hubuingastrial adalah
untuk melindungi buruh bukanya malah sebaliknyaegeyang terwujud dalam

peraturan bersama empat menteri ini. Peraturamaferd menteri ini kontras dengan
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tujuan perlindungan pengupahan dalam kebijakan agaimum, meminjam istilah
yang digunakan Abdul Rachmad Budiono di dalam by&uyang berjudul hukum
pekerja anak yaitu, perlindungan aktif yang bernaakahwa, perlindungan hukum
ini tidak cukup sekadar ada dan/atau pasif, metainkarus aktif. Kata “aktif” di
dalam frase “prinsip perlindungan aktif” bermaknahWwa konvensi hak-hak anak
menetapkan pranata hukum yang mengharuskan négatzaga-lembaga sosial, dan
masyarakat melakukan segala tindakan agar anak apatk@n perlindungan dan
mencegah terjadinya peristiwva yang merugikan &nakalog dengan hal ini dengan
pengertian yang kontradiktif di dalam dua pasalnhalperaturan bersama empat
menteri disebutkan kata “upaya’yang dilakukan pémtn dalam hal ini adalah
menteri tenaga kerja dan gubernur untuk mendorasrgngingan bipartit dalam
penetapan upah dan menetapkan upah minimum tidak kari pertumbuhan
ekonomi nasional, “upaya” disini berarti aktif, jadukanya perlindungan
pengupahan yang aktif yang ada di dalam peratueasana tersebut, tetapi tidak
melindungi secara aktif atau dengan kata lain keeewg-wenangan atau menindas
secara aktif.

Terlepas dari kuatnya tekanan yang dilakukan olehka pekerja dan
akademisi atas ditetapkanya Peraturan Bersama 4emeni, pada tanggal 27
Nopember 2008 Peraturan bersama 4 Menteri ini diréengan Peraturan Bersama
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Dald\Negeri, Menteri
Perindustrian, dan Menteri Perdagangan Nomor: PEREN/XI/2008, Nomor:

53/2008, Nomor: 97/M-IND/11/2008, Nomor: 48/M-DA&R/11/2008 tentang

8 Abdul Rachmad Budionap. cit, him. 63.
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Pemeliharaan Momentum Pertumbuhan Ekonomi Nasidalm Mengantisipasi
Perkembangan Perekonomian Global (untuk selanjutfigabut dengan “Revisi
Peraturan bersama 4 menteri”). Perubahan yanggpafiendasar yang terkait di
dalam penetapan upah minimum adalah diubahnya @asraturan Bersama 4
Menteri ini menjadi berbunyi: “Gubernur dalam mempdan upah minimum
mempertimbangkan rekomendasi Dewan Pengupahan iDakna atau Bupati /
Walikota dengan memperhatikan kebutuhan hidup layaka pekerja / buruh,
produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi daerahayaih”.

Dengan perubahan ini maka peraturan bersama ak bértentangan dengan
dasar pertimbangan penetapan upah minimum dalaat 8&syat (4), yang berdasar
ketiga hal di atas, dengan prioritas utama adaldh imana tujuan kebijakan upah
minimum ini adalah melindungi hak pekerja/buruh rpemoleh penghasilan yang
memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaal. dikuatkan dengan
perubahan pada pasal 2 huruf b poin pertama yamgiing: "Upaya agar Gubernur
dan Bupati/Walikota dalam menetapkan segala kednjddetenagakerjaan di wilayah
mendukung kelangsungan berusaha dan ketenangamabelampa meninggalkan
usaha untuk kenaikan pendapatan pekerja/buruh meeajenuhan kebutuhan hidup
layak dengan mempertimbangkan tingkat inflasi, dengcara meningkatkan
komunikasi yang efektif dalam Lembaga Kerjasamaaditit Daerah, dan Dewan

Pengupahan Daerah”.
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C. Rekonseptualisasi upah minimum

Mhd Shiddiq Tgk Armia mengatakan bah#fa:"Hukum melindungi
kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikdn kekuasaan kepadanya
untuk bertindak dalam rangka kepentinganya terseimrigalokasian kekuasaan ini
dilakukan secara terukur dalam arti ditentukan &shm dan kedalamananya,
kekuasaan yang demikian itulah yang disebut hakdk idekerja/buruh atas upah
yang layak secara eksplisit ditegaskan di dalanalRe& ayat (1) Undang —Undang
Nomor 13 Tahun 2003 bahwa “Setiap pekerja/buruhdememperoleh penghasilan
yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemaamisidilukum memberikan
perlindungan terhadap kepentingan pekerja/buruh gtah dengan memberikan hak
memperoleh penghasilan/upah yang memenuhi pengimduwang layak bagi
kemanusiaan.

Telah dijelaskan dasar-dasar pertimbangan di dplmetapan upah minimum,
di mana pertimbangan lain selain KHL telah meny&balpenetapan upah minimum
nilainya lebih kecil dari nilai KHL yang merupakaapresentasi dari penghasilan
yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemamusiaengan memasukkan
dasar pertimbangan selain KHL di dalam penetapah upinimum menyebabkan
pekerja/buruh tidak terlindungi haknya/tidak adanijgan kepastian dari hukum
pekerja/burun memperoleh haknya di mana Undang-umédomor 13 Tahun 2003
sendiri sudah berkomitmen melindungi hak pekerfabumemperoleh penghasilan
yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemamussalah satunya adalah

melalui kebijakan upah minimum. Upah merupakan helatif/searah. Hak

8 Mhd. Shidigq Tgk. Armiapp. cit, him. 46.
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relatif/searah adalalf”:“hak yang hanya dapat dipertahankan terhadap ek
saja”.

Hak ini timbul dari perjanjian kerja antara pek#sijauh dengan pengusaha.
Jika konsisten dengan tujuan perlindungan hak imkandasar pertimbangan
penetapan upah minimum hanya berdasar nilai KHllaktdisertai pertimbangan lain
selain KHL, memasukkkan dasar pertimbangan seléih #i dalam penetapan upah
minimum malah tidak melindungi hak pekerja/buruhmperoleh penghasilan yang
memenuhi penghidupan yang layak. Upah adalah hkitifrgang hanya dapat
dipertahankan terhadap pihak-pihak saja, maka tidaénjadi masalah jika
menetapkan upah minimum nilainya sesuai dengan Kdtingan catatan bahwa
dilakukan redefinisi KHL sehingga meliputi kebutuhakeluarga dan juga
mencantumkan komponen kebutuhan keluarga dalam &oempKHL, “hak hanya
dapat dipertahankan terhadap pihak-pihak sajahyatiadalah hak atas upah yang
sama dengan nilai KHL hanya dapat dipertahankdmati@ap pengusaha yang mampu
membayar upah minimum yang nilainya sama denganhiL.

Atas dasar itulah di dalam penetapan upah minimamarsisnya hanya
menggunakan pertimbangan nilai KHL, atau dengaa kah nilai upah minimum
yang ditetapkan oleh gubernur nilainya harus saewgah nilai KHL, dan jika
pengusaha tidak mampu membayar upah minimum ydaimya sama dengan nilai
KHL maka dapat diajukan permohonan penangguhangghiada jaminan kepastian
bahwa pekerja/buruh memperoleh upah/penghasilag ya@menuhi penghidupan

yang layak bagi kemanusiaan, dan tidak perlu mekkasudasar pertimbangan non

8 |shaq Joc. cit.
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yuridis/selain KHL di dalam penetapan upah minimdirmana tidak ada kepastian di
dalamnya dan juga tidak perlu ada tahapan-tahapacapaian KHL yang tidak ada
kepastian dalam mencapainya, sehingga kebijakah opaimum sebagi sarana
sesuai dengan tujuanya yaitu melindungi hak pekenah memperoleh penghasilan
yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemamusiatau menjamin
pekerja/burun  menerima haknya memperoleh penghasyang memenuhi
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Kesimpulan

Wujud perlindungan hukum terhadap pengupahan p@keruh pada upah
minimum adalah berupa pelarangan yaitu: pengusidramny membayar upah lebih

rendah dari upah minimum.

b. Upah Kerja Lembur
Upah kerja lembur berasal dari ketentuan mengeaétuvkerja di mana di
dalam Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 M&2003 menyebutkan
bahwa: “Waktu kerja meliputi:
a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jh (satu) minggu untuk 6
(enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau
b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat pykr)1l (satu) minggu untuk
5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.”
Ketentuan waktu kerja 8 jam dalam upah kerja lendatn hari tidak begitu
saja ada turun dari langit, hal ini merupakan hdaiii perjuangan buruh melalui

serikat pekerja dimulai sejak akhir tahun 1790 dnekika Serikat untuk melawan
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ketentuan waktu kerja 10 jam sehari, pada tahud dbféh para tukang kayu mereka
menyatakan bahw&:“That all men have right, derived from their creatorhave
sufficient time in each day for the cultivationtbéir mind for self improvemeént
Perjuangan awal untuk menuntut hal ini gagal tepig berlanjut dan pada tahun
1835 para buruh kota Boston mereka menyatakan b&hwa

We have been too long subjected to the odious,|, cumgust and

tyranical system which compels the operative mech@anexhaust his

phisycal and mental powers. We have rights andeduth perform as

american citizens and members of society, whidhidars to dispose of

more than ten hours for a day’s work
Perjuangan pertama kalinya menunjukkan hasil patalant 1835 di Philadelphia yaitu
diadopsinya ketentuan 8 jam kerja dan upah lemhtukukerja melebihi 8 jam dan
ini juga diikuti oleh kota-kota lain di Amerika Sleat.

Karena sebab tertentu suatu pekerjaan melebihiwyaltg ditentukan seperti
di atas tetapi kelebihan waktu kerja tersebut merppubatasan. Pekerjaan yang
dilakukan melebihi waktu yang ditentukan ini disebdengan kerja lembur.
Pengertian dari waktu lembur tidak secara tegaantlienkan di dalam di dalam
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tapi dapat dikais dari pasal-pasal
mengenai waktu kerja, pertama di dalam Pasal 77 @)yamengenai waktu kerja
harian dan mingguan yang didasarkan pada jam kedaa, pasal 78 ayat (2) huruf b
yang berbunyi: "Pengusaha yang mempekerjakan @@karph melebihi waktu kerja

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) hagogenuhi syarat; Pengusaha

yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktyakeebagaimana dimaksud

8 philip S Foner, 1988ylay Day, a Short History of The International Works' Holiday
1886-198896 New york, USA, International Publishers, him. 8.
Ibid.
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dalam ayat (1) wajib membayar upah kerja lembur kigtiga di dalam Keputusan
Menter Tenaga dan Transmigrasi Nomor KEP. 102/MBIQO04 Pasal (1) yang
berbunyi waktu kerja lembur adalah waktu kerjagyamelebihi 7 (tujuh) jam sehari
dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untukréu® hari kerja dalam 1 (satu)
minggu atau 8 (delapan) jam sehari, dan 40 (emydahpjam 1 (satu) minggu untuk
5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau wakerja pada hari istirahat
mingguan dan atau pada hari libur resmi yang diteta Pemerintah. Jadi dapat
disimpulkan bahwa upah kerja lembur adalah imbaiang diterima pekerja dari
pengusaha karena melakukan pekerjaan melebihjuh)tiam sehari dan 40 (empat
puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari &efglam 1 (satu) minggu atau 8
(delapan) jam sehari, dan 40 (empat puluh) jamafu)sninggu untuk 5 (lima) hari
kerja dalam 1 (satu) minggu atau waktu kerja pataiktirahat mingguan dan atau
pada hari libur resmi yang ditetapkan oleh pemaiint

Wujud perlindungan hukum pengupahan di dalam kké@jaupah lembur
adalah berupa perintah/pembebanan kewajiban kemadaisaha terletak pada pasal
78 ayat (2) yang menegaskan bahwa: "Pengusahanyangpekerjakan pekerja/buruh
melebihi waktu kerja sebagaiman dimaksud pada(@yavajib membayar upah kerja
lembur”. Makna wajib disini merupakan perintah datak ada toleransi terhadap
pemenuhanya seperti pada penentuan upah minimumhdars dipenuhi oleh
pengusaha. Perintah untuk melakukan sesuatuknatkan oleh sanksi pidana, yang
termuat di dalam pasal 187 ayat (1) yang berbutyarang siapa melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pagdl.ayat (2)..dikenakan sanksi

pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan damg lama 12 (dua belas) bulan
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dan/atau denda paling sedikit Rp 10.000.000,00u(skpjuta rupiah) dan paling

banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)ba§aimana telah dijelaskan
tentang dasar pembenaran dalam pemidanaan terpadgpsaha yang membayar
upah di bawah upah minimum adalah teori relailfty, pembenaran pemidanaan
pada pelanggaran kewajiban membayar upah lembuy digakukan oleh pengusaha
adalah berdasarkan tujuanya yaitu untuk mempengakapatuhan pengusaha
terhadap perintah ini, memperkuat norma ini dan cegah agar pengusaha tidak
melanggar kewajibanya untuk membayar upah lembur.

Wujud perlindungan hukum yang berupa pembatasamsyjpeatan) tertuang
di dalam pasal 78 ayat (1) yang menyebutkan bahifengusaha yang
mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerjpagaiman dimaksud dalam
pasal 77 ayat (2) harus memenuhi syarat: (a) adsetoguan pekerja/buruh yang
bersangkutan; (b) waktu kerja lembur hanya dagdakukan paling banyak 3 (tiga)
jam dalam 1 (satu) hari dan 144 (empat belas) jalend 1 (satu minggu)”.

Ketentuan mengenai waktu kerja lembur dan upah Uendatur di dalam
Keputusan Menter Tenaga dan Transmigrasi Nomor KBEB/MEN/VI1/2004 tentang
Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur (untukasgitnya disebut dengan
KEPMEN 102/2004) di samping hanya sebagai peratpelaksanaan, KEPMEN
102/2004 ini sarat dengan perlindungan hukum yaegwijud pembatasan-
pembatasan. Pembatasan ini adalah pensyaratan/pextaa dalam hal upah lembur
yang meliputi perincian waktu lembur dan cara pgarfgan upah lembur.

Pasal (1) menjelaskan bahwa: “Waktu kerja lemhladah waktu kerja yang

melebihi 7 (tujuh) jam sehari dan 40 (empat puljam 1 (satu) minggu untuk 6
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(enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 8afmiel) jam sehari, dan 40 (empat
puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kegalam 1 (satu) minggu atau
waktu kerja pada hari istirahat mingguan dan atadaphari libur resmi yang
ditetapkan pemerintah”. Akan tetapi jangka waktujgkéembur ini tentunya tidak
mengalami pembatasan hal ini merupakan perlindutegdadap buruh karena buruh
tersebut juga mempunyai waktu lain selain untukegalanya dan juga buruh tersebut
membutuhkan istirahat untuk memulihkan tenaganyaneburuh bukanlah mesin
yang bisa terus bekerja selama 24 jam terus medaruberhari-hari, oleh karena itu
dibuat pembatasan waktu terhadap kerja lemburNkna kedua adalah, kerja
lembur ini bukanlah merupakan kewajiban yang halilekukan oleh buruh dalam
pekerjaanya mengingat hubungan buruh dengan pdmgusdalah diperatas atau
pengusaha berhak memerintah buruh untuk melaksar@Meerjaan termasuk kerja
lembur, tetapi kerja lembur dapat dilakukan denbanya persetujuan pekerja dan
kerja ekstra waktu ini juga mendapat imbalan eks$tahini merupakan perlindungan
terhadap buruh.

Perhitungan upah lembur ini dijelaskan di dalamaPa8 ayat (1) dan (2)
Perhitungan upah lembur didasarkan pada upah bulaZdara menghitung upah
sejam adalah 1/173 kali upah sebulan.

Mengapa perhitungan upah kerja lembur sejam ada&laf@3 kali upah
sebulan? hal ini didasarkan atas perhitungan balalean satu tahun ada 52 minggu
jadi dalam 1 bulan ada 4,33 minggu (52/12) total jeerja seminggu adalah 40 jam
jadi total jam kerja dalam 1 bulan adalah 40 X3473173,33 sehingga upah lembur

perjamnya adalah 1 bulan upah dibagi 173. Hastipsrgan upah terhadap upah
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kerja lembur perjamnya di atas adalah lebih kegiilahnya dibandingkan dengan

upah kerja perjam dalam sebulan bukan lembur mnperhitunganya adalah dalam

1 bulan ada 4 minggu jadi total jam kerja 1 bulaalah 40 x 4 = 160 jadi upah

perjamnya adalah 1 bulan upah dibagi 160, jika kaasisten dengan perlindungan

pengupahan maka upah lembur perjamnya ini tidakhb&lurang dari upah perjam
bukan lembur tetapi perhitungan ini memberi haarigykurang dalam upah sejamnya

dalam kerja lembur secara sederhana dapat dijelaskhwa kewajiban kerja 8

jam/hari sudah dilaksanakan berarti kerja lembyratidikatakan sebagai kerja yang

lebih dari kewajibanya dan hal ini seharusnya djaadengan membayar lebih dari
upah sejam bukan lembur setidaknya sama dengan logedm lembur bukanya
malah kurang.

Pasal 9 menjelaskan cara penghitungan upah lembtatasarkan cara
pembayaranya, yaitu:

1. Dalam hal upah pekerja/buruh dibayar secara hamaka penghitungan besarnya
upah sebulan adalah upah sehari dikalikan 25 (dlwd pima) bagi pekerja/buruh
yang bekerja 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu)ggunatau dikalikan 21 (dua
puluh satu) bagi pekerja/buruh yang bekerja 5 (lilmai kerja dalam 1 (satu)
minggu.

2. Dalam hal upah pekerja/buruh dibayar berdasarkanasahasil, maka upah
sebulan adalah upah rata-rata 12 (dua belas) bexdakhir.

3. Dalam hal pekerja/buruh bekerja kurang dari 12 (dwedas) bulan upah

pekerja/buruh dibayar berdasarkan satuan hasil,amglah sebulan dihitung
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berdasarkan upah rata-rata selama bekerja dendantdan tidak boleh lebih
rendah dari upah dari upah minimum setempat.
Dan selanjutnya dalam pasal 10 menegaskan dugaibin

1. Dalam hal upah terdiri dari upah pokok dan tunjandgatap maka dasar
perhitungan upah lembur adalah 100 % (seratusnaguség dari upah.

2. Dalam hal upah terdiri dari upah pokok, tunjangstag dan tunjangan tidak tetap,
apabila upah pokok tambah tunjangan tetap lebill Haci 75 % (tujuh puluh
lima perseratus) keseluruhan upah, maka dasartyeghin upah lembur 75 %
(tujuh puluh lima perseratus) dari keseluruhan upah

Perhitungan bahwa upah sejam kerja lembur adaldi31kang tidak
melindungi buruh memperoleh perbaikan dalam kepumtusienteri dimana cara
penghitunganya lebih dari upah sejamnya perhituyegadalah seperti dibawah ini:

Perhitungan upah lembur dirinci di dalam KEPMEN /2004 pada pasal 1

menerangkan bahwa: Perhitungan upah kerja leming gdakukan pada hari kerja:

1. jam kerja lembur pertama harus dibayar upah seldieSgsatu setengah) kali
upah sejam,
2. setiap jam kerja lembur berikutnya harus dibayaahupebesar 2 (dua) kali

upah sejam.

Begitupun dengan kerja lembur yang dilakukan paaia kerja, kerja lembur pada
hari libur resmi bukan merupakan kewajiban haldmyatakan secara tegas pada
pasal 85 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomordl8im 2003 menjelaskan bahwa

“Pekerja/buruh tidak wajib bekerja pada hari-hdout resmi, tetapi pengusaha dapat
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mempekerjakan pekerja/buruh pada hari-hari libiemieapabila jenis dan sifat
pekerjaan tersebut harus dilaksanakan atau dijatas&cara terus-menerus atau pada
keadaan lain berdasarkan kesepakatan antara pbkeufa dengan pengusaha’.
Pekerjaan-pekerjaan seperti yang dimaksud di atashut diatur dalam Keputusan
Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP. 233/MEN/2003 tegtdenis dan Sifat Pekerjaan
yang Dijalankan Secara Terus-menerus. Pada [Baaght (1) memerinci pekerjaan-

pekerjaan ini adalah:

a. pekerjaan di bidang pelayanan jasa kesehatan;

b. pekerjaan di bidang pelayanan jasa transportasi;

c. pekerjaan di bidang jasa perbaikan alat tranapior

d. pekerjaan di bidang usaha pariwisata,

e. pekerjaan di bidang jasa pos dan telekomunikasi;

f. pekerjaan di bidang penyediaan tenaga listri&ingan pelayanan air

bersin/PAM, dan penyediaan bahan bakar minyak darbgmi;

g. pekerjaan di usaha swalayan, pusat perbelanjaarsejenisnya;

h. pekerjaan di bidang media masa;

I. pekerjaan di bidang pengamanan;
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j- pekerjaan di lembaga konservasi;

k. pekerjaan-pekerjaan yang apabila dihentikan akaengganggu proses

produksi, merusak bahan, dan termasuk pemelihgredmaikan alat produk

Perhitungan upah kerja lembur yang dilakukan padaistirahat mingguan dan/atau

hari libur resmi dirinci dalam Pasal 11 KEPMEN 12004 adalah sebagai berikut:

A. untuk waktu kerja 6 (enam) hari kerja 40 (empatipujam seminggu
1. 7 (tujuh) jam pertama dibayar 2 (dua) kali upgharse
2. jam kedelapan dibayar 3 (tiga) kali upah sejam,
3. jam lembur kesembilan dan kesepuluh dibayar 4 (8mgdi upah

sejam.

apabila hari libur resmi jatuh pada hari kerja ¢egiek perhitungan upah

lembur

1. 5 (lima) jam pertama dibayar 2 (dua) kali upahseja
2. jam keenam 3(tiga) kali upah sejam,

3. jam lembur ketujuh dan kedelapan 4 (empat) kadhugejam.

B. untuk waktu kerja 5 (lima) hari kerja dan 4én@at puluh) jam seminggu,

1. 8 (delapan) jam pertama dibayar 2 (dua) kali igegam,
2. jam kesembilan dibayar 3 (tiga) kali upah sejam,

3. jam kesepuluh dan kesebelas 4 (empat) kali upamsej

89



Kesimpulan

Wujud perlindungan hukum pada upah Ilembur adalabrbel¢uk
perintah/pembebanan kewajiban kepada pengusahanaipengusaha diwajibkan
membayar upah kerja lembur jika mempekerjakan pekeruh melebihi waktu
kerja yang sudah ditentukan. Sedangkan wujud peniigan hukum pengupahan

dalam bentuk pembatasan adalah: penentuan carbifpgggn upah lembur.

c. Upah Tidak Masuk Kerja karena Berhalangan

Pemberian upah tidak masuk kerja karena berhalangeerupakan
penyimpangan asas pengupahan yaNi@ work no pay principle(asas yang
menyatakan bahwa upah tidak dibayar jika tidak hakeasas ini secara eksplisit
ditegaskan di dalam Pasal 93 ayat 1 Undang-UndamgoK 13 Tahun 2003 bahwa:
“Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak akekan pekerjaan”. Tetapi asas
ini dapat disimpangi yang artinya bahwa undang-ogdaembebankan kewajiban
terhadap pengusaha untuk membayar upah walaupwi/pekerja tidak bekerja
secara tegas di dalam pasal 93 ayat (2) yang nekayatbahwa: “Ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlkddu pengusaha wajib membayar
upah apabila :..”. Karena penyimpangasas no work no pawni meliputi tiga hal
yang terkait dengan kebijakan pengupahan yang thelgi pekerja/buruh yaitu:
upah tidak masuk kerja karena berhalangan, upalk moasuk kerja karena buruh
melakukan kegiatan lain diluar pekerjaanya dan upmddk masuk kerja dalam hal

buruh menjalankan waktu istirahat, maka berdasaplesal ini hanya akan disajikan

90



hal-hal yang dikategorikan tidak masuk kerja kardémahalangan. Hal-hal yang

membuat pekerja tidak masuk karena berhalangaatadaliputi:

a. pekerja/buruh sakit sehingga tidak dapat kokkn pekerjaan;

b. pekerja/buruh perempuan yang sakit pada letama dan kedua masa haidnya
sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan;

c. pekerja/buruh tidak masuk bekerja karena pakmmuh menikah, menikahkan,
mengkhitankan, membaptiskan anaknya, isteri mddahir atau keguguran
kandungan, suami atau isteri atau anak atau memdauorang tua atau mertua
atau anggota keluarga dalam satu rumah meningga;du

Dalam hal-hal halangan diatas pekerja tetap benmamperoleh upah
meskipun tidak masuk kerja, perhitunganya adalbhga berikut:

Pasal 93 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2088entukan besar upah

yang dibayarkan kepada pekerja dalam hal pekeratibsakit sehingga tidak dapat

melakukan pekerjaan adalah:
a. untuk 4 (empat) bulan pertama, dibayar 10@afss perseratus) dari upah;
b. untuk 4 (empat) bulan kedua, dibayar 75%(tygutuh lima perseratus) dari
upah;
c. untuk 4 (empat) bulan ketiga, dibayar 50% dlipuluh perseratus) dari upah;
d. untuk bulan selanjutnya dibayar 25% (dua puinria perseratus) dari upah

sebelum pemutusan hubungan kerja dilakukan olegysama.
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Pekerja/buruh perempuan yang sakit pada hari partdan kedua masa

haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjézayar untuk selama satu atau

dua hari tersebut

Pasal 93 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2@@Bentukan

besarnya upah yang wajib dibayar pengusaha kepaaj@/buruh yang tidak masuk

bekerja karena pekerja/buruh menikah, menikahkamgkhitankan, membaptiskan

anaknya, isteri melahirkan atau keguguran kandungaami atau isteri atau anak

atau menantu atau orang tua atau mertua atau angghtarga dalam satu rumah

meninggal dunia adalah:

a.

b.

pekerja/buruh menikah, dibayar untuk selarttay&) hari;

menikahkan anaknya, dibayar untuk selama @) (llari;

mengkhitankan anaknya, dibayar untuk selaif@a@) hari

membaptiskan anaknya, dibayar untuk selanda®) hari;

isteri melahirkan atau keguguran kandungdmay@ir untuk selama 2 (dua)
hari;

suami/isteri, orang tua/mertua atau anak at@mantu meninggal dunia,
dibayar untuk selama 2 (dua) hari; dan

anggota keluarga dalam satu rumah meninggahddibbayar untuk selama

1 (satu) hari.

Perintah yang mewajibkan pengusaha untuk tetap bagsn walaupun

pekerja/buruh tidak bekerja karena berhalanganatidan dengan sanksi, sanksi ini

ditegaskan dalam Pasal 186 ayat (1) yang berbuiBarang siapa melanggar

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam...Pasal 93 (3yatdikenakan sanksi
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pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan déng&ama 4 (empat) tahun dan/atau
denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh jupah) dan paling banyak Rp
400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)”.

Pemberian sanksi ini seperti yang telah dijelagkatahulu dapat dibenarkan
melalui teori relatif/utility/tujuan di mana sank$ni bertujuan agar mencegah
pengusaha tidak membayar upah terhadap pekerjaipuaskgekerja tidak bekerja
karena berhalangan dengan adanya sanksi ini adaganbahwa hak upah akan
terlindungi.

Kesimpulan

Jadi dapat disimpulkan wujud perlindungan hukum rhadap pengupahan
pekerja/burun dalam kebijakan upah tidak masukakkgrena berhalangan adalah
berupa perintah/pembebanan kewajiban terhadap pahguntuk membayar upah
meskipun buruh tidak bekerja karena alasan berpatagang sudah dirinci di atas.

Wujud yang berupa pembatasan adalah penentuaniperg#n upahnya.

d. Upah karena Melakukan Kegiatan Lain di Luar Pekerjaannya.

Buruh dalam yang tidak masuk kerja/tidak melakkangpekerjaanya karena
melakukan hal-hal tertentu tetap berhak menerimahupal ini merupakan
pengecualian terhadap a$és work no payeperti yang sudah dijelaskan di atas dan
tetap didasarkan pada pasal 93 ayat (2) Undangfdgndamor 13 Tahun 2003. Hal-

hal tertentu itu meliputi:
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a. pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaarkgrena sedang menjalankan
kewajiban terhadap negara,

b. pekerja/buruh melaksanakan tugas serikat j@@g&erikat buruh atas persetujuan
pengusaha,

c. pekerja/buruh melaksanakan tugas pendidikarpdeusahaan.

Wujud perlindungan hukum pengupahan terhadap ekerena melakukan
kegiatan diluar pekerjaanya adalah perintah/pemizbakewajiban kepada
pengusaha untuk membayar upah kepada pekerja walpgkerja tersebut tidak
melaksanakan pekerjaan karena melakukan pekegamasdperti di atas, tetapi dalam
hal besarnya upah undang-undang tidak menentukaarrhy@ upah yang harus
diterima seperti di dalam pengaturan di dalam rah&langan tetapi, dinyatakan
secara tegas di dalam pasal 93 ag@t “Pengaturan pelaksanaan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkanmdp&ajanjian kerja, peraturan
perusahaan, atau perjanjian kerja bersama”. Phrintauk membayar upah bagi
pekerja ini dikuatkan dengan adanya sanksi yarigaleg di dalam pasal 186 ayat (1)
yang berbunyi : “Barang siapa melanggar ketentuabagaimana dimaksud
dalam..Pasal 93 ayat (2)dikenakan sanksi pidana penjara paling singkatafiu)s
bulan dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau alepdling sedikit Rp
10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling bB&angp 400.000.000,00 (empat
ratus juta rupiah)”.

Pemberian sanksi ini seperti yang telah dijelagkatahulu dapat dibenarkan
melalui teori relatif/utility/tujuan di mana sanksni bertujuan agar mencegah

pengusaha tidak membayar upah terhadap pekerjaipuaskekerja tidak bekerja
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karena melakukan kegiatan lain diluar pekerjaadgamgan adanya sanksi ini sama
juga hukum memberi jaminan bahwa hak upah terligdun
Kesimpulan

Jadi dapat disimpulkan wujud perlindungan hukumgpeahan di dalam
kebijakan upah tidak masuk kerja karena melakuk&giakan lain di luar
pekerjaannya adalah perintah/pembebanan kewajibemadap pengusaha untuk
membayar upah terhadap pekerja yang tidak bekargnk melakukan kegiatan lain

di luar pekerjaanya dalam hal-hal yang ditentukagamg-undang.

e. Upah Karena Menjalankan Hak Waktu Istirahat Kerjanya

Istirahat dan cuti sangat penting di dalam kururktwabekerja, hal ini
berfungsi untuk mengembalikan stamina yang terkiiemsna bekerja, oleh karena
itu pekerja diwajibkan memberi waktu cuti dan mhiat kepada pekerja, hal ini juga
berpengaruh positiv terhadap produktivitas pekelgéirahat disini juga meliputi
istirahat bagi perempuan dalam masa kehamilan. Keavaadalah korelat dari hak
jika pengusaha diwajibkan melakukan sesuatu makeg yaenjadi obyek dari
kewajiban ini adalah hak pekerja/buruh, hal initeiadalam Pasal 79 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menyatakbwdn “Pengusaha wajib
memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerjafotirWaktu istirahat dan cuti
diatur di dalam ayat selanjutnya yang meliputi:

a. istirahat antara jam kerja, sekurang kurangnyangete jam setelah bekerja
selama 4 (empat) jam terus menerus dan waktu hatiréersebut tidak

termasuk jam kerja;
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b. istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) karja dalam 1 (satu)
minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari ketgdam 1 (satu) minggu;

c. cuti tahunan, sekurang kurangnya 12 (dua belas) kara setelah
pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selamauz l{elas) bulan secara
terus menerus; dan

d. istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 (dua) bdkim dilaksanakan pada
tahun ketujuh dan kedelapan masing-masing 1 (batah bagi pekerja/buruh
yang telah bekerja selama 6 (enam) tahun secars-ft@nerus pada
perusahaan yang sama dengan ketentuan pekerjafensebut tidak berhak
lagi atas istirahat tahunannya dalam 2 (dua) tabermalan dan selanjutnya
berlaku untuk setiap kelipatan masa kerja 6 (ertalnn.

Waktu istirahat ini juga berlaku pada Pekerja/bupghempuan dalam masa
pra dan pasca kehamilan. Jangka waktu istirahatit@ntukan dalam Pasal 82 yaitu
selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnighirken anak dan 1,5 (satu
setengah) bulan sesudah melahirkan menurut pegaitumlokter kandungan atau
bidan.dan jika mengalami keguguran kandungan berhakiperoleh istirahat 1,5
(satu setengah) bulan atau sesuai dengan surabrkgé® dokter kandungan atau
bidan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menggolongkan tuvakituk
melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamaesgmaasuk di dalam waktu
istirahat pada Pasal 84 menjelaskan bahwa: “Spgkerja/buruh yang menggunakan
hak waktu istirahat sebagaimana dimaksud dalam P@sayat (2) huruf b, ¢, dan d,

Pasal 80, dan Pasal 82 berhak mendapat upah pebettdngkan Pasal 80 sendiri
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berbunyi “Pengusaha wajib memberikan kesempatarg ysecukupnya kepada
pekerja/ buruh untuk melaksanakan ibadah yang ttika oleh agamanya”. Pasal
84 yang menegaskan bahwa pekerja yang menggunakawdktu istirahat berhak
mendapat upah penuh berfungsi untuk menjamin bdtakastirahat bisa dinikmati
dengan baik, karena dengan upah dibayar penuhspadi#stirahat pekerja tidak perlu
khawatir tidak mendapatkan upah sehingga hak hstirani dapat diambil oleh
pekerja tanpa merasa khawatir tidak memperoleh uUgakna mengambil hak
istirahat, jadi fungsi perlindungan upah ini adalahtuk menjamin bahwa hak
istirahat bisa dinikmati dengan balik.

Khusus mengenai kewajiban pengusaha untuk membagér penuh kepada
pekerja/buruh dalam hal mereka menggunakan haknitg umelaksanakan ibadah,
di dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tidaktuli sejauh mana kewajiban
ini harus dilaksanakan, karena hak-hak istirahaytasudah diatur tentang seberapa
jauh pengusaha wajib membayar upah dalam hal pékerph menggunakan hak
istirahatnya, seberapa jauh kewajiban yang dimaksiatah berkaitan dengan waktu.
Seberapa jauh kewajiban pengusaha untuk membagér pgnuh dilakukan dalam
hal pekerja melaksanakan hak untuk menjalankaralbag diatur di dalam Pasal 6
ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1981g ymenegaskan bahwa:
“Pengusaha wajib untuk tetap membayar upah kepanlahbyang tidak dapat
menjalankan pekerjaanya karena memenuhi kewajibadah menurut agamanya
selama waktu yang diperlukan, tetapi tidak meleBiKtiga) bulan”. Perlindungan
hukum terhadap kepentingan pekerja/buruh tentu jbhgaus memperhatikan

kepentingan pengusaha perlindungan kepentinganupahg ini ditegaskan dalam
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penjelasan pasal ini bahwa: “Dengan mengingat kgaraperusahaan, maka dalam
hal buruh menjalankan ibadah tersebut lebih dafsdtu) kali pengusaha tidak

diwajibkan membayar upahnya. Dari penjelasan pasalapat disimpulkan bahwa

waktu 3 bulan ini tidak berlaku kumulatif.

Wujud perlindungan hukum berupa perintah kepadagysaha untuk
membayar upah penuh dirumuskan secara jelas dalaat §3 ayat (2) huruf g yang
menegaskan bahwa: “Ketentuan sebagaimana dimaldamh dyat (1) tidak berlaku,
dan pengusaha wajib membayar upah apabila pekemngbmelaksanakan hak
istirahat”. Kewajiban untuk membayar upah penuhdikuatkan dengan sanksi yang
dituangkan di dalam pasal 186 ayat (1) yang berbuBarang siapa melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud daldPasal 93 ayat (2)dikenakan sanksi
pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dédng&ma 4 (empat) tahun dan/atau
denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh jumah) dan paling banyak Rp
400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)”. Pasi&nggnya menjelaskan bahwa
tindak pidana ini merupakan pelanggaran. Dengamyadaanksi ini maka norma
hukum yang memerintahkan seseorang untuk berbodékian tertentu ini (wajib
membayar) menjadi lebih kuat, dan juga berfungtikimencegah tidak dilakukanya
kewajiban ini oleh pengusaha, seperti yang telagbladkan yang di dalam teori
relatiftujuan pemidanaan, bahwa salah satu fupgsnidanaan adalah memberi
pengaruh terhadap masyarakat untuk mematuhi parmtsanksi bagi pengusaha
yang tidak melaksanakan kewajibanya untuk membagah penuh kepada buruh
yang menjalankan hak istirahat berfungsi untuk nmemgpruhi pengusaha untuk

melaksanakan kewajiban ini dengan baik karena t@kan penderitaan karena sanksi

98



yang akan dikenakan jika tidak melaksanakan kewaayh itu, dengan demikian hal
yang dilakukan sebaliknya bisa dicegah seperti ydikatakan Arief Sidharta
bahwa’® "Deterensi memberikan ‘gigi'lpada hukum, membuatmgenjadi suatu
kekuatan efektif dalam mengatur perilaku.”
Kesimpulan

Jadi dapat disimpulkan wujud perlindungan hukumhadap pengupahan
pekerja/buruh dalam kebijakan upah karena menjalahlak waktu istirahat kerjanya
adalah berupa perintah terhadap pengusaha untubayamupah pekerja/buruh bila
pekerja/buruh melaksanakan hak istirahat. Wujudgylaerupa pembatasan adalah

pensyaratan mengenai penghitungan upahnya.

f. Bentuk dan Cara Pembayaran Upah
1. Bentuk Upah

Upah merupakan hak dan masih abstrak untuk itw pigkbnkritkan agar hak
ini bisa dinikmati dan undang-undang telah menearutengan “menyatakan” hak
ini dengan uang, secara tegas dinyatakan dalani pasagka angka 1 Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 bahwa: “Upah adalah pelkerja/buruh yang

diterima dan dinyatakan dalam bentuk ‘vang’....”

% B. Arief Siddharta, 2008Pengantar Logika, Sebuah langkah Pertama Pengenalan
Medan Telaah Bandung , Refika Aditama, him. 133.
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KBBI mengartikan uang adalah alat tukar atau stanmengukur nilai
(kesatuan hitungan) yang sah, dikeluarkan oleh patab suatu negara berupa uang
kertas, emas perak atau logam lain yang dicetaggatebentuk dan gambar terteritu.

Uang adalah segala sesuatu yang dapat diterima mbgyarakat umum
sebagai alat tukar di dalam lalu lintas perekonamRrof. Greenwald menjelaskan
bahwa®?

Setiap alat tukar yang diterima baik oleh pembelupun penjual, dan
bahwa untuk menguji apakah suatu benda dapat diseimgan uang
adalah dengan melihat apakah benda itu dapat ‘dersggera
dibayarkan, bahwa benda itu dapat setiap saat alikay tanpa harus
ditukarkan terlebih dahulu dengan benda lain daypaamenunggu
kesediaan orang lain untuk menerimanya.

Uang dalam masyarakat modern, menurut Polanyi (19%&ngandung tiga hal
yaitu>®

Sebagi alat pembayaran, standar dan sarana pemuk&ebagi alat
pembayaran, uang merupakan pelaksanaan kewajidzadég objek-

objek yang dapat dihitung dipindah kepada pihak ldengan kata lain,
jilka suatu benda dapat digunakan untuk memenuhh Idbri satu

kewajiban, secara sederhana, ia dapat dikatakaragaebalat

pembayaran. Uang sebagai standar menunjuk padaampean

sejumlah jenis barang yang berbeda untuk tujuaratujtertentu.

Penyamaan ini penting bagi tata pembayaran “dalemulk barang”

yang berlingkup luas, yang berpijak pada pengedama dan neraca.
Sedangkan uang sebagai alat pertukaran berasdtatariuhan objek-
objek yang dapat dihitung untuk dipertukarkan setaak langsung.

Uang mempunyai empat fungsi seperti yang diuraikdra Darmawan yaittf

Fungsi utama uang mencakup fungsi uang sebaggerantara dalam
pertukaran rhedium of exchan@e merupakan fungsi yang paling

1 Kamus Besar Bahasa Indoneslieg. cit, him. 1232.

92 Suherman, Rosyidi, 200@engantar Teori Ekonomi, Pendekatan kepada teoroakmi
mikro & makaro, Jakarta, Raja Grafindo Persada, him. 69.

% Damsar M. A, 2006Sosiologi Uang Padang, Andalas Unversity Press, him. 47.

% |ndra Darmawan, 199%engantar Uang dan Perbankarlakarta, Rineka Cipta, him. 6.
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penting karena dapat mempermudah proses pertukaramg-barang
serta jasa-jasa, dan fungsi uang sebagai kesaitwag lunit of valu@,

merupakan fungsi yang dilaksanakan oleh uang j&@us barang-
barang dan jasa-jasa tadi secara umum dinilai demganyatakan
perbandingan pertukaran ke dalam suatu kesatuatdless tertentu.
Pengukuran nilai dari semua barang-barang dankasa@alam suatu
kesatuan hitung akan menyederhanakan masalah aentukdan
penentuan nilai. Fungsi uang sebagai alat penyinfgtane of valug

berarti bila suatu barang ditukarkan dengan uargkanmuang yang
diperoleh tadi tidak perlu ditukarkan sekaligus giem barang lain,
sebagian atau seluruhnya dapat disimpan, ditabdag dijadikan
cadangan likuiditas (cadangan cair). Fungsi uanbagss alat
pembayaran yang ditangguhkaapdard of deffered paymegnberarti
bahwa uang itu berfungsi sebagi ukuran untuk pearaayyang akan
dilaksanakan pada masa yang akan datang.

Upah sesuai yang diatur di dalam pasal 1 angkalalal diterima dan
dinyatakan dengan uang, tetapi hal ini bisa dismgp&arena hakekatnya upah
adalah hak yang diterima dan hak yang diterimaisa berwujud apapun oleh karena
itu hak ini bisa berwujud selain uang. Tetapi katisasi dari hak selain dari uang
dalam wujud lain dapat mengurangi kualitas penilamaerhadap hak ini, seperti
yang sudah kita ketahui karena uanglah yang menkadgbertukaran barang, inilah
kelebihan uang yaitu sifat fleksibilitasnya. Dengaamberikan upah dalam bentuk
lain selain uang, menyulitkan buruh/pekerja dalasmmanuhi kebutuhanya karena
barang yang diterimanya dalam bentuk lain selaiahupu belum tentu menjadi
kebutuhanya dan juga dengan pemberian bentukétamsuang mengembalikan lagi
ke masa barter, di mana kebutuhan uang adalah umémigatasi kelemahan tukar-
menukar melalui barter.

Menurut John Locke dalam teori gudang nilaingsoie of value theo)y
bahwa®

% |bid. him. 39.
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Barang-barang yang tidak tahan lama dari kebanyakamduk yang
menyebabkan kebutuhan pentingnya uang, yang tidakap membusuk.
Dalam perkembangan sejarah, pada mulanya produky ydihasilkan
merupakan barang yang tidak tahan lama. Dalam ka@en, barang yang
busuk akan menjadi tidak mempunyai nilai atau aliilak nilainya akan
berkurang. Dalam kondisi ini, diperlukan uang yaapan terhadap proses
pelapukan dan pengurangan nilai.

Jadi pemberian upah dalam bentuk lain niscaya aedalu merugikan
pekerja/buruh, dengan memberikan upah dalam bes#lkin uang juga berarti
mempersulit buruh dalam memenuhi kebutuhan hidupkseena kelebihan uang
adalah memudahkan pertukaran barang memberikandgtam bentuk selain uang,
berarti menyulitkan buruh dalam memenuhi kebutulmgiupnya karena harus
ditukarkan dahulu barang yang diberikan sebagah upasebut dengan barang yang
dibutuhkan, pertukaran masih membutuhkan kesedipamilik barang yang
dibutuhkan oleh pekerja/buruh untuk ditukar, bujupa dirugikan karena barang
yang diberikan sebagai upah dapat menyusut damtaerd nilainya.

Perlindungan pengupahan bentuk upah, dilihat sétslemlogis/sosiologis®
sebelumnya telah diatur dalam pasal 1601 huruip y¥ng menegaskan bahwa
upah buruh-buruh yang tidak bertinggal pada sikaaji tidak boleh ditetapkan lain
selainya dalam; uang dan bentuk selain uang yarnigutie9 kelompok barang, latar
belakang pelarangan ini adalah karena pemikirarg yaelihat perusahaan yang

memaksakan kepada buruh yang bekerja di lingkungarusahaanya untuk

menerima barang-barang hasil produksi perusahasebte sebagai upahnya.

% penafsiran yang dilakukan dengan jalan mencarisoalatau tujuan pembuatan undang-
undang di dalam masyarakat. Dikutib dari: Chaintnagjid,op. cit, him .92.

97y W. Sunindhia, Ninik Widayanti, 198 Klanajemen Tenaga KerjaJakarta, Bina Aksara,
him. 101.
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Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 nTdtfiBl tentang
Perlindungan Upah (untuk selanjutnya disebut derRfarNo 8/1981) menerangkan
bahwa: “Sebagian dari upah dapat diberikan dalantukelain kecuali minuman
keras, obat-obatan atau bahan obat-obatan, dergjantkan nilainya tidak boleh
melebihi 25 % (dua puluh lima persen) dari nilaakipyang seharusnya diterima”.
Kata “dapat®® bermakna izin yang artinya pembolehan khusus umtekakukan
sesutu yang secara umum dilarang, tetapi tidalpal@@angan dalam pemberian upah
di dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 mauland PP No 8 /1981 ini
dalam pasal 12 ayat (1) hanya menyebutkan bahvead'®asarnya upah diberikan
dalam bentuk uang”, pasal ini hanya bermakna maegkem, tidak ada perintah
maupun larangan. Agar terdapat hubungan logis ldnd@erundang-undangan maka
tentu saja harus ada pelarangan secara tegasaprpathberian upah dalam bentuk
lain, dan pelarangan ini seharusnya harus adaldmdperaturan setingkat undang-
undang terutama harus dituangkan dalam Undang-nbtamor 13 Tahun 2003,
dan baru kemudian logis jika diperbolehkan menggangeraturan pemerintah ini.
Walaupun tidak ada susunan yang logis di dalamtyrara perundang-undangan ini,
Pasal 12 ayat (2) PP No 8/1981 merupakan wujudngerigan hukum pengupahan
dalam bentuk pembatasan, yaitu pembatasan terl@dapnya nilai upah yang dapat
diberikan dalam bentuk lain. Pasal 12 ayat (2) ayajuga bermakna pelarangan

tetapi hanya pelarangan pemberian upah dalam bemtukman keras, obat-obatan

% ‘Dapat’ (kunne merupakan salah satu kata yang digunakan dalanmpsan kaidah
perilaku yang bermakna izinogstemming, permijsiyaitu pembolehan khusus untuk melakukan
sesuatu yang secara umum dilarang.Perumusan laimigiea lain adalah ‘bolehirfogen ‘mempunyai
hak untuk’ pet recht hebben om'berwenang untuk’ifevoegd zijn tdt Dikutib dari: J.J. H. Bruggink,
op. cit, him. 101 dan 115.
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atau bahan obat-obatan. Pelarangan ini merupakaudwdari perlindungan
pengupahan dapat dibenarkan dengan alasan sedédtama pelarangan pada jenis-
jenis barang ini, karena barang-barang ini bukakkdbutuhan hidup, karena upah
oleh pekerja/buruh adalah digunakan untuk memekelhbutuhan hidup baik buruh
maupun keluarganya, hal ini dikuatkan lagi dengdaktadanya ketiga jenis barang
ini termuat di dalam daftar komponen KHL yaitu yasigadikan standar kebutuhan
hidup buruh/pekerja yang digunakan dalam perhitamglai KHL.

Meskipun ada larangan terhadap pemberian upah da¢mmbentuk jenis
barang ini, tidak ada akibat hukum bagi pelanggaedmadap pelanggaran larangan
ini akan berpengaruh di dalam penegakan hukumnperteyang dikatakan A.
Rachmad Budiono bahwa:“Penentuan norma seperti ini, disamping tidak aesu
dengan teori hukum, juga memungkinkan timbulnyasga&ian di dalam praktik,
misalnya adalah apa atau bagaimana akibat huk@npgkintah dan/atau larangan ini
diabaikan, yaitu amat sulitnya menegakkan hukunersiemi’. Tidak adanya akibat
hukum dan/atau sanksi bagi pelanggaran pelaramrghadap pemberian upah dalam
tiga bentuk jenis barang ini juga tidak sesuai dengandangan teori hukum murni
tentang hukum sebagai sebuah teknik sosial yargjfispseperti yang diungkapkan
oleh Hans Kelseh® “Teknik ini dikarakteristikan oleh fakta bahwa &etuan sosial,
yang diistilahkan sebagi “hukum” mencoba mewujudkzerilaku tertentu dari

manusia, yang dipandang oleh pembuat hukum selsdaku yang diharapkan,

Abdul Rachmad Budionap. cit, him. 88.

19 Hans Kelsen, 195&Vhat is Justice, Politic, and Law in the Mirror oScience,Dasar-
dasar Hukum Normatif, Prinsip-prinsip Teoritis untk Mewujudkan Keadilan dalam Hukum
Terjemahan Oleh Nurulita Yusron, 2008, Nusa MeBendung him. 344.
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dengan menyediakan tindakan-tindakan koersif sebagksi jika terjadi perilaku
yang sebaliknya”. Tidak adanya akibat hukum dano/ataksi ini akan menyebabkan
tidak terwujudnya perilaku yang diharapkan yaitinguesaha akan membayar upah
dalam bentuk barang selain uang selain bahan ddto, obat-obatan dan
minimuman keras.

Tidak adanya akibat hukum dan/atau sanksi terh@edgnggaran terhadap
larangan memberikan upah dalam tiga bentuk baranguga merupakan norma
hukum yang tidak adil karena memperlakukan sesymtg tidak sama secara sama,
seperti diungkapkan oleh Haft”... the law might be unjust while treating all alike”.
Tidak ada pembedaan perlakuan antara pengusahameaagggar larangan ini dan
yang berperilaku sesuai yang diperintahkan/tidakbdrdaku perilaku yang dilarang,
hal ini selanjutnya berpengaruh terhadap kekuatduirh ini sebagai kaedah norma
yang memaksa, yaitu kepatuhan terhadap norma amgnk patuh ataupun tidak
hasilnya sama tidak berakibat apapun, atau dengaa lain hukum kebijakan
pengupahan ini sebagai saran tidak mendukung tyguamitu tidak menjamin
pekerja/buruh akan memperoleh haknya.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa pemberian upalaldm bentuk lain
cenderung merugikan pekerja/buruh tetapi PP No83/1®% memberikan keleluasaan
pengusaha secara sepihak untuk memberikan upatiailam bentuk selain uang
selain minuman keras, obat-obatan dan bahan olaé#mb seharusnya harus

ditentukan juga di dalam PP No 8/1981 ini persetujpekerja/buruh karena hak ini

191 Budiono Kusumohamidjojo, 2004&ilsafat Hukum, Problematik Ketertiban yang Adil,
Jakarta, Grasindo, him. 212.
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melekat pada buruh/pekerja bukan pada kekuasaagugsma, mengenai apa-apa
barang lain selain uang yang dapat diberikan dd&#hini juga diatur terlalu luas,
yang tepat adalah dibatasi pada barang kebutuldap kii dalam komponen KHL di
dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transsiigidomor: PER-
17/MEN/VIII/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaaahapan Pencapaian
Kebutuhan Hidup Layak walaupun tetap saja pembeunah dalam bentuk lain
merugikan buruh/pekerja, pemberian upah dalam kelain bisa diberikan dalam
bentuk lain selain uang jika kita kembali ke masatdr atau pada saat terjadi
“Galloping/hyperinflatiofi*®? dimana upah yang diterima pekerja/buruh sama isekal
tidak bisa dibelikan barang kebutuhan hidup katesrganya yang terlampau sangat
tinggi dan orang sudah tidak percaya uang.

Pasal 13 ayat (1) dan (2) menegaskan bahwa: “Perdrayupah harus
dilakukan dengan alat pembayaran yang sah darirmdgepublik Indonesia” dan
“Bila upah ditetapkan dalam mata uang asing, makabayaran akan dilakukan
berdasarkan kurs resmi pada hari dan tempat pemavdysata “harus” adalah
bermakna perintah dan ini merupakan wujud perligdnnhukum pengupahan yang
berupa perintah, keharusan untuk membayar upahadesigt pembayaran yang sah

dari negara RI ini merupakan perlindungan terhagegerja/burun karena jika

192 samuelson dan Nordhaus mengkategorikan inflasijadetiga 1) Low inflatiorfinflasi
satu digit single digit inflationyaitu: inflasi di bawah 10%, inflasi ini masih diggap normal, dalam
rentang inflasi ini orang masih percaya pada uaag thasih memegang uang. @alloping
inflation/double digit even triple digit inflatigryang didefisinikan 20%-200% inflasi ini terjadifena
pemerintahan yang lemah, perang revolusi/kejads@m yang menyebabkan barang tidak tersedia
sementara uang berlimpah, sehingga orang tidalap&neang. 3Hyperinflationyaitu : inflasi di atas
200 % pertahun, dalam keadaan seperti ini orarad tigercaya pada uang, lebih baik membelanjakan
uang dan menyimpan dalam bentuk barang, karenaxkakan barang seperti emas tanah, bangunan
mengalami kenaikan harga yang setara (bahkan digla tinggi dari inflasi dikutib dari: Bramantyo
Djohanputro, 2006Rrinsip-prinsip Ekonomi Makrq Jakarta, Penerbit PPM, him. 151.

106



menggunakan alat pembayaran yang tidak sah makataia adalah, karena uang
adalah alat tukar/pembayaran, sehingga uang inindikan untuk menukar dengan
barang-barang kebutuhan hidup jika tidak sah maddhamya adalah tidak bisa
ditukarkan dengan barang kebutuhan dengan demikiaka buruh tidak bisa
memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketentuan ini jugaktiditunjang dengan akibat
hukum jika melanggar perintah. Sudah dijelaskarelsetnya bahwa apa efek dari
kaedah perintah yang tidak memuat akibat hukumngema hukum seperti macan
ompong, oleh karena itu perlu diatur akibat hukuanny

Lalu pada pasal 13 ayat (2) menegaskan bahwa: Upitdn ditetapkan dalam
mata uang asing, maka pembayaran akan dilakukaadsrkan kurs resmi pada hari
dan tempat pembayaran.” Pasal ini merupakan wujymerlindungan hukum
pengupahan yang berupa perintah, perlindunganiki#imedengan memberi kepastian
terhadap nilai kurs yaitu berdasarkan kurs resadj ppah ini sebelumnya dalam
perjanjian kerja ditetapkan dalam mata uang asilegigan perintah pembayaran
berdasarkan kurs resmi hal ini merupakan perlindorfgukum pengupahan terhadap
pekerja, karena nilai tukar bisa bermacam-macagateung mekanisme pasar uang
dan pasar ini bisa bermacam-macam sehingga tidalkephastian nilai kurs karena
dasar pasar yang berbeda, dengan berdasarkanekons maka ada kepastian nilai
kurs yang digunakan yang ditetapkan oleh lembagag yeerwenang dalam
menentukan nilai kurs. Kurs resmi yang dimaksudlifglaskan di dalam penjelasan
pasal 13 ayat (2) yaitu: “Yang dipakai untuk menghg kurs resmi adalah kurs yang

ditetapkan oleh Bank Indonesia pada saat pembayaii’.
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Tetapi kata-kata selanjutnya yaitu “pada hari danpat pembayaran” justru
tidak melindungi pekerja/buruh oleh karena itu allaajikan uraian mengenai jenis-
jenis kurs dan pengaruhnya terhadap perlindungamgypahan. Para ekonom
membagi kurs menjadi dua yaitu pertama, kurs nadmineminal exchange ra}e
adalah harga relatif dari mata uang dua neffdr@ontoh jika kurs antara Dolar AS
dan Rupiah adalah Rp 9000,- perdolar maka andamenukar $ 1 US untuk Rp
9000,- di pasar uang.

Jenis kedua adalah kurs rite@l exchange rate /terms of trgdedalah harga
relatif dari barang-barang diantara dua negaras kilrmenyatakan tingkat dimana
kita bisa memperdagangkan barang-barang dari swegara untuk barang-barang
dari negara lain, jika kurs riil tinggi barang luaegeri relatif lebih murah dari
barang-barang domestik dan jika kurs riil rendahabg-barang luar negeri relatif
lebih mahal dari barang-barang dome&tfkContoh: Harga 1 liter minyak goreng di
Amerika adalah $ 1 dan harga 1 liter di Indonesi@alah Rp 18.000,-, untuk
membandingkan harganya tersebut, kita harus mehgybamenjadi mata uang
umum, jika $ 1 = Rp 9000,- maka harga minyak gom@ingmerika adalah dua kali
harga 1 L minyak goreng di indonesia, kita bisa nkan | L minyak goreng Amerika
untuk 2 L minyak goreng Indonesia, jadi dapat dmiikan dari contoh bahwa kurs
riil rupiah rendah.

Mengapa pendasaran kurs pada hari dan tempat pambajustru tidak

melindungi pekerja/buruh, setelah mengetahui jgms kurs akan disajikan sebuah

103 N. Gregory Mankiw, 2003Makro Economics, & edition, Teori Makro Ekonomi
Terjemalkéim Oleh Wisnu C. Kiristiaji, 2003, JakaBdangga, him. 375.
Ibid.
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contoh yang jadi dasar pendapat sebagai berikuigySdi dalam perjanjian kerja

upah ditetapkan sebesar $ 100 US perbulan padatisdatrs nominal antara dolar

amerika dan rupiah adalah Rp 9000,- perdolar d@gapiah $ 100 US ini sesuai
dengan upah minimum yang besarnya sesuai dengankilL, sebulan kemudian

pada saat pembayaran upah, terjadi “apresfasithadap rupiah sehinggga kurs
nominal antara dolar dan amerika adalah Rp 4.58¢,-dolar sehingga upah yang
diterima Sandy pada saat pembayaran tidak bisa mémé&ebutuhan hidup yang

layak karena dengan terjadinya apresiasi terhadpialr nilai dolar turun dan jika

ditukar dengan rupiah menjadi Rp 450.000,- karertakumembeli barang kebutuhan
hidup Sandy tidak membelinya di Amerika tetapirtidnesia dan tentu saja ditukar
terlebih dahulu dengan mata uang rupiah dan upafp sadah ditukarkan ini nilainya

jauh dari layak, berdasarkan hal inilah upah yaitgfapkan dalam mata uang asing
dibayarkan berdasrkan kurs pada hari dan tempabggaman tidak melindungi hak

pekerja/buruh.

Pasal 14 ditambahkan lagi bahwa: "Setiap ketentygng menetapkan
sebagian atau seluruh upah harus dipergunakanaséegentu, ataupun harus
dibelikan barang, ‘tidak diperbolehkan’ dan kargreaadalah batal menurut hukum,
kecuali jika penggunaan itu timbul dari suatu peat perundang-undangan”.

Upah sebagianya harus dipergunakan secara tertesdilnya dapat diketahui

dalam praktek biasanya perusahaan memotong upabndmul buruh untuk

195 «pApresiasi "adalah kenaikan harga mata uang yang erhadap mata uang lainya sedang
kebalikanya “Depresiasi” adalah penurunan hargamahg yang satu dalam satuan mata uang lainya
. Dikutib dari : Paul. A Samuelson & William D Ndrdus, 1992Macro Economics, fourtenth
edition, Makro Ekonomi, edisi 14, Terjemahan Oleh Haris Munandar, Freddy Saragiimbisman,
1995, Jakarta, Erlangga, him. 453.
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pembayaran zakat, biasanya ditentukan dalam paratyrerusahaan. Contoh
ketentuan yang menentukan upah sebagianya hamwsattign untuk membeli barang
adalah bahwa sebagian upah yang diterima harukadibdarang pada barang hasil
perusahaan. G. W. Paton pernah mengemukakan B&hwheak tidak hanya
mengandung unsur perlindungan dan kepentingani teé&guga mengandung unsur
kehendak”. Upah adalah hak, oleh karena di dalammgagandung unsur kehendak
maka kehendak bebas dari pemegang hak tersebut umtnggunakan haknya.
Perlindungan hukum atas kehendak bebas dari pAkemgdn untuk mempergunakan
upahnya diberikan dengan pelarangan terhadap detigmtuan yang menetapkan
sebagian atau seluruh upah harus dipergunakanaséegentu, ataupun harus
dibelikan barang. Tidak diperbolehkan ini mengamdumakna pelarangan, dengan
demikian hal ini merupakan wujud perlindungan hukpemgupahan yang berwujud
pelarangan.

Tujuan perlindungan hukum pengupahan dalam berglatgngan bentuk dan
cara pengupahan ini secara eksplisit ditegaskagialdm PP No 8/1981 ini yang
menyatakan “Larangan ini dimaksudkan untuk mencdgglanja paksaefforced
shopping. Buruh harus bebas dalam hal mempergunakan upabkeperti yang
dikehendakinya. Sedang pengusaha tidak diperbalelmrangikat buruh dalam
mempergunakan upahnya”.

Kesimpulan
Jadi dapat disimpulkan bahwa wujud perlindungan uhukterhadap

pengupahan pekerja/buruh dalam kebijakan bentulh wgmalah pertama berupa

1% M. hd. Shiddiq tgk. Armiagp. cit, him. 47.
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pembatasan tentang penentuan tentang bentuk ulaah s&ng yang dapat diberikan

kepada pekerja/buruh yaitu hanya sebesar tidak by 25 % dari keseluruhan upah
yang diterima. Wujud kedua adalah pelarangan mekarerupah dalam bentuk

minuman keras, obat-obatan atau bahan obat-obatapalarangan setiap ketentuan
yang menetapkan sebagian atau seluruh upah hasasgdnakan secara tertentu,
ataupun harus dibelikan barang. Wujud ketiga adaéaimtah untuk membayar upah
dengan alat pembayaran yang sah dari negara RI.

Tidak adanya akibat hukum dan/atau sanksi atasgoejan pemberian upah
dalam tiga bentuk jenis barang (minuman keras,-obatan atau bahan obat-obatan)
menyebabkan tidak adanya jaminan pekerja/buruh resotgh haknya. Perintah
pembayaran pada hari dan tempat pembayaran padaaipg ditetapkan dalam mata
uang asing justru tidak melindungi pekerja/buruh..

2. Cara Pembayaran Upah

Cara pembayaran upah ini juga di atur dalam PenatBemerintah Nomor 8
Tahun 1981 tentang Perlindungan upah dalam pasalsdpai 18, wujud
perlindungan hukum dalam cara pembayaran upahhabdatapa pembatasan

Pembatasan pertama adalah penentuan tempat pearbayaeh di dalam
pasal 16 yang menegaskan bahwa: “Bila tempat peandayupah tidak ditentukan
dalam perjanjian atau peraturan perusahaan, makdgy@aran upah dilakukan di
tempat buruh biasa bekerja, atau di kantor perasgh®engan adanya pembatasan
ini terdapat kepastian terhadap tempat pembayguaim. u

Kedua pembatasan mengenai waktu pembayaran upatdidgatakan di

dalam pasal 17 dan 18 bahwa: “Jangka waktu peméaya@pah secepat-cepatnya
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dapat dilakukan seminggu sekali atau selambat-langhaebulan sekali, kecuali bila
perjanjian kerja untuk waktu kurang dari satu muigdan “Bilamana upah tidak
ditetapkan menurut jangka waktu tertentu, maka @s@utan upah harus dibayar
sesuai dengan hasil pekerjaannya dan atau sesugardgimlah hari atau waktu dia
bekerja”. Hal ini merupakan perlindungan terhadapb dengan PKWTT anggapan
bahwa waktu kerja semua buruh adalah 30 hari (Ratebulan = 30 hari sehingga
dengan demikian mensyaratkan bahwa pengusaha hemmayar setiap 30 hari
sejak hubungan kerja terjadi dan ini berlangsungstsetiap 30 hari atau pengusaha
harus membayar secara tetap pada hari ke 30, dedaf@nya sesuai dengan jenis
pekerjaan dan jangka waktu perjanjian tetapi dersyamat paling lambat adalah 30
hari sejak hubungan kerja terjadi. Pembatasan emberikan kepastian atas waktu
pembayaran upah kepada buruh/pekerja.
Kesimpulan

Woujud perlindungan hukum dalam cara pembayaran agalah pembatasan
(melalui pensyaratan) mengenai tempat dan waktibpganan upah. Pembatasan ini
sama juga dengan memberikan kepastian terhadapatetap waktu pembayaran
upah dengan demikian maka ada jaminan dari hukumvdgekerja/buruh akan

memperoleh haknya.

g. Denda dan Potongan Upah
1. Denda
Denda adalah merupakan hukuman yang berupa kehamesabayar dengan

uang atau juga dalam arti uang yang harus dibayasiedagai hukuman karena
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“melanggar hukum*®’ Hubungan kerja adalah berdasarkan perjanjian, keirjgalam
perjanjian kerja ini memuat hak dan kewajiban anf@ngusaha dan pekerja/buruh,
berkaitan dengan denda ini adalah perbuatan medarigdgum dan ini sudah diatur
di dalam Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan bahWap “perbuatan ‘melanggar
hukum’, yang membawa kerugian kepada seorang hamyajibkan orang yang
karena salahnya menerbitkan kerugian itu, wajib gganti kerugian tersebut”.
Unsur-unsur pasal ini adalah:

1. Unsur perbuatan melanggar hukum/melawan hukum, $ab&ahun 1919
perbuatan melanggar hukuronfechtmatige daad diartikan sebagai suatu
perbuatan yang melanggar hak subyektif orang l&am gang bertentangan
dengan kewajiban hukum pelaku perbuatan, dan datam ini harus
mengindahkan hak dan kewajiban hukum Ié8falJadi yang dimaksud
perbuatan melanggar hukum pada masa ini diartikamsdengan perbuatan
melanggar undang-undang, hal ini disebabkan olelggeh legisme yang
hebat di negeri belanda yang menganggap tidak a#anh selain dimuat
dalam undang-undang, sehingga perbuatan melanggaumh ditafsirkan
hanya perbuatan yang melanggar undang-untfantetapi sesudah sejak 31
januari 1919 dalam putusanya Hoge Raad berpentiapata yang dimaksud
perbuatan melanggar hukum tidak hanya perbuatag lyartentangan dengan

undang-undang saja, tetapi juga perbuatan yangerianigan dengan hak

197H. Hilman Hadikusumagp. cit, him. 119.

1% 4. Riduan Syaharani, 200&eluk—beluk dan Asas-asas Hukum PerdatBandung,
Penerbit PT. Alumni, him. 260.

199 |bid. him. 262.
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orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hiiyembuat sendiri atau
bertentangan dengan kesusilaan atau dengan kepalutialam masyarakat
baik terhadap diri maupun barang orang fath.

. Unsur kesalahan, yakni perbuatan salah dan tida&tdhbenarkan. Kesalahan
dimaksud disini adalah kesalahan dalam hukum perdatan dalam hukum

pidana. Kesalahan dalam pasal 1365 KUH Perdatangngandung semua
gradasi dari kesalahan dalam arti sengaja sampamdarti tidak sengaja

(lalai). Dalam hukum perdata, seseorang itu dikatakersalah, apabila
terhadapnya dapat dipersalahkan bahwa ia telah kokagla atau tidak

melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dihsdafRerbuatan yang
seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan itu tideklepas dari dapat

tidaknya hal itu diperkirakan. Dapat diperkirakarsidi haruslah diukur secara
objektif, maupun secara subjektif. Secara objelddhwa manusia normal
dapat mengira-irakan dalam keadaan tertentu itlbua¢an seharusnya
dilakukan atau tidak dilakukan. Secara subjekfiia ang justru orang itu

dalam kedudukanya dapat mengira-irakan bahwa pemugu seharusnya

dilakukan atau tidak dilakukan! Namun pasal 1365 KUH perdata tidak
membeda-bedakan antara kesalahan dalam bentukgkgsam ¢pzet-dolup

dan kesalahan dalam bentuk kurang hati-hati/latailp@). Jadi, berbeda

110 1hid.
11, Hilman Hadikusumagp. cit, him. 129.
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dengan hukum pidana yang membedakan antara keaang#gn kurang hati-
hati 12

. Kerugian, kerugian yang disebabkan oleh perbuatalamggar hukum dapat
berupa kerugian materiil dan dapat berupa kerugmmmateriil (idiil), kerugian
materiil dapat terdiri dari kerugian yang nyata edith dan hilangnya
keuntungan yang diharapkan, menurut yurisprudegigntuan ganti kerugian
karena wanprestasi pada pasal 1243 s.d 1248 KU#hRediterapkan secara
analogis untuk ganti kerugian karena perbuatan mggk hukum. Kerugian
immateriil adalah kerugian berupa pengurangan leggn hidup misalnya
karena penghinaan (pasal 1372 KUH Perdata)

. Hubungan kausal artinya hubungan sebab akibataaptbuatan melanggar
hukum dan kerugian. Jadi, kerugian itu harus tingaldagai akibat perbuatan
orang yang merupakan perbuatan melanggar hukumebtdrs Untuk
mengetahui apakah suatu perbuatan adalah sebatudarikerugian. Menurut
Von Kries dengan teorinyAdequate Veroorzakinmenjelaskan bahwa, yang
dianggap sebagai sebab adalah perbuatan yang m@emgalaman manusia
normal sepatutnya dapat diharapkan menimbulkara#dkiatu hal baru dapat
dinamakan sebab dari suatu akibat, apabila mem@ngalaman masyarakat
dapat diduga, bahwa sebab itu akan diikuti olebatkiersebut, dalam hal ini
kerugian. Jadi antara perbuatan dan kerugian yarigk harus ada hubungan

langsung sedangkan menurut temnditio sine quaion dari Von Buri, suatu

121 Riduan Syaharanip. cit,him. 265.
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hal adalah sebab dari suatu akibat, akibat itiktadean terjadi jika sebab itu

tidak ada. Jadi teori ini mengenal banyak sebabsdatu akibat.

Khusus mengenai perbuatan melanggar hukum dalamnigabh kerja sudah
diatur di dalam Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang ®iod8 tahun 2003 yang
menegaskan bahwa : “Pelanggaran yang dilakukan plterja/buruh karena
kesengajaan atau kelalaiannya dapat dikenakan denflgat selanjutnya
menyebutkan bahwa: “Pengusaha yang karena kesangatau kelalaiannya
mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, d&andenda sesuai dengan
persentase tertentu dari upah pekerja/buruh”. pasal ini dapat disimpulkan dua hal
yaitu: pertama subyek hukum yang melakukan pelaiaggaukum ada dua di dalam
hubungan kerja yaitu: buruh/pekerja dan pengudeddya-duanya dapat dikenakan
denda. Kedua adalah alasan dapat dikenakanya deada, buruh melakukan
pelanggaran hukum berarti melakukan perbuatan/trdakakukan perbuatan yang
bertentangan dengan kewajibanya atau bertentaregegad hak pengusaha, pada sisi
pengusaha perbuatan melanggar hukum berarti tidelakokan perbuatan yang
sesuai dengan kewajibanya untuk memberi upah kepad#/pekerja tepat pada
waktu yang diperjanjikan atau terlambat membayahuperujuk pada Pasal 1365
KUH Perdata berkaitan dengan pasal 95 kesengagakealalaian adalah merupakan
salah satu unsur dalam Pasal 1365 KUH Perdataj yassur kesalahan di dalam
pelanggaran hukum (secara perdata), karena pel@mgakum diartikan sebagai
perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hugtupembuat sendiri maka
pelanggaran hukum yang berkaitan dengan hubungaja kelalah perbuatan

pekerja/buruh atau pengusaha yang bertentangaranidwgvajiban mereka masing-
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masing yang sudah ditentukan di dalam perjanjiajakeetapi kewajiban pengusaha
dalam pasal ini hanya dikaitkan dengan kewajibamb@gar upah sesuai dengan
waktu yang telah diperjanjikan. Kewajiban pekeggpesti yang dikemukakan oleh
Lalu Husni berdasarkan Pasal 1603, 1603a, 1603b,16@3c KUHPerdata pada
intinya adalat™® 1) buruh/pekerja wajib melakukan pekerjaan, 2)uBipekerja
wajib menaati aturan dan petunjuk majikan/pengusaha

Karena di dalam perjanjian kerja dapat dibuatrdabentuk lisan dan tulisan,
kecuali pada perjanjian kerja waktu tertentu yaagus dibuat dalam bentuk tertulis
dalam rangka perlindungan hukum pengupahan terhgueerja/buruh maka
dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Ndndrahun 1981 tentang
Perlindungan Upah menegaskan bahwa: “Denda atasggdran sesuatu hal hanya
dapat dilakukan bila hal itu diatur secara tegdamdasuatu perjanjian tertulis atau
peraturan perusahaan”, sehingga perlindungan hukeengupahan terhadap
pekerja/buruh dilakukan dengan memberikan pembatésdnadap ruang lingkup
pengertian pelanggaran hukum tidak luas sepertindgbasal Pasal 1365 KUH
Perdata, tetapi dibatasi hanya perbuatan yangrbenigan dengan kewajiban pekerja
yang sudah ditentukan sebelumnya di dalam perjangeulis (PKB dan perjanjian
kerja) dan peraturan perusahaan. Hal ini merupakand perlindungan pengupahan
yang berupa pembatasan, artinya di dalam pengedeada disyaratkan bahwa
sebelumnya harus diatur secara tegas di dalam paganjian tertulis, hal ini sangat
penting karena hubungan kerja didasarkan atasnpianakerja dan perjanjian kerja

ini bisa dibuat secara lisan dan tulisan, dengag@eaan denda hanya bisa dilakukan

13 alu Husni,op. cit.,him. 62.
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jika sudah diatur di dalam perjanjian tertulis makasini ada kepastian kewajiban
yang tertulis di perjanjian kerja dengan demikiangusaha tidak bisa sewenang-
wenang di dalam mengenakan denda terhadap peketjp/bdengan alasan

pekerja/burun melakukan perbuatan atau tidak mktaku perbuatan yang

bertentangan dengan kewajibanya atau bertentaregeyad hak pengusaha.

Di dalam pengaturan tentang denda di perjanjignliemengandung dua hal
penting dalam rangka perlindungan hukum, pertaewtang pelanggaran apa saja
yang dapat dikenakan denda, kedua, tentang besdemgla. Jaminan perlindungan
tentang besarnya denda sudah terakomodasi olemhpdsitif yaitu di dalam pasal 2
mensyaratkan bahwa: “Perhitungan sebagaimana dudadlalam ayat (1) tidak
boleh melebihi 50 % (lima puluh persen) dari setggmbayaran upah yang
seharusnya diterima.” Ayat 1 yang dimaksud di dalsasal ini adalah termasuk
denda. Hal ini juga merupakan wujud perlindungakunu pengupahan yang berupa
pembatasan, artinya di dalam pemotongan upah otfgusaha karena denda
disyaratkan tidak boleh melebihi 50 %. Kata “tida#leh” ini juga menunjukkan
wujud perlindungan hukum yang berupa larangan. amujperlindungan hukum
pengupahan adalah melindungi hak pekerja/burun resotgh penghasilan yang
memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan/atda menjamin
pekerja/buruh tersebut akan menerima haknya, wafadpmikian buruh tidak bisa
lepas dari tanggung jawab karena melanggar huketap tada pertanggungjawaban
terhadap buruh/pekerja karena melakukan perbuatatfanggar hukum, tetapi
pelanggaran hukum dan pengenaaan denda dibateami, laguh/pekerja tidak

kehilangan upah seluruhnya.
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Wujud perlindungan yang berupa pembatasan juggatikan di dalam pasal
20 ayat (3) bahwa: “Apabila untuk satu perbuatadtebulikenakan denda, pengusaha
dilarang untuk menuntut ganti rugi terhadap burahgybersangkutan”. Hal ini untuk
menghindari pemotongan upah yang terlampau bargfakgga pekerja/buruh tidak
bisa memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya.

Denda dan ganti rugi ditetapkan batasanya yaitakti@ébih dari 50% ini
merupakan wujud perlindungan hukum pengupahan yaegipakan pembatasan,
pembatasan ini jika dihubungkan dengan produksviteaka pengenaan denda ini
akan mempengaruhi produktifitas kearah yang negdiriya denda yang besar akan
mengurangi produktivitas. Seperti yang diungkapkdeh Payaman simanjuntak
bahwa:** “Tingkat produktivitas kerja dipengaruhi oleh bakyfaktor seperti tingkat
gizi, kesehatan, pendidikan dan manajemen pimpinamun bagi pekerja yang
penghasilanya keclil, tingkat gizi dan kesehatanupetan faktor dominan untuk
meningkatkan produktivitas kerja, betapapun baikmg@ajemen, produktivitas kerja
sulit ditingkatkan jika kondisi gizi dan kesehataryawan sangat rendah”.

Seirama dengan pembatasan terhadap pengenaand#ndanti rugi Jeremy
Bentham pernah mengatakan batwaHukuman denda harus selalu diatur menurut
kekayaan pelaku pelanggaran. Jumlah denda yantapkt:n harus secara relatif,
bukan secara mutlak.” Jeremy Bentham juga berlattaa**°

Mengenai kerugian-kerugian yang diderita seseorgagti rugi berupa
uang mungkin pantas atau tidak pantas, tergant@up kekayaan

114 payaman J. Simanjuntak, 198%ngantar Ekonomi Sumber Daya Manusidembaga
Penerbit FE Ul, Jakarta. HIm. 47.

115 Jeremy Benthanup. cit, him. 392.

18 |bid. him. 325.
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masing-masing pihak yang bersangkutan. Besarnyd gagi dibagi

antar sesama pelaku pelanggaran menurut propdiay&an mereka

atau menurut situasi sebanding dengan tingkat &gah mereka

masing-masing, sebab kewajiban untuk memberikanti geumi

merupakan suatu hukuman. Pada tingkat tertinggajkean itu tidak

akan sepadan apabila para pelaku pelanggaran yekgydanya

berbeda-beda dikenai jumlah denda yang sama.

Oleh karena itu dalam rangka melindungi pekerja/buatas haknya maka
pengenaan denda dibatasi sampai sebesar tidak debitb0 % dari keseluruhan
upah. Jaminan perlindungan hukum ini mendapat dykoya yang dituangkan
dalam pasal 20 ayat (4) yang menegaskan bahwaiafiSétetentuan yang
bertentangan dengan pasal ini adalah batal mehukutm”. Jadi pengenaan denda
yang sebelumnya tidak diatur di dalam perjanjiatulis dan peraturan perusahaan,
pengenaan denda yang tidak dinyatakan dalam rugaahpengenaan denda juga
disertai ganti rugi maka batal demi hukum dan dikalma dengan sanksi yang
ditegaskan di dalam Pasal 32 yang menegaskan ba&Remgusaha yang melanggar
ketentuan Pasal 20,.disamping perbuatan tersebut batal menurut hukuga
dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanygaj fulan atau denda setinggi-
tingginya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)”. Bemaran sanksi pidana ini adalah
atas dasar tujuanya, yaitu mencegah agar tidakdtgpengenaan denda yang tidak
memenuhi syarat-syarat di atas di mana dengan whpeyarat-syarat tersebut oleh
pengusaha maka tujuan perlindungan hukum pengupddgaet terwujud. Walupun
sanksi pidana ini menguatkan norma ini dan mengadikanksi pidana sebagi
instrumen pencegahan tetapi di dalam pasal 14 Wadawdlang Nomor 10 Tahun

2004 tentang Pembentukan peraturan perundang-umdal@pgan jelas memberikan

batasan ditegaskan bahwa: "Materi muatan mengextantuan pidana hanya dapat
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dimuat di dalam undang-undang dan peraturan daemahartinya adalah bahwa
peraturan perundang-undangan selain undang-undangpedraturan daerah tidak
boleh memuat sanksi pidana, dengan demikian pemusaaksi pidana yang
berkaitan dengan kebijakan denda di dalam Peratdeanerintah Nomor 8 tahun
1981 ini bertentangan dengan pasal 14 Undang-Undangpr 10 Tahun 2004.

Pemuatan ketentuan pidana yang hanya dapat ditaamdjkdalam undang-
undang dan peraturan daerah ini dilandasi oleh lpemi seperti yang dikatakan
Jimly assiddigie bahw&’ "Karena ketentuan pidana itu pada dasarnya dapat
berdampak pada derajat kebebasan warga, sehinggalaapendak ditentukan
pembebanya kepada warga negara haruslah terlehihntendapatkan persetujuan
dari wakil rakyat dan bentuk peraturan perundamdangan yang dapat
dikategorikan sebagai produk legislatif itu memaaz dua macam, yaitu undang-
undang dan peraturan daerah”.

Khusus mengenai denda yang dibebankan kepada mdraguBerhitungan
besarnya denda terhadap ketelambatan pembayaranolgia pengusaha diatur di
dalam pasal 19 ayat (1) dan (2) yang menegaskanabdApabila upah terlambat
dibayar maka mulai dari hari keempat sampai hadelaan terhitung dari hari
dimana seharusnya upah dibayar, upah tersebutwhtamiengan 5 % (lima persen)
untuk tiap hari keterlambatan. Sesudah hari kedeladpmbahan itu menjadi 1 %
(satu persen) untuk tiap hari keterlambatan, derkgaentuan bahwa tambahan itu
untuk 1 (satu) bulan tidak boleh melebihi 50 % dipuluh persen) dari upah yang

seharusnya dibayarkan” daApabila sesudah sebulan upah masih belum dibayar,

173imly Assiddigie, 2006Rerihal Undang-Undang Jakarta, Konstitusi Press, him. 233.
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maka disamping berkewajiban untuk membayar 1%(ga¢usen) setiap hari
keterlambatan pengusaha diwajibkan pula membayagelyang ditetapkan oleh
bank untuk kredit perusahaan yang bersangkutan”.

Terkait dengan perbuatan melanggar hukum ini yangkukan oleh
buruh/pekerja bukan hanya denda tetapi juga meligamti rugi. Ganti rugi ini
ditegaskan di dalam pasal 23 ayat (1) bahwa: “Gamgi dapat dimintakan oleh
pengusaha dari buruh, bila terjadi kerusakan baasaug kerugian lainnya baik milik
pengusaha maupun milik pihak ketiga oleh buruhraiesengajaan atau kelalaian”
Jadi dapat kita lihat perbedaan antara denda datn rggi yang dikenakan terhadap
buruh/pekerja, denda bermakna akibat hukum terhgoeqbuatan buruh yang
bertentangan dengan kewajibanya atau melanggapéragusaha, ini bermakna luas
sedangkan ganti rugi bermakna sempit pada perbuatanggar hukum yang hanya
menyebabkan kerusakan dan kerugian. Perbedaan &ddlan denda hanya meliputi
hubungan antara pekerja/buruh dengan pengusahaggadaganti rugi lebih luas
juga meliputi hubungan dengan pihak ketiga atanyattidak mempunyai hubungan
kerja dengan buruh/pekerja.

Sama dengan pengenaan denda, ganti rugi hanyalikessakan jika diatur
terlebih dahulu dalam perjanjian tertulis atau peem perusahaan dan setiap
bulannya tidak boleh melebihi 50 % (lima puluh pajsdari upah. Hal ini ditegaskan
di dalam pasal 23 ayat (2) bahwa: “Ganti rugi deamkharus diatur terlebih dahulu
dalam suatu perjanjian tertulis atau peraturan gadraan dan setiap bulanya tidak
boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari upabalam pasal belakangan ini

mengandung dua wujud perlindungan hukum vyaitu lEepgmbatasan yaitu bahwa
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sebelumnya harus sudah diatur di dalam perjangdualis dan peraturan perusahaan,
dan pembatasan kedua adalah pembatasan jumlahalaamupah yaitu maksimal
50% dari seluruh upah. Wujud kedua adalah berupandan, yaitu larangan
menuntut ganti rugi lebih dari 50 % dari upah.

Tentang pelanggaran hukum apa saja yang dapat aftimenganti rugi,
diberikan kebebasan terhadap pengusaha dan buruk wmenentukan tentang
pelanggaran apa saja yang dapat dikenakan gantpadg perjanjian tertulis dan
diberikan kebebasan kepada pengusaha untuk meastapldi perjanjian tertulis
terkait dengan hal ini relevan kiranya jika membagklanya dengan keputusan kasus
di hoge raacbelanda berikut inf*8

Di dalam kasus ini yakni dengamnresttanggal 26 juni 1959, NJ 1959,
Nomor 551. Di dalam peristiwa ini pihak majikanngamenurut pasal
1403 BW Belanda (pasal 1367 KUHPerdata Indonesejumtut ganti
rugi dari salah seorang pekerjanya yang mendatankg&eugian bagi
perusahaan majikanyadloge raad (MA) memutuskan bahwa sifat
persetujuan kerja tersebut membawa serta bahw# paieerja hanya
wajib memberi ganti rugi dalam kesalahan-kesalahasar ¢ulpa
lata). Pemberian proteksi kepada pekerja dalam hasdyzrti ini lebih
merupakan tuntutan keadilan, oleh karena sifat npeke yang
diberikan majikan kepada pekerja kemungkinan besderja akan
menghadapi situasi membuat kesalahan dengan magkata
kerugian demikian besarnya, yang di dalam kehidggdwari-hari tidak
akan terjadi, sedangkan di dalam perimbangan imushalianggap
sebagai pihak yang lebih lemah. Namun, betapajpest HR tersebut
menunjukkan curahan perhatian dan kesadaran bdiglakeamaan
faktual dalam kesetaraan yuridis.

Esensi dari putusan ini dapat kita ambil pelajab@ihwa adanya perlindungan
terhadap pihak lemah oleh hukum atas dasar keadilamana pemulihan hak yang

dituntut oleh pengusaha melalui denda kepada ekieanya bisa dikabulkan oleh

118 Sperdjono Dirjosisworo2002, Misteri Dibalik Kontrak, Mandar Maju, Bandunghlm.
97.
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hukum ketika pekerja tersebut melakukan kesalalesatahan besarci(lpa latg
bandingkan dengan perlindungan di dalam undangagdetenagakerjaan Kkita
bahwa ganti rugi hanya bisa dituntut jika diatucasa tegas dalam suatu perjanjian
tertulis atau peraturan perusahaan, tetapi perigain semacam ini masih dirasa
kurang karena mengenai kesalahan atau pelanggangndgpat dikenakan ganti rugi,
perundangan kita memberi kebebasan yang terlakr besam penentuan hal-hal apa
yang bisa dikenakan ganti rugi di dalam perjanjentulis dan peraturan perusahaan
walupun sudah dibatasi hanya pada kedua hal teéréem dikenakan denda dan
ganti rugi jika sebelumnya diatur di dalam perjanjtertulis, disini lagi-lagi terlalu
mengedepankan asas kebebasan kontrak, oleh k&wem&ngenai hal-hal apa yang
bisa dikenakan denda dan ganti rugi di dalam pgajantertulis dan peraturan
perusahaan hanya pada kesalahan-kesalahan besapedkndungan hukum kepada
pekerja/buruh.
Kesimpulan

Jadi dapat disimpulkan wujud perlindungan hukum gpgahan pada
kebijakan denda upah adalah pertama berupa perabayastu pengenaan denda
hanya bisa dikenakan bila sudah diatur di dalanjapggan tertulis dan peraturan
perusahaan. Kedua adalah pembatasan terhadap pangetenda terhadap
buruh/pekerja dimana pengenaan denda atas upabuétglak boleh lebih besar dari
50 % upah seluruhnya. Wujud perlindungan hukum pealgan di dalam kebijakan
denda ini yang berupa larangan adalah pelarangagepaan ganti rugi jika denda
sudah dikenakan terhadap buruh dan pelarangan mesgeganti rugi dan denda

lebih dari 50 % dari upah seluruhnya.
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2. Potongan Upah

Pemotongan upah ini dapat dicontohkan seperti &étikuh membeli sesuatu
dengan mengangsur dan angsuranya ini diambil séagaung dikurangi dari upah
yang diterima melalui pengusaha, secara langsuragtbeliadakan pemotongan atau
pengurangan pada upah untuk angsuran sebelumnipgakés potongan upah juga
diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tab@®il. Wujud perlindungan
hukumnya ditegaskan di dalam pasal 22 ayat (1) baliRemotongan upah oleh
pengusaha untuk pihak ketiga hanya dapat dilakbkamana ada surat kuasa dari
buruh”. Pasal ini bermakna pensyaratan (pembatgsétn) harus ada surat kuasa dari
buruh jika pemotongan dilakukan untuk pihak ketiga.

Di dalam pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: “®edan diatas tidak
boleh melebihi 50 % (lima puluh persen) dari setggmbayaran upah yang
seharusnya diterima”, di dalam pasal ini adalala jtegmasuk potongan upah. Pasal
ini mengandung dua wujud perlindungan hukum yaértgma pembatasan terhadap
upah yang bisa dipotong yaitu maksimal 50 % dam&ddrangan di mana di larang
memotong upah lebih dari sebesar 50 % dari selupah. Penentuan maksimal 50%
dari upah adalah perlindungan terhadap buruh agashbtidak kehilangan upah
seluruhnya, sehingga masih dapat memenuhi sebkgmanuhan hidupnya walupun
upahnya telah berkurang karena dipotong.

Perlindungan hukum pengupahan ini didukung yangadigkan dalam pasal
22 ayat (4) yang menegaskan bahwa: “Setiap ketentaag bertentangan dengan
pasal ini adalah batal menurut hukum”. Jadi pengdorupah tidak atas dasar kuasa

dari buruh dan lebih dari 50% dari seluruh upalb@khukumnya adalah batal demi
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hukum dan norma ini dikuatkan dengan sanksi pigang ditegaskan di dalam Pasal
32 yang menegaskan bahwa: "Pengusaha yang melakgtamtuan.Pasal 22,
disamping perbuatan tersebut batal menurut hukuya pipidana dengan pidana
kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau deetilagg)i-tingginya Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah)”. Pengenaan sanksi pidarajban agar pemotongan upah oleh
pengusaha tanpa kuasa dari buruh dapat dihindarigdh adanya ancaman sanksi
pidana tercipta motif pada pengusaha untuk melakyl@rbuatan sesuai dengan
tuntutan peraturan sehingga pemotongan upah olagupaha tanpa surat kuasa
dapat dicegah. Walupun sanksi pidana ini dapainditb&n menurut teori relatif/utilty
di dalam pemidanaan dan sebagai alat pencegahapanbyang dilarang dilakukan
tetapi di dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 10 uial2004 tentang
Pembentukan peraturan perundang-undangan dengas fmeémberikan batasan
bahwa: "Materi muatan mengenai ketentuan pidangaaapat dimuat di dalam
undang-undang dan peraturan daerah”, ini artingdaaadbahwa peraturan perundang-
undangan selain undang-undang dan peraturan dédeghboleh memuat sanksi,
dengan demikian pemuatan sanksi berkaitan denghijakan potongan upah di
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1981leriebtangan dengan pasal 14
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004.
Kesimpulan

Wujud perlindungan hukum pengupahan di dalam kkdijgpotongan upah
yang berupa pembatasan adalah pembatasan (peasyatatmana ada surat kuasa

dari buruh/pekerja sebelumnya dan pembatasan wgoadn lyisa dipotong tidak lebih
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dari 50% dari keseluruhan upah. Wujud perlindungakum yang berupa larangan

adalah larangan memotong upah lebih dari 50 %ugeatn seluruhnya.

h. Hal-hal yang Dapat Diperhitungkan dengan Upah
Maksud dari hal-hal yang dapat diperhitungkan dengzah adalah berkaitan
dengan pengurangan terhadap upah dari jumlah upaly geharusnya diterima
dikarenakan hal-hal tertentu. Hal-hal yang dappérdiitungkan dengan upah dirinci
di dalam pasal 24 ayat 1 Peraturan Pemerintah N@®aBun 1981 Tentang
perlindungan upah adalah :
a. Denda, potongan, dan ganti rugi
b. Sewa rumah yang disewakan oleh pengusaha kdpada dengan perjanjian
tertulis.
c. Uang muka atas upah, kelebihan upah yang tilayarkan dan cicilan hutang
buruh kepada pengusaha, dengan ketentuan hartsnadabukti tertulis.
Pembatasan hal yang dapat diperhitungkan dengam juga ditegaskan di
dalam pasal 26 ayat (1), “Bila upah digadaikan atigadikan jaminan hutang, maka
angsuran tiap bulan daripada hutang itu tidak boielebihi 20 % (dua puluh persen)
dari jumlah upah yang harus dibayarkan.”, pasatlapat disimpulkan bahwa hutang
terhadap pihak manapun dapat diperhitungakan dengah hal ini lain dengan
hutang buruh kepada pengusaha yang diatur dalaah pé&syat (1) huruf C di atas.
Dengan dirincinya hal-hal yang dapat diperhitungtangan upah secara tegas diatas
adalah merupakan wujud perlindungan yang berupabatasan terhadap hal-hal

yang dapat diperhitungkan dengan upabh.
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Disamping pembatasan seperti diatas wujud perligaiitnukum yang berupa
pembatasan juga pada jumlah nominal dari upah gapgt diperhitungkan dengan
upah
yaitu dalam pasal 24 ayat (2) yaitu: “Perhitungabagjaimana dimaksud dalam ayat
(1) tidak boleh melebihi 50 % (lima puluh perseajidetiap pembayaran upah yang
seharusnya diterima”. Kedua, pada Pasal 25 bahBi& uang yang disediakan oleh
pengusaha untuk membayar upah disita oleh JururBiika penyitaan tersebut tidak
boleh melebihi 20 % (dua puluh persen) dari jumlah upahgyharus dibayarkan.”
Ketiga padaPasal 26 ayat (1) yaitu: "Bila upah digadaikan afgadikan jaminan
hutang, maka angsuran tiap bulan daripada hutartglék boleh melebihi 2% (dua
puluh persen) dari sebulan.” Sehingga dapat didikapuketiganya merupakan wujud
perlindungan hukum yang berupa pembatasan terhjaddph nominal yang dapat
diperhitungakan dengan upah, dilakukan dengan jumiaksimal yang bisa dipotong
dari upahnya. Pembatasan ini dilakukan agar buagihdapat memenuhi kebutuhan
hidupnya, sebisa mungkin agar buruh dapat memekeliutuhan hidupnya, tanpa
mengingkari kewajiban buruh untuk membayar hutaag léin-lain, hal ini secara
ditegaskan di dalam penjelasan pasal 24 ayat (hpaa(4) bahwa: “Pembatasan
perhitungan tidak boleh lebih dari 50 % (lima pupgrsen) dimaksudkan, agar buruh
tidak kehilangan semua upah yang diterimanya, umntgkjamin kehidupan yang
layak bagi buruh, maka pengusaha harus mengusalsakimikian rupa sehingga
jumlah perhitungan tersebut tidak melebihi 50 ¥ &ipuluh persen). Dari penjelasan
ini juga dapat disimpulkan bahwa pembatasan insitsgrkumulatif artinya hal-hal

yang diperhitungakan dengan upah ini lebih jikaiHedari satu, tidak dihitung
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sendiri-sendiri, intinya adalah pemotongan upahs dtal-hal yang merupakan
kewajiban membayar hanya dapat dipotong maksintedsse 50 % dari keseluruhan
upah.

Di samping ketiga pasal ini merupakan wujud pedmgan hukum yang
berupa pembatasan adalah juga merupakan wujuahghemijan hukum yang berupa
larangan ditandai dengan fraséidak bolei yang bermakna pelarangan. Jika
larangan ini dilanggar maka akibat hukumnya sedaa dituangkan di dalam pasal
24 ayat (3) bahwa: “Setiap saat yang memberikan enenwg kepada pengusaha
untuk mengadakan perhitungan lebih besar daripa@dag ydiperbolehkan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah batalmitehukum”. Tetapi ini hanya
akibat hukum terhadap hal-hal yang diperhitungkeangdn upah di dalam pasal 24
ayat (1), dalam hal hutang kepada pihak lain dir lhabungan kerja yang
diperhitungkan dengan upah larangan tidak boleleli@l 20 % dalam pasal 26 tidak
diatur akibat hukumnya, memang terdapat perbedaagialdm hubungan buruh
dengan pihak-pihak yang terkait dengan hal-hal ydaygat diperhitungkan dengan
upahnya pada pasal 24 ayat (1) antara buruh/pe#ierjgan pengusaha sedangkan
pasal 26 adalah hubungan buruh/pekerja dengan mhdlar pengusaha, tetapi
dengan adanya pembedaan ini dapat terjadi dua lgimam, pertama dengan
batasan 20% untuk perhitungan hutang kepada pih&lad pengusaha maka akan
lebih menguntungkan buruh/pekerja karena porsieyahl kecil dari perhitungan
dengan pengusaha yang maksimal 50 %, tapi komdisanya dapat terjadi jika tidak
ada hal-hal lain yang diperhitungkan dengan upalandahubunganya dengan

pengusaha. Kemungkinan kedua adalah justru dengamsghan perhitungan ini
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akan merugikan buruh/pekerja karena keduanya berlmkddalam perhitungan
dengan demikian, bila ada kondisi hal yang dapgarditungkan dengan upah dalam
hubunganya dengan pengusaha dan hutang denganaihakaka, upah buruh tentu
saja hanya tersisa 30% dari upah seluruhnya, ddn $aja hal ini jauh dari tujuan
agar buruh tidak kehilangan semua upah yang diggyan Di dalam penjelasan
“Pembatasan perhitungan dengan upah tidak boleh ki 50 % (lima puluh
persen) dimaksudkan, agar buruh tidak kehilangamuaeupah yang diterimanya”.
Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa kongisalah upah dimana buruh
tidak kehilangan semua upah yang diterimanya adadhbsar tidak lebih dari 50 %
upah, dengan pembedaan perhitungan dapat terjadiabapah yang diterima hanya
30 % dengan demikian dapat diartikan juga bahwalbkehilangan semua upah
yang diterimanya. Oleh karena itu agar buruh ti#tekilangan upah seluruhnya,
maka perhitungan upah dalam hubunganya dengan gemguwan hutang dengan
pihak lain harus berlaku kumulatif tidak dibedakaerhitungan keduanya, vyaitu
maksimal sebesar 50 % dari upah seluruhnya. Conthé: ada hal-hal yang
diperhitungkan dengan upah antara pekerja/burupatepihak lain di luar hubungan
kerja sebesar 20 % dan dengan pengusaha makaddaysenyesuaian dari pihak
pengusaha dengan memperhitungkan upah hanya dibalelebesar 30%, sehingga
total upah yang dipotong sebesar tidak lebih da¥h5Jadi Perhitungan hal-hal yang
dapat diperhitungkan dengan upah berlaku kumulatif.

Wujud perlindungan hukum yang berupa pembatasaa pliggangkan di
dalam pasal 28 yang menegaskan bahwa: "Bila buwatihh jpailit, maka upah dan

segala pembayaran yang timbul dari hubungan kielg& termasuk dalam kepailitan
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kecuali ditetapkan lain oleh hakim dengan ketentidak melebihi dari 25 % (dua
puluh lima persen)”. Hal ini bertujuan agar darabgersebut tetap dapat menjamin
kelangsungan hidup bagi buruh dan keluarganya walugalam keadaaan pailit
dimana dengan mengecualikan upah dan segala perabayang berkaitan dengan
hubungan kerja tidak dimasukkan dalam kepailitam pka pun harus dimasukkan
hakim yang berhak memutuskan hal ini dengan dibd&sgyan ketentuan maksimal
25%.
Kesimpulan

Wujud perlindungan hukum dalam kebijakan hal-hal ngya dapat
diperhitungkan dengan upah adalah berupa pembatasagenai hal-hal yang dapat
diperhitungkan dengan upah, pembatasan mengenkhumominal maksimal yang
dapat diperhitungkan dengan upah. Wujud perlindargégkum yang berupa larangan
adalah larangan memperhitungakan upah lebih dariaju nominal maksimal yang

dapat diperhitungkan dengan upah.

I. Struktur dan Skala Pengupahan yang Proporsionia

Telah dijelaskan terdahulu bahwa ada hubungan arkabijakan upah
minimum dan kebijakan struktur dan skala pengupafagg proporsional, hubungan
ini secara implisit dapat ditemukan di dalam P&alayat (1) Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 menerangkan bahwa “Pengusahgusin struktur dan skala
upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, masja, kpendidikan, dan
kompetensi” dan pada penjelasanya yang menerarigiama: “penyusunan struktur

dan skala upah dimaksudkan sebagai pedoman penetgyadn sehingga terdapat
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kepastian upah tiap pekerja/buruh serta untuk mangu kesenjangan antara upah
terendah dan tertinggi di perusahaan yang berstagkuUpah terendah di atas
berarti adalah upah minimum yang ditetapkan oldiegwr seperti dimaksud dalam
pasal 89 ayat (1) yang wajib dibayar oleh pengusah@adap buruh/pekerja. Jadi
dapat disimpulkan dari pasal 92 ayat (1) adalalwbgtenyusunan struktur dan skala
upah mempunyai dua tujuan yaitu agar terdapat kepasupah dan untuk
mengurangi kesenjangan antara upah yang tertirmggietendah.

Kepastian upah tiap pekerja/buruh berkaitan erahgdn prinsip anti
diskriminasi di dalam sumber hukum materiil hukumerburuhan yaitu di dalam
Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 yang dituangkadathm pasal 6 yang
menegaskan bahwa: "Setiap pekerja/buruh berhak erabep perlakuan yang sama
tanpa diskriminasi dari pengusaha”, dan di dalamjgl@sanya pengusaha harus
memberikan hak dan kewajiban pekerja/buruh tanpentredakan jenis kelamin,
suku, ras, agama, warna kulit, dan aliran polifix. dalam pasal 3 Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlinduridgjgah menegaskan bahwa:
“Pengusaha dalam menetapkan upah tidak boleh mekgaddiskriminasi antara
buruh laki-laki dan buruh wanita untuk pekerjaamg/aama nilainya”, di dalam
penjelasanya yang dimaksud dengan tidak boleh rdekga diskriminasi ialah
bahwa upah dan tunjangan lainya yang diterima dlefuh pria sama besarnya
dengan upah dan tunjangan lainya yang diterima lolebh wanita untuk pekerjaan
yang sama nilainya.

Prinsip anti diskriminasi ini tentunya tidak benakanya atas dasar perbedaan

jenis kelamin, tetapi juga terhadap pekerja dengais kelamin yang sama yang
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dimaksud kepastian disini adalah bahwa untuk pa&eriyang sama nilainya harus
mendapat upah yang sama dan tidak dibedakan, ateh& itu perlu disusun struktur
dan skala upah sebagi pedoman di dalam pemberiah kgpada pekerja/buruh.,
pembedaan perlakuan dalam pemberian upah adalakadkdn atas hal-hal yang
relevan yang sudah ditentukan seperti prestasiligéan, produktivitas dan lain-
lain. Senada dengan pengertian nondiskriminasi aland lampiran Keputusan
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KER/MEN/2004 tentang
Ketentuan Penyusunan Struktur dan Skala Upah (usgldnjutnya disebut dengan
“Kepnakertrans 49/2004”) yang merupakan peratuelakgsanaan pasal 92 ayat (1)
ini menerangkan bahwa: "Struktur dan skala upalupsan alat bantu administratif
dan alat kebijakan yang dapat memetakan bobotgaligngan imbalan upah pokok
yang diterimanya. Sistem administratif ini juga faemn ‘kesetaraan internal’ dan
tingkat persaingan perolehan pasar tenaga kerjg yhinginkan sesuai dengan
kemampuan suatu perusahaan dan ketaatan terhadajurge yang berlaku”.
“Kesetaraan internal” inilah istilah yang digunakdirdalam Kepnakertrans 49/2004
yang menunjukkan maksud dari “untuk pekerjaan ysarga nilainya harus mendapat
upah yang sama”. Pekerjaan yang sama nilainyadapat dilihat berdasarkgab
descriptioriuraian jabatan.

Fungsi kedua adalah untuk mengurangi kesenjanganeampah terendah dan
tertinggi walupun dengan jelas ditegaskan tujuanya menguilesginjangan antara
upah terendah dan tertinggi, tidak ada satu pasatlpdalam Kepnakertrans 49/2004
sebagi peraturan pelaksanaan dari pasal Pasak®21ayJndang-Undang Nomor 13

Tahun 2003 yang mendukung tujuan dari penyusunddustdan skala upah untuk
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mengurangi kesenjangan antara upah yang tertirggiterendah. Hal yang paling

mendasar ialah tidak adanya ketentuan yang mengaenjangan upah antara
terendah dan tertinggi yang dapat ditoleransi,rgga seharusnya diatur mengenai
kesenjangan antara upah yang tertinggi dan teheyalag dapat ditoleransi contoh:

nominal upah tertinggi pada suatu perusahaan a@aldali dari upah terendah dari

perusahaan tersebut.

Lebih dari pendapat yang menyatakan bahwa dalanjakah penyusunan
struktur dan skala upah tidak ada satupun pasal yaendukung tujuanya untuk
mengurangi kesenjangan upah tidak adanya pasaduth mengatasi kesenjangan ini
sangat penting karena di dalam kesenjangan pereariog@ah yang tinggi itu terdapat
eksploitasi seperti yang dikatakan Munir baHWa:

Pada problem kesenjangan penerimaan upah antaeh $ebagai

realitas yang cenderung dipandang bukan merupakasalah. Padahal

kalau kita lihat..., eksploitasi terhadap buruh setiari terjadi ketika

kesenjangan pengupahan itu sedemikian lebar paatayaag sama

buruh ditingkat bawah mensubsidikan 79% upah pakevel manager

dan percepatan modal. Modal bukan hal yang luasabiapabila

kemudian angka statistik menunjukkan kesenjangaguyyahan buruh

pada level terbawah (upah minimum) dengan upamdeitsebesar 1

berbanding 200 sampai 250.

Kebijakan-kebijakan pengupahan yang melindungi pekmiruh adalah
sebagai sarana untuk melindungi hak/menjamin pakeruh memperoleh
penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layaj kemanusiaan, telah
dibahas di dalam kebijakan upah minimum bahwa damdapenetapan upah

minimum tidak ada kepastian bahwa tujuan kebijakaglindungi hak dan/atau

menjamin pekerja memperoleh penghasilan yang mem@enghidupan yang layak

119 Munir, loc. cit.
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buruh/pekerja dapat terwujud, artinya bahwa di gtenetapan upah minimum jika
tercapai tujuannya yaitu kebijakan ini sebagai rsareberhasil mewujudkan
penghasilan pekerja/buruh yang memenuhi kebutuh@uphya secara layak,
penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layadadah jika upah minimum
yang ditetapkan nilainya sama dengan nilai KHL ¢@en catatan bahwa definisi
KHL diubah sehingga juga meliputi kebutuhan kej)aapekerja/buruh dan juga
menyertakan kebutuhan keluarga pekerja/buruh dinddtomponen KHL) hal ini
disebabkan karena di dalam dasar pertimbangan ggaretupah minimum tidak
hanya berdasar nilai KHL tetapi juga pertimbangan yaitu pertumbuhan ekonomi
dan produktifitas dan pertimbangan lainya yangabudijelaskan dalam kebijakan
upah minimum, yang pada intinya pertimbangan-pédingan selain KHL ini
membuat penetapan upah minimum besarnya tidakisdsugan nilai KHL.

Disamping hal di atas karena upah minimum pekarjafp hanya berlaku
untuk pekerja/burun yang mempunyai masa kerja #iabasatu tahun maka ada
kemungkinan bahwa pekerja/buruh selama bekerjashamgndapatkan upah sebesar
upah minimum (karena upah bagi pekerja/buruh demgasa kerja lebih dari satu
tahun dirundingkan secara bipartit dan di dalamniglak ada aturan yang
mewajibkan pengusaha membayar upah lebih besaupiahni minimum bagi pekerja
yang mempunyai masa kerja lebih dari satu tahumada upah minimum inipun
tidak ada kepastian besarnya sesuai dengan nilaiy&dg merupakan pencerminan
dari penghasilan yang memenuhi penghidupan yaraiklay

Berdasarkan dua hal di atas, sehingga kebijakaiktstrdan skala upah ini

yang dapat diharapkan dapat mewujudkan upah b&egirjpdouruh yang memenuhi
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penghidupan yang layak, karena struktur bermakmeaatki/tingkat artinya upah
pekerja/buruh dapat naik sehingga mendekati niliL Ketapi di dalam pasal 92 ayat
(1) tidak ada perintah yang mewajibkan pengusattakumenyusun struktur dan
skala upah, di mana di dalam kebijakan ini dap@iddian sarana lain untuk meng-
cover kelemahan dari kebijakan upah minimum vyaitu kégidestianya, untuk
mewujudkan tujuan agar buruh/pekerja memperolehglpesilan (upah) yang
memenuhi penghidupan yang layak, disamping tujiruslisnya dalam kebijakan ini
adalah terdapat kepastian upah bagi tiap pekerjaibdan mengurangi kesenjangan
antara upah yang tertinggi dan terendah.

Pengertian struktur dan skala upah tidak dijelagkadtalam Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tetapi di dalam Kepnakertrédi20D4. Dalam pasal 1 angka
(2) dan (3), struktur upah adalah: “Susunan tingksth dari yang terendah sampai
yang tertinggi atau dari yang tertinggi sampai ytsrgndah” dan skala upah adalah:
“Kisaran nilai nominal upah untuk setiap kelompdabatan”. Ahmad S. Ruky
mengartikan struktur upah adafsfi:“Sebuah rangkaian hierarkis dari angka-angka
patokan upah untuk setiap jabatan/pekerjaan, abumpok/golongan/kelas jabatan,
rangkaian hierarkis artinya berurutan dari yangeridah sampai yang tertinggi,
mengikuti ‘struktur golongan’ (hierarki) jabatan”.

Penyusunan struktur dan skala upah secara umunumtda tahapan, dan
ketiganya dijelaskan di dalam Pasal 3 Kepnakertrd®®2004 bahwa: "Dalam
penyusunan struktur dan skala upah sebagimana sidaldalam pasal 2,

dilaksanakan melalui:

120 Achmad S. Rukyop. cit, him. 114.
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a. analisa jabatan;

b. uraian jabatan;

c. evaluasi jabataf®

Pasal 5 ayat (2) menjelaskan bahwa: "Analisa jabstdagaimana dimaksud
dalam ayat (1) akan menghasilakan uraian jabatiamda

organisasi perusahaaan meliputi :

a. identifikasi jabatan; b. ringkasan tugas; ccidn tugas; d. spesifikasi
jabatan termasuk didalamnya : (d.1. pendidikan;. do2latihan/kursus; d.3.
pengalaman kerja; d.4. psikologi (bakat kerja, temyen kerja dan minat kerja); d.5.
masa kerja; ) e. hasil kerja; f. tanggung jawab”.

Pasal 6 ayat (1) menjelaskan bahwa: “Evaluasi gbdierfungsi untuk
mengukur dan menilai jabatan yang tertulis dalamiamr jabatan dengan metoda
tertentu”. Selanjutnya pada ayat (2) bahwa: “Fakd&tor yang diukur dan dinilai
dalam evaluasi jabatan antara lain: a. tanggun@havp. andil jabatan terhadap

perusahaan; c. resiko jabatan; d. tingkat kesujébatan”.

21 Masing- masing istilah dijelaskan di dalam pasakepnakertrans 49/2004 ini dimana
Jabatan adalah sekumpulan pekerjaan dalam orgapieassahan. Analisa jabatan adalah proses
metoda secar sistematis untuk memperoleh dataajbabengolahnya menjadi informasi yang
dipergunakan untuk berbagai kepentingan prograrenighgaan, ketatalaksanaan dan manajemen
sumber daya manusia. Uraian jabatan adalah ringkals@vitas-aktivitas yang terpenting dari suatu
jabatan, termasuk tugas dan tanggung jawab daketipglaksanaan jabatan tersebut. Evaluasi jabatan
adalah proses menganalisis dan menilai suatu jalsatzara sistematik untuk mengetahui nilai relative
bobot jabatan-jabatan dalam suatu organisasi. Uperbandingan sehingga lebih memperdalam
pemahaman, disajikan pengertian ketiganya menwnotigpat Ahmad S Ruky 1) Analisis jabatan
mencakup kegiatan mengidentifikasi dan menggamba(kengan kata-kata) mengenai apa yang
sedang terjadi dalam sebuah pekerjaan dan jabaag gda dalam organisasi, analisis jabatan
hanyalah yang terkait dengan pekerjaan/jabatandén tidak mengenai orang/karyawan yang
mengerjakanya (him 55), 2) Uraian Jabatalmb( Descriptiof) adalah sebuah dokumen yang
menggambarkan segala informasi yang relevan tgrs@buah pekerjaan/jabatan (him 65) 3) Evaluasi
jabatan adalah sebuah proses yang dilakukan dalang dingkup manajemen sumber daya manusia
yang bertujuan mementukan nilai relatif dalam #&edrat ringanya suatu pekerjaan dibandingkan
dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain dalam selngahieasi (him 72) dikutib dariibid.
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Pasal 5 huruf d menjelaskan bahwa: "Dasar pertigdoranpenyusunan

struktur upah dapat dilakukan melalui:

a. struktur organisasi;

b. rasio perbedaan bobot pekerjaan antar jabatan;
c. kemampuan perusahaan;

d. upah minimum;

e. kondisi pasar”.

Dari penguraian pasal-pasal di dalam Kepnakertd8i2004 di atas dapat
dipahami mengapa tidak ada perintah/ketentuan yaegajibkan pengusaha untuk
menyusun struktur dan skala upah, hal ini karendaihm uraian, analisa begitu
kompleks dan pada pengevaluasian jabatan begityakametode dan sangat
komplek metode tersebut antara lain adalah metodeanalitis (mengikuti herarki
dalam skema organisa$prced ranking factor comparisonmetode yang digunakan
oleh PNS dan TNI, metode analitis dan kuantitgbdifit/factors rating.

Kepnakertrans 49/2004 hanya menerangkan secara /igawisnbesar dan
lebih dari itu tidak ada satupun metode yang bipakdakan kepada pengusaha
untuk menerapkanya.

Disamping itu dalam penyusunan struktur dan skpéhisangat subjektif dan
begitu banyak variabel yang digunakan di dalamisagbatan dan variabel-variabel
tersebut tidak bisa dipaksakan di dalam pengguraarkarena setiap
pengusaha/perusahaan mempunyai pertimbangan sendialam analisa jabatan,
contoh perbedaan pertimbangan yang ada adalahtigepes pekerja/buruh BUMN

pertimbangan utama dalam analisa jabatan adalaha kesg pekerja/buruh sehingga
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masa kerja dipertimbangkan di dalam kenaikan ugdlena tersebut sedangkan pada
perusahaan privat mendasarkan pertimbangan utanpeuyza produktivitas, prestasi
kerja bukan pada masa kerja.

Salah satu tujuan penyusunan stuktur dan skala apalah mengurangi
kesenjangan yang terlalu tinggi antara upah terewda tertinggi, hal ini berkaitan
secara langsung dengan tujuan perlindungan hukurgup@han yaitu melindungi
hak pekerja/buruh memperoleh penghasilan yang mem@enghidupan yang layak
bagi kemanusiaan dan/atau menjamin bahwa pekemgrbtersebut menerima
haknya dikarenakan dengan kesenjangan yang ten@gi dalam pemberian upah
antara upah yang tertinggi dan terendah maka alkanpengaruhi hak pekerja/buruh
dalam menerima upah dalam hal ini pekerja/buruhgyarenerima upah yang
tergolong rendah, seperti yang diungkapkan olehimdinatas bahwa eksploitasi
justru terjadi pada kesenjangan penerimaan upaip seseemikian lebar.

Untuk mengatasi hal ini sehingga meskipun di dalg®nguraian,
penganalisaan, pengevaluasian jabatan menggunakadernyang beragam dan dasar
pertimbangan yang berbeda-beda serta tidak bisakgshgan maka berdasarkan
pendapat Jeremy Bentham yang mengatakan b&iwa:

Kehendak tidak dapat dipengaruhi, kecuali oleh fnhomun ketika

kita berbicara motif, kita berbicara tentang kesgaam atau

penderitaan. Mahluk yang tidak dapat kita pengaddngan emosi,

baik yang menyakitkan atau yang menyenangkan, sbpga tidak

akan bergantung pada kita. Penderitaan dan kesamam@ong melekat

pada hukum menjadi sanksi. Kesenangan atau pemalerfang dapat

diharapkan dari hakim berdasarkan hukum menghassd&aksi politik.
Dapat juga disebut sanksi hukum.

122 jeremy Benthanmop. cit, him. 53.
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Berdasarkan hal ini agar tercapai tujuan untuk meargyi kesenjangan yang tinggi
antara penghasilan yang tinggi dan rendah melauaygsunan struktur dan skala
upah maka pertama dibuat peraturan setingkat keguoitotnenteri yang isinya adalah
sebagai berikut:

Pertama, menentukan kesenjangan upah tertinggitetendah yang dapat
ditoleransi, kedua karena dalam penyusunan struléur skala upah tidak bisa
dipaksakan maka untuk mempengaruhi motif pengusgha sesuai dengan tujuan
kebijakan penyusunan struktur dan skala upah umekgurangi kesenjangan antara
pengahasilan yang tertinggi dan terendah maka umhémpengaruhi motif
pengusaha sehingga sesuai dengan yang diharapkka tiak menggunakan
penderitaan dengan sanksi pidana (perintah dissaaksi pidana) tetapi dengan
kesenangan, dan kesenangan pengusaha adalah kmumtgang tinggi salah satu
caranya dengan mengurargist productionyang paling dekat dan bisa dilakukan
oleh pemerintah adalah melalui ketentuan perpajakan

Pajak disamping mempunyai “fungsi budgetavénue functionyaitu sebagi
alat untuk menarik dana dari masyarakat untuk dikleen kedalam kas negara,
pajak punya fungsi lain yaitu fungsi mengatur fungsengatur seperti yang
dijabarkan oleh menurut Y. Sri Pudyatmoko adafdliDalam hal fungsi mengatur,
pajak digunakan untuk mengatur dan mengarahkan arelsgt kearah yang
dikehendaki pemerintah, oleh karenanya, fungsi @emgini menggunakan pajak
untuk dapat mendorong dan mengendalikan kegiatayarakat agar sejalan dengan

rencana dan keinginan pemerintah”. Karena untukcapai tujuan mengurangi

123y Sri Pudyatmoko, 200Bengantar Hukum Pajak Yogyakarta, Penerbit Andi, him. 16.
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kesenjangan upah yang tinggi antara upah terenalatiedtinggi di dalam kebijakan

penyusunan struktur dan skala upah tidak bisa mavakan pemaksaan melalui
sanksi pidana maka yang dapat dilakukiaousberkaitan dengan fungsi mengatur
dilakukan melalui dua cara karena di dalam hal $ungengatur dapat dilakukan dua
cara positif dan negatif dan negatif semakna dengamnderitaan seperti yang
diungkapkan oleh Jeremy Bentham maka yang relemtuk diterapkan adalah cara
positif.

Cara positif seperti yang diungkapkan Y. Sri Pudhako adalah melaluiax
incentiyv; dilakukan dengan cara pemberian fasilitas pekpajsantara lain berupa:

1. pemberian kelonggaran yang berbentak holiday (pembebasan pajak dan
keringanan pajak),

2. mengadakaafschrifving(penghapusan),

3. pemberian pengecualian-pengecualian,

4. Pemberian pengurangan—pengurangan,

5. kompensasi-kompensdsf.

Pemberian insentif contohnya adalah jika pengusstasaha pada bidang
ekspor maka jika pengusaha tersebut menyusun wtraen skala upah dengan
kesenjangan upah yang dapat ditoleransi oleh paragperundang-undangan maka
mendapatax holidayberupa keringanan pajak ekspor/pembebasan pagabek
Kesimpulan

Tidak ada wujud perlindungan hukum pengupahan deqngoekerja/buruh di

dalam kebijakan penyusunan struktur dan skala opellui perintah atau larangan

124 pid. him. 17.
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maupun pembatasan dikarenakan sulitnya menerapdiipakan ini, kesulitan ini

adalah dikarenakan begitu banyaknya metode/caraddaar pertimbangan yang
digunakan serta cara metode dan dasar pertimbatigdalam penyusunan struktur
dan skala upah masing-masing berbeda dan itu sedakabisa dipaksakan melalui
perintah dan larangan apalagi dengan penyertaaksisawalaupun demikian

kebijakan penyusunan struktur dan skala upah sebagmna harus tetap mendukung
tujuanya untuk melindungi hak pekerja memperolehgpasilan yang memenubhi
penghidupan yang layak bagi kemanusian dan/atajamanbahwa pekerja/buruh

tersebut akan menerima haknya yaitu dengan menguka&senjangan upah yang
terlalu tinggi antara upah tertinggi dan terendangdn mempengaruhi motif
pengusaha untuk memberi upah sesuai dengan keganjampah yang dapat

ditoleransi, salah satu caranya adalah metaluincentiv.

J. Upah untuk Pembayaran Pesangon

Di dalam peraturan perundang-undangan tidak meakgarsecara definitif
mengenai pesangon. Kamus umum bahasa Indonesiaartiealg uang pesangon
adalah uang yang diberikan ketika seseorang bueghipai diberhentikan dari
pekerjaanya/karena pensitfi.Lalu Husni mengartikan uang pesangon merupakan
pembayaran dalam bentuk uang dari pengusaha ké&pada sebagai akibat adanya

PHK (pemutusan hubungan kerja) yang jumlahnya dekan dengan masa kerja

125 3S Badudu, Sutan Muhammad Z, 20Ramus Umum Bahasa IndonesiaJakarta, Sinar
harapan, him.
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buruh yang bersangkutaff. Di dalam bukunya A. Ridwan Halim mengenai uang
pesangon dijelaskan bahwa: "Uang pesangon adalap yang diberikan kepada
buruh/pegawai pada waktu terjadinya pemutusan hgéunkerja oleh pihak
majikan/perusahaan yang didasarkan atas lamanya kesf® yang telah ditempuh
oleh buruh yang bersangkutan dan besar imbalamme(gajinya tiap bulan) *.
Mengenai uang jasa Wiwoho Soedjono, mengemukakaagae berikut: “Uang jasa
adalah; pemberian uang yang diberikan bukan kadvanzh telah berjasa, tapi kalau
buruh telah bekerja lebih dari lima tahun dan tBrpemutusan hubungan kerja, maka
buruh tersebut selain diberi uang pesangon jugadapetkan uang jasa®’ Sri
Subiandini Gultom mengartikan uang pesangon YafttitJang yang diberikan oleh
perusahaan kepada pekerja yang berhenti bekerjgadematatan bahwa: a)
pemberian uang pesangon itu merupakan kewajibamg ysrus dipenuhi oleh
pengusaha bila pemberhentian tersebut dilakukas kédendak pengusaha b)
pemberian uang pesangon itu merupakan hak pengbgah@emberhentian tersebut
terjadi karena kehendak pekerja yang bersangkutan”.

Pesangon ini terdiri dari beberapa komponen yaiang pesangon, uang
penghargaan masa kerja dan uang penggantian hakadgmpisah. Kata “pesangon”
disini bermakna ganda yang pertama adalah bermlalasa yaitu uang yang harus
dibayarkan pengusaha kepada buruh akibat adanyatypesn hubungan kerja, kedua

adalah “pesangon” dalam arti sempit yaitu dimansapgon dalam arti ini adalah

1261 alu Husni, op. cit, him. 183.

1274, zainal Asikin, H Agusfian, Lalu Husni, Zaeni ytsadie, 2008 Dasar-dasar Hukum
perburuhan Jakarta, Raja Grafindo Persada, him. 196.

128 gri Subiandini Gultom, 200%spek Hukum Hubungan Industrial Jakarta, PT Hecca
Mitra Utama, him. 82.
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salah satu komponen “pesangon” dalam arti pertaaragy ydimaksud pengertian

pertama. Pengertian otentik komponen uang pesaidginsecara eksplisit di dalam

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, sebagai rujukdéimk memahami tiga yang

disebut pertama, ada baiknya merujuk pada pengeytiag diberikan pada pasal 1

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep-150Men®20@lupun sudah tidak

berlaku lagi yaitu:

1. Uang pesangon adalah pembayaran berupa uang dagugadha kepada pekerja
sebagai akibat adanya PHK.

2. Uang penghargaan masa kerja adalah uang jasa sebagadimaksud di dalam
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 sebagai pengrangangusaha kepada
pekerja yang dikaitkan dengan lamanya masa kerja.

3. Uang ganti kerugian yaitu pembayaran berupa uarigpgdagusaha kepada pekerja
sebagai penggantian istirahat tahunan, istirahajapg, biaya perjalanan ke
tempat dimana pekerja bekerja, fasilitas pengob#&asilitas perumahan dan lain-
lain yang ditetapkan oleh P4D/P4P sebagai akibanysd pengahkiran hubungan
kerja.

Sedangkan uang pisah adalah pemberian berupa aangedgusaha kepada
pekerja/buruh atas pengunduran diri secara bakk-den mengikuti prosedur sesuai
ketentuan yaitu diajukan secara tertulis 30 habeksn tanggal pengunduran diri
yang besar nilainya berdasarkan kesepakatan greagusaha dan pekelfa.

Pasal 156 (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003egaskan bahwa:

“Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, peagaisdiwajibkan membayar

129 Edytus Adisupp. cit, him. 35.
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uang pesangon dan atau uang penghargaan masad&arjaang penggantian hak
yang seharusnya diterima”, pasal ini merupakan pgeidan perlindungan hukum
pengupahan terhadap buruh, yang berupa perintabgiman kewajiban. Apa
pembenaran dari pengusaha wajib membayar uang gmsdnila terjadi PHK

terhadap buruh, pasal 1 angka 25 menyebutkan baRemutusan hubungan kerja
adalah pengahkiran hubungan kerja karena suattefiehtu yang mengakibatkan
berahkirnya hak dan kewajiban antara pekerja/bdar pengusaha”, dari pasal ini
jelas bahwa pengusaha tidak mempunyai kewajiban bagan upah lagi karena
memang tidak ada hubungan kerja lagi, tetapi hutengan sifatnya yang memaksa,
mewajibkan pengusaha membayar uang pesangon yatg t&ari uang pesangon,

uang penghargaan masa kerja, uang penggantianamak seharusnya diterima, di
sini keberpihakan seperti yang diungkapkan Rawda jgangat terlihat, hal ini dapat
dibenarkan karena alasan seperti yang diungkapkem $oepomd>® “Pemutusan

hubungan kerja bagi buruh merupakan permulaarsdggla pengahkiran, permulaan
dari berahkirnya mempunyai pekerjaan, permulaan lb@rahkirnya kemampuan
membiayai keperluan hidup sehari-hari baginya deludtganya, permulaan dari
berahkirnya kemampuan menyekolahkan anak-anak elzagainya”, segala macam
pengahkiran ini tentu memberi dampak, tidak peijelaskan panjang lebar lagi
bahwa dampak ini terhadap buruh, yang jelas saveggtif, maka untuk itulah diberi

uang pesangon agar buruh dengan tujuan bahwa esaggon ini digunakan untuk
mencari kerja lagi atau membuka usaha, oleh kargnanilai tujuan sebagai

pembenaran, hal ini sesuai dengan tujuan kebijgeargupahan yang melindungi

130 hid. him. 174.
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pekerja yaitu sebagai sarana yang mendukung tuguamyk melindungi hak pekerja
memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupamn lggtak bagi kemanusiaan
dan/atau menjamin pekerja akan memperoleh haknyalteat.

Kewajiban pengusaha untuk membayar pesangon bijaditePHK ini
sayangnya tidak dikuatkan oleh sanksi. Dengan tanya sanksi atas pelanggaran
suatu perintah untuk melakukan sesuatu dapat ##&ateahwa norma hukum seperti
ini kehilangan karakternya yang membedakan dengaman lainya, yaitu paksaan
yang berwujud sanksi, hukum seperti ini sepertianaompong. Telah dijelaskan
pada awal bahwa pengenaan sanksi ini dibenarkandassmkan teori
relatif/utility/tujuan bahwa sanksi ini dibenarkan karena tujuaggéu untuk
mencegah perbuatan yang dilarang atau mencegah uab@nb yang
diperintahkan/diwajibkan tidak dilakukan, dalam teks ini makna yang belakangan
yang relevan. Pencegahan dapat tercapai karenanobnggnksi sebagai akibat tidak
menjalankan perintah yaitu memberi pengaruh padgysaha yang tidak melakukan
perbuatan yang diperintahkan/diwajibkan atau upiatkh dan menjalankan perintah
untuk membayar pesangon jika melalukukan PHK texpapekerja/buruh, kedua
memberi pengaruh kepada pengusaha-pengusaha lamyk patuh karena takut
akan sanksi pidana bila tidak melaksanakan pevkealajiban ini dengan demikian
tercapailah tujuan yaitu mencegah tidak ditunaikgpgrintah oleh pengusaha, sanksi
ini memperkuat norma. Tidak adanya sanksi ini jigmarti tidak ada jaminan
perlindungan hukum terhadap pekerja yang di PHKgybarhak menerima uang
pesangon dari pengusaha. Hal ini juga merupakanulbeketidakadilan, yaitu

memperlakukan secara sama pada hal yang berbeldk ada perlakuan yang
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berbeda terhadap pengusaha yang melakukan kewgjdrabayaran pesangon dan
pengusaha yang tidak membayar uang pesangon. Halselanjutnya akan
mempengaruhi kepatuhan pengusaha lain yang mekaarkewajiban membayar
pesangon karena memang tidak ada bedanya antatmrkel dan tentu saja
pengusaha memilih tidak melaksanakan kewajiban ragarbpesangon ini karena
lebih menguntungkan, karena tidak ada penambdhlbor cost sehingga profit
pengusaha/perusahaan dapat lebih maksimal kare€a# thembayar pesangon.
Kebijakan upah pesangon sebagi sarana ini kurangdwkeng tujuanya yaitu

menjamin bahwa pekerja akan menerima haknya metebpenpah pesangon.

Ketentuan yang lebih khusus tentang wujud perligdarhukum yang berupa
perintah, ditegaskan di dalam pasal 167 ayat (Buy®alam hal pengusaha tidak
mengikut sertakan pekerja/buruh yang mengalami pgao hubungan kerja karena
usia pensiun pada program pensiun maka pengusajila mvamberikan kepada
pekerja/buruh uang pesangon sebesar 2 (dua) kehtkan Pasal 156 ayat (2), uang
penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuanl R&€h ayat (3) dan uang
penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayatP@jntah yang memaksa ini
dikuatkan oleh sanksi yang dituangkan di dalam Iph84 ayat (1) yang berbunyi:
“Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana sdirdalalam Pasal 167 ayat (5),
dikenakan sanksi pidana penjara paling singkatatu)stahun dan paling lama 5
(lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 1@@.@00,00 (seratus juta rupiah)

dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus jupiah)”. Pengenaan sanksi ini
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bertujuan untuk mencegah pengusaha tidak membaysy pesangon karena hal

khusus karena pekerja yang di PHK tidak diikutkadatam program pensiun.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 telah mengatwajdgan pengusaha
ini secara terperinci yaitu mengenai, macam-macH &an bagaimana perhitungan
besarnya pesangon yang harus dibayar oleh pengksphda buruh yaitu di dalam
pasal 150 sampai pasal 172. Penentuan komponemgoesalan perhitunganya
secara rinci ini merupakan perlindungan hukum yabgrupa pembatasan.
Perhitunganya besarnya uang pesangon dan uanggrgagh masa kerja adalah
berbanding lurus dengan masa kerja jadi yang @dktukur dalam menentukan
kedua komponen ini yaitu masa kerja semakin lamaameerja pekerja maka
semakin besar uang pesangon dan uang penghargaankerganya. Pasal 156 (2)
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menguraikan fjperdpgnya pesangon adalah

sebagai berikut:

Masa kerja (tahun) Uang pesangomn
a | <1 1 bulan upah
b |1<2 2 bulan upah
c |2<3 3 bulan upah
d | 354 4 bulan upah
e | 4<5 5 bulan upah
f |5<6 6 bulan upah
g | 657 7 bulan upah
h | 7<8 8 bulan upah
i >8 9 bulan upah

Pasal 156 (3) menguraikan secara rinci perhitungarg penghargaan masa
kerja yang juga mensyaratkan minimum besarnya yemghargaan yang harus

dibayarkan yaitu:
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Masa kerja (tahun) Uang penghargaan

masa kerja
Masa kerj& 3 dan <6 1 bulan upah
Masa kerja& 6 dan <9 2 bulan upah

Masa kerj& 9 dan < 12 3 bulan upah
Masa kerja& 12 dan <15 | 4 bulan upah
Masa kerj& 15 dan <18 | 5 bulan upah
Masa kerja> 18 dan <21 | 6 bulan upah
Masa kerja& 21 dan <24 | 7 bulan upah
Masa kerja 24 8 bulan upah

S| | Q|0 |T|D

Pasal 157 menguraikan uang penggantian hak yaeagusgtya diterima meliputi:

a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;

b. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/burun ddoakganya ketempat
dimana pekerja/buruh diterima bekerja;

C. penggantian perumahan serta pengobatan dan penawdd&apkan 15%
(lima belas perseratus) dari uang pesangon dandztiag penghargaan masa
kerja bagi yang memenuhi syarat;

d. hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kgograturan perusahaan atau

perjanjian kerja bersama.

Komponen upah yang digunakan sebagai dasar peghitunang pesangon,
uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantyamak seharusnya diterima

yang tertunda, dijelaskan pada Pasal 157 (1 )riexidis:

a. upah pokok;
b. segala macam bentuk tunjangan yang bersifat tedag giberikan kepada

pekerja/buruh dan keluarganya, termasuk harga gdenbdari catu yang
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diberikan kepada pekerja/buruh secara cuma-cunmay gpabila catu harus
dibayar pekerja/burun dengan subsidi, maka sebaggn dianggap selisih

antara harga pembelian dengan harga yang harugadibleh pekerja/buruh.

Pasal 157 menjelaskan cara perhitungan untuk mgmenupah pokok yaitu:

1. Dalam hal penghasilan pekerja/buruh dibayarkas déaar perhitungan harian

Penghasilan sebulan adalah sama dengani3iekaghasilan sehari.

2. Dalam hal upah pekerja/buruh dibayarkan atas dasdritungan satuan hasil,

potongan/borongan atau komisi.

Penghasilan sehari adalah sama dengan pendaptaamateaper hari selama 12
(dua belas) bulan terakhir, dengan ketentuan tmtdkh kurang dari ketentuan

upah minimum provinsi atau kabupaten/kota.

3. Dalam hal pekerjaan tergantung pada keadaan al&taupahnya didasarkan
pada upah borongan, perhitungan upah sebulan nihdiari upah rata-rata 12

(dua belas) bulan terakhir.

Agar mempermudah dalam memahami perhitungan uasgngen dibawah
ini akan disajikan dalam bentuk tabel yang didemarktas tabel yang dibuat oleh

Abdul Khakim?3*

131 Abdul Khakim,op. cit, him. 204 & 205
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Alasan PHK

Komposisi hak PHK Dasar hukum

Pekerja/burun melakukan kesalahd&H *)

berat

Pasal 158 ayat (1

Pekerja/buruh
pelanggaran

atau perundang-undangan

melakukarPsg + PMK + PH
terhadap perjanjian
kerja, peraturan perusahaan, PKB,

Pasal 161 ayat (

Ditahan pihak berwajib dan tidaPMK + PH
melakukan pekerjaan at

dapat
dinyatakan salah oleh pengadilan

au

Pasal 160 ayat (7

p—

Mengundurkan diri secara baik a
kemauan sendiri

&H )

Pasal 162 ayat (1

Perubahan status, penggabun

atau peleburan perusahaan, tetapi :

a. Pekerja/buruh

b. Pengusaha tidak
menerima

diperusahaanya

tidak bersed
melanjutkan hubungan kerjanya
bersedia
pekerja/buru

gan

i®sg + PMK + PH

h2(Psg) + PMK +PH

Pasal 163 ayat (1

Pasal 163 ayat (2

Perusahaan tutup karena merugi
tahun terus-menerus, atau kead
memaksafprce majeurg

deag + PMK + PH
aan

Pasal 164 ayat (

Perusahaan

keadaan memaksdofce majeury
melainkan karena efisiensi

tutup bukan karergPsg) + PMK+ PH
merugi dua tahun terus menerus 3

tau

Pasal 164 ayat (

Perusahaan pailit

Psg + PMK + PH

Pasal 165

Pekerja/buruh meninggal dunia

2(Psg) + PMK+ F

PH saPh66

10

Pekerja/buruh memasuki pensiun |:

a. Ada program pensiun,
iuran/premi ditanggun
sepenuhnya oleh pengusaha

b. Tidak ada program pensiun

darf*)

J

2(Psg) + PMK +PH

Pasal 167 ayat (1

Pasal 167 ayat (5
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11 | Pekerja/buruh  mangkir 5 harPH *) Pasal 168 ayat (3
berturut-turut

12 | Pelanggaran yang dilakukan olek(Psg) + PMK +PH| Pasal 169 ayat (2)
pengusaha

13 | Pekerja/buruh sakit berkepanjanga®(Psg)+2(PMK)+PH Pasal 169 ayat (2
cacat akibat kecelakaan kerja dan
tidak dapat melakukan pekerjagn
melebihi 12 (dua belas bulan)

Keterangan:
Psg :Uang pesangon
PMK : Uang penghargaan masa kerja
PH : Uang Penggantian hak
*) Ditambah uang pisah bagi pekerja/burun yangas dan fungsinya tidak
mewakili kepentingan pengusaha secara langshhug (collar worke), yang
besar dan pelaksanaanya diatur dalam perjanjiga, keeraturan perusahaan
atau PKB
**)  Berhak jaminan atau manfaat pensiun, tetagaki berhak uang pesangon, uang
penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, eatsan:
a. Jika nilai jaminan atau manfaat pensiun ternyalehléecil dari 2 (Psg) +
PMK+ PH, maka selisihnya harus dibayar pengusatsa([d67 ayat (2)).
b. Jika iuran/premi pensiun dibayar oleh pengusaha pkerja/buruh, maka
diperhitungkan dengan uang pesangon ialah iuranipyang dibayar oleh
pengusaha (pasal 167 ayat (3)).

kebijakan upah pesangon ini tidak berlaku PHK teapapekerja dalam
PKWT dikarenakan habisnya jangka waktu perjanji@nag hal ini karena PHK
terhadap pekerja PKWT merupakan PHK demi hukunuyRHK dengan sendirinya
dengan berahkirnya jangka waktu PKWT tersebut,nggja pengusaha tidak wajib
membayar upah pesangon terhadap pekerja dalam PHKNHET jangka waktu
perjanjian kerjanya habis, seperti yang diperingh@ti dalam Pasal 156 (1) Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 menegaskan bahwa: “Daknterjadi pemutusan
hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar y@sgngon dan atau uang

penghargaan masa kerja dan uang penggantian hglsgharusnya diterima”.
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Sebenarnya ada dua jenis PHK terhadap pekerjandBKWT pertama:
karena jangka waktu perjanjian kerjanya habis ddaktdiperpanjang/PHK demi
hukum, kedua pengusaha melakukan PHK terhadap jaakaiam PKWT sebelum
jangka waktu perjanjian kerja habis. Kedua-duargm@etut tidak mengakibatkan
pengusaha wajib membayar upah pesangon, tetapi jpadakedua seperti yang
diatur di dalam pasal 62 yang menegaskan bahwaabi#g salah satu pihak
mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangkaktu yang ditetapkan
dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakfai hubungan kerja bukan karena
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61(Byatihak yang mengakhiri
hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepgpithak lainnya sebesar upah
pekerja/buruhn sampai batas waktu berakhirnya jangk#tu perjanjian kerja”.
Sehingga jika pengusaha melakukan PHK terhadaprjpetalam PKWT sebelum
jangka waktu perjanjian berahkir wajib membayartgaumgi kepada pekerja dalam
PKWT tersebut sebesar upah pekerja tersebut sdratzs waktu berahkirnya jangka
waktu perjanjian kerja yang tersisa.

Seharusnya terhadap semua golongan pekerja/burnbapat perlindungan
hukum yang sama artinya juga mendapat hak yang sam& mendapat upah
pesangon yang diatur di dalam kebijakan pesangatahSsatu fungsi pesangon
adalah mengurangi dampak negatif dari PHK, kareamglka waktu PKWT telah
habis dan tidak diperpanjang sehingga pekerja tidisle memenuhi kebutuhan
dirinya dan keluarganya, sehingga di dalam koraksnikian hal-hal negatif bisa saja

terjadi karena tekanan kebutuhan hidup sedangkearjpeyang sehari-harinya hanya
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mencukupi kebutuhan hidupnya dari pekerjaan yatahthabis jangka waktunya
tersebut. PHK juga mempunyai fungsi sosial, dengpah PHK tersebut pekerja
dapat bekal untuk mencari pekerjaan kembali atabag modal untuk

berwiraswasta.

Selain daripada dua fungsi di atas tujuan perligdanpengupahan melalui
kebijakan upah pesangon sebagai sarana adalak mlindungi hak pekerja
memperoleh penghasilan yang memenuhi kebutuhanp hydig layak dan/atau
menjamin bahwa pekerja tersebut akan memperolehyhaatersebut, dan hak ini
didasarkan atas kepentingan pekerja atas upah yatiuk memenuhi kebutuhan
hidup pekerja dan keluarganya sehingga dengan tdiadajibkanya pengusaha
membayar upah pesangon atas pekerja PKWT yanggamaktu perjanjian kerjanya
berahkir dan tidak diperpanjang maka kebijakan ygegangon ini tidak mendukung
tujuanya tersebut. Sehingga harus ada ketentuamgbsng-undangan yang berisi
perintah yang mewajibkan pengusaha untuk membagah pesangon terhadap

pekerja dalam PKWT jika jangka waktu perjanjianj&eya berahkir.

Rawls berkata bahwd? “Susunan dasar masyarakat di manapun, selalu
ditandai oleh ketimpangan. Ada yang lebih diunt@mgkdan ada yang kurang
diuntungkan. Situasi ini butuh penangan yang aalil kKeadilan itu terletak pada ada
keberpihakan yang proporsional terhadap mereka yaalmg tidak beruntung”.
Mereka yang tidak beruntung inilah pekerja dalamWAKdimana tidak adanya

kepastian keberlanjutan hubungan kerja. Maka desadikan adalah dengan

%2 Bernard L Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y.elagp. cit, him. 111.
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menambah upah pesangon setidaknya sebesar saman dsatg tahun masa kerja
pekerja/buruh, upah pesangon diberikan bukan hdigunakan untuk menghidupi
kebutuhan hidup pekerja/buruh dengan keluargantapitguga digunakan untuk
mencari pekerjaan lagi atau membuka usaha, deregaikidn sama saja mengurangi
dampak negatif akibat PHK dan dapat memenuhi kélamtunidupnya selama masa

pencarian pekerjaan.
Kesimpulan

Jadi dapat disimpulkan wujud perlindungan hukumgpeahan pengupahan
pada upah pesangon adalah berupa perintah terhemteusaha untuk membayar
uang pesangon bila terjadi PHK. Wujud Perlindungakum pengupahan pekerja
yang berupa pembatasan (pensyaratan) ini adalanfuem komponen pesangon dan
perhitunganya secara rinci.

Tidak adanya akibat hukum dan/atau sanksi bagiysai@ yang melanggar
kewajiban membayar pesangon bila melakukan PHKsama juga dengan tidak ada

jaminan dari hukum bahwa pekerja/buruh tersebut akanerima haknya.

k. Upah untuk Perhitungan Pajak Penghasilan

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yangunu¢ ketentuan undang-
undang ditentukan untuk melakukan kewajiban pekaajawajib pajak adalah subjek
pajak yang memenuhi syarat-syarat objeRfifPasal 4 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat lgadadang Nomor 7 Tahun

133 Racmat Soemitro, Dewi Kania Sugiharti, 2084as dan Dasar Perpajakan, edisi revisi
Bandung , Refika Aditama, him. 59.
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1983 tentang Pajak Penghasilan (selanjutnya diselemgan UU PPh 2008)
mengkategorikan bahwa yang menjadi objek pajakakddPenghasilan yaitu setiap
tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atauotighewajib pajak, baik yang
berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonegémg dapat dipakai untuk
konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pagalg yoersangkutan, dengan
nama dalam bentuk apapun, termasuk: penggantianirataalan berkenaan dengan
pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperolehasukgaji, upah, tunjangan,
honorarium, komisi, bonus, gratifikasiang pensiunatauimbalan dalam bentuk
lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang idédi yang menjadi objek
pajak menurut UU PPh 2008 terkait dengan bahasaglipan ini adalah upah, upah
adalah termasuk juga tunjangan jadi dapat disingrulbkahwa pekerja/buruh (orang
pribadi) yang menerima upah merupakan wajib pagagdn demikian pekerja/buruh
yang menerima upah wajib dikenai pajak penghasilan.

Upah merupakaemployment incomdalam arti sempit, yaitlabor income
(penghasilan yang timbul akibat hubungan kerja rantaajikan (pemberi kerja)
dengan karyawan/pegawai/buruh atau dalam maaetreatydisebut dengamcome
from dependend persona servitgsDi dalam UU PPh 2008 disebut dengan
penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, pdmk penghasilan atas
penghasilan terhadap penghasilan yang disebutdredak lazim disebut dengan PPh
pasal 21/PPh 21 dan untuk selanjutnya digunakalahistni, karena PPh atas

penghasilan jenis ini diatur khusus di dalam pasdlU PPh 2008.

3% Haula Rosdiana, Rasin Tarigan, 200%rpajakan Teori dan aplikasiJakarta, Raja
Grafindo, him. 298.
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Pajak penghasilan adalah termasuk jenis pajak Mdifbj@ajak subjektif
adalah pajak yang memerhatikan keadaan wajib pajaity untuk menetapkan
pajaknya harus ditemukan alasan-alasan objektify a@rhubungan erat dengan
keadaan materialnya atau yang disebut dengan glybnya. Besarnya gaya pikul
seseorang tidak hanya berdasarkan atas faktor patadeatau kekayaan, tetapi masih
ada faktor-faktor lainya, keadaan pribadi wajibagagangat mempengaruhi besar
kecilnya jumlah pajak yang terutafij. Perlindungan hukum pengupahan terhadap
pekerja/buruh juga meliputi bidang perpajakan. @&gjuperlindungan hukum
pengupahan terhadap pekerja adalah melindungi lei&lerjp/burun memperoleh
penghasilan yang memenuhi penghidupan yang laygk kemanusiaan dan/atau
menjamin pekerja/buruh tersebut menerima haknya peesteh penghasilan yang
memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan diadalam bidang
perpajakan tujuan ini didukung oleh kebijakan upaftuk perhitungan pajak
penghasilan. Telah dijelaskan sebelumnya bahwak pagengahasilan merupakan
pajak subyektif yang mempertimbangkan gaya pikual kisadaan pribadi wajib pajak
berdasarkan hal inilah perlindungan hukum pengupaieshadap pekerja/buruh
dilakukan. Wujud perlindungan hukum pengupahanatsp pekerja/buruh dalam
kebijakan ini ada dua bentuknya yaitu berupa pelsa pajak dan penaggungan
sebagian beban pajak penghasilan oleh pemerintdabk $elanjutnya dibawah ini

dideskripsikan dan dianalisa kedua wujud tersebut.

135 |pid. him. 70.
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a. Pembebasan Pajak

Telah dijelaskan di atas bahwa pajak penghasilemasuk pajak subjektif
(pajak yang memerhatikan keadaan wajib pajak diamgang jadi pertimbangan
menetapkan pajak adalah gaya pikulnya dan faktotamp@ dan utama adalah
pendapatan atau penghasilan. Jadi dapat disimpufigak penghasilan atas
pekerja/buruh ditetapkan berdasarkan keadaan pdkemjih/ gaya pikulnya atau
berdasarkan jumlah upah yang diterimanya. Wujudinoemga hukum pengupahan
yang berupa pembebasan pajak dilakukan melalui tpeme besarnya PTKP
(penghasilan tidak kena pajak). PTKP ini seharushglak ditentukan secara
sembarangan akan tetapi seharusnya dideduksialdrirddoktrin para sarjana yang
mengajarkan tentang dasar pemungutan pajak , héidak terlepas dari keadilan
dalam hukum pajak mempunyai daya laku khusus, yokirin keadilan ini hanya
dalam lapangan hukum pajak. Doktrin ini disebutgdendisebut teori daya pikul
yang merupakan asas terpenting dan hingga kini hmaspertahankan oleh
kebanyakan sarjana-sarjana terkemuka dalam lapdmg@am pajak.

Teori ini dinamakan dengan teori daya pikul dimasdiap orang wajib
membayar pajak sesuai dengan daya pikul masingagadaya pikul menurut Prof
De. Langen adalah: “Kekuatan seseorang untuk memauatu beban dari apa yang
tersisa, setelah seluruh penghasilanya dikuranggate pengeluaran-pengeluaran

yang mutlak untuk kehidupan primer sendiri dan &ejanya**® atau gaya pikul

1% Racmat Soemitro, Dewi Kania Sugihadp. cit, him. 28.
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adalah'®’ “Besarnya kekuatan seseorang untuk dapat mengapaiasan kebutuhan
setinggi-tingginya, setelah dikurangi dengan yanglak kebutuhanya yang primer
dan lebih konkrit lagi dia menjelaskan bahwa dajkulpadalah kekuatan untuk
membayar uang kepada negara, setelah dikurangadenimimum kehidupan”.
Sedangkan Cohen Stuart menggambarkan daya pikiahadama dengan
kekuatan memikul beban yang melewati jembatan ltatsgka jembatan itu dilewati
melebihi daya pikul maka jembatan itu amblas, gatilbahwa kekuatan pikul
jembatan itu adalah sama dengan seluruh kekuakahjpmbatan dikurangi dengan
bobot sendiri. Jadi apabila kekuatan pikul seluyahtiari jembatan itu adalah 15 ton,
sedangkan bobot jembatan adalah 5 ton, maka diybj@nbatan itu hanya 15 ton-5
ton = 5 ton kendaraan yang lebih dari 10 ton tibakeh melewati jembatan itu
jembatan itu akan amblas. Antara kedua pemikiraradia kesamaan, yaitu bahwa
penghasilan seseorang adalah identik dengan sekeibatan pikul jembatan,
sedangkan pengeluaran-pengeluaran primer adalatikidiengan bobot jembatart
Montesquieu (1689-1755) juga menyinggung cara peumam-pemungutan
pajak. Keadilan tidak sekali-kali boleh dengan kesan. Menurut pendapatnya
pemungutan pajak harus didasarkan atas ketentuentian bahwa>°
1. Yang mutlak untuk dapat hidumécessaire physiquke harus dibebaskan dari
pajak atas pendapatan.

2. Selebihnya dibagi dua, yaitu:

137 santosa Brotodihardjo, 200Bengantar Hukum Pajak, edisi keempaBandung, Refika
Aditama, him. 34.

138 Racmat Soemitro, Dewi Kania sugihadp. cit, him. 28.

39 pid. him. 182.
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a Yang bermanfaauile) harus dikenakan pajak.
b Sisanya, yaitu yang berlebih-lebihaugerfl), harus dikenakan pajak
lebih berat.

Adam smith (1723-1790) dalam bukunya inquiri into the nature and
causes of the wealth of natigmselancarkan ajaranya sebagai asas pemungutdn paja
yang dinamainyathe four maximssalah satunya yang merupakan asas keadilan
dalam pemungutan pajak yaitt? "Pembagian tekanan pajak di antara subjek pajak
masing-masing hendaknya dilakukan seimbang dengamaikpuanya, Yyaitu
seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya masesing, dibawah
perlindungan pemerintah (asas pembagian/asas kagmmt Dalam asasquality
ini tidak diperbolehkan suatu negara mengadakaminigasi diantara sesama wajib
pajak, dalam keadaan yang sama, para wajib payais ldkkenakan pajak yang sama
pula”.

Jeremy Bentham juga sependapat dengan hal ini éiagatakan bahwa:
“Harus ada pembebasan pajak untuk minimum kehidugaintu membebaskan
bagian pendapatan yang termasuk golongaressaire phisyquetan dinamakanya
“‘minimum kehidupan” lfestaansminimujn dari setiap pengenaan pajak, dan
mengenakan selebihnya dengan sama besé&thya.

Dari doktrin para sarjana di atas dapat disimpulkanwa pembebasan pajak
adalah untuk mencapai keadilan dimana penghasi@mng yhanya mencukupi

kebutuhan minimum hidup atau kebutuhan primer tidibkenakan pajak atau

190 santosa Brotodihardjop. cit, him. 27.
“LIpid. him. 189.
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dibebaskan dari pemotongan pajak penghasilan dgntken tentang besarnya
PTKP di dalam perundang-undangan seharusnya didedaki doktrin-doktrin ini.
Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan doktrin gaana diatas bahwa besarnya
PTKP yang ditetapkan seharusnya lebih dari besarkglautuhan minimum
hidup/kebutuhan primer, tetapi di dalam penetapasaimya PTKP, tidak
mendasarkan pada perhitungan kebutuhan minimunptieloutuhan primer, tetapi
merupakan hasil tawar-menawar antara pemerintatDéd&t, karena tidak ada dasar
pertimbangan yang jelas di dalam menetapkan besd@nKP, dasar pertimbangan
yang jelas contohnya seperti dalam penetapan up@mom dasar pertimbanganya
adalah KHL, pertumbuhan ekonomi, dan produktivitas.

Besarnya PTKP selalu berubah biasanya menyesukdaifisi ekonomi, di
bawah ini disajikan perubahan PTKP dua tahun téralak dasar hukumnya:

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan NomorPLBZ03/2005
tentang Penyesuaian Besarnya PTKP berlaku sejandad 2006 besarnya PTKP

adalah

PTKP

Golongan 1 | Rp13.200.000,- /tahun atau Rp 1.100.000,-/bulan
Golongan 2 | Rp1.200.000, /tahun atau Rp100.000,- /bulan
Golongan 3 | Rp13.200.000, /tahun atau Rp 1.100.00,-/bulan
Golongan 4 | Rp 1.200.000, /tahun atau Rp100.000,- /bulan

Tetapi dengan adanya UU PPh 2008 besarnya PTKRhpartdinaikkan
menjadi seperti di bawah ini ditetapkan di dalamgb& ayat (1) secara sederhana

dijabarkan dalam tabel di bawah:
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PTKP

Golongan 1 | Rp15.840.000,- /tahun atau Rp 1.320.000,-/bulan
Golongan 2 | Rp1.320.000, /tahun atau Rp110.000,- /bulan
Golongan 3 | Rp15.840.000, /tahun atau Rp 1.320.000,-/bulan
Golongan 4 | Rp 1.320.000, /tahun atau Rp110.000,- /bulan

Golongan 1 adalah wajib pajak orang pribadi
Golongan 2 adalah tambahan Wajib pajak yang kawin
Golongan 3 adalah tambahan untuk seorang isteg pa&mghasilanya digabung dengan
penghasilan suami
Golongan 4 adalah Tambahan untuk setiap anggdtearga sedarah dan keluarganya
semenda dalam garis keturunan lurus serta anakagngéng menjadi
tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) oramgk setiap
keluarga
Pembebasan pajak merupakan wujud perlindungan nys@ngupahan di
dalam kebijakan upah untuk perhitungan pajak pesigima pasal 21, dengan
membebaskan pajak melalui penetapan besarnya RIESBr argumentasinya adalah
bahwa seperti yang sudah dijelaskan tentang teya gikul bahwa seseorang yang
berpenghasilan yang besarnya hanya mencukupi Kedruthidup primer/minimum
tidak dikenakan pajak penghasilan, dari sini kitanversikan ke kondisi
pekerja/buruh bahwa seorang pekerja/buruh yang metgh upah yang hanya dapat
mencukupi kebutuhan minimum hidup/primer tidak dikiean pajak penghasilan.
Kembali ke belakang (lihat kajian pustaka perlinglam hukum) seperti yang
diungkapkan oleh Phillipus M. Hadjon bahwa perlingan hukum terkait dengan
kekuasaan jika pekerja/buruh dilindungi dari kelaaas majikan/pengusaha maka
melalui kebijakan ini pekerja dilindungi dari kelea@n pemerintah dalam memungut
pajak penghasilan kepada pekerja/buruh. Pembelpegak melalui besaran PTKP
merupakan perlindungan hukum terhadap pekerja/batas upah yang diterimanya

yang hanya dapat mencukupi kebutuhan minimum hmtumpér. Tetapi tujuan dari
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kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja adalehndungi hak/menjamin
bahwa pekerja memperoleh penghasilan yang memerarighidupan yang layak
bagi kemanusiaan dengan demikian maka seharusmgapan besarnya PTKP ini
tidak lagi berpatokan pada kebutuhan minimum/prici&n tawar menawar antara
DPR dan Presiden tetapi seharusnya mendasarkampad&aHL, di mana dari hasil
analisis, kebijakan upah minimum sebagi saranakumilindungi hak pekerja/buruh
atas upah/penghasilan yang memenuhi penghidupamn lggak seharusnya hanya
mendasarkan penetapan upah minimum hanya berdésakiL, dengan demikian
maka dapatlah dikatakan bahwa sarana mendukuranitgu

Begitu juga dengan penetapan PTKP seragam secsianalamenyebabkan
sarana kebijakan ini tidak mendukung tujuanya kasaperti halnya upah minimum
ditetapkan dan berlaku dalam skala daerah yaitwpaten/kota dan provinsi
begitupun dengan PTKP seharusnya ditetapkan sepada penetapan upah
minimum yang sesuai dengan nilai KHL, jika tidak kaaterdapat kemungkinan
bahwa besarnya KHL lebih besar dari besarnya PT#aka kebijakan upah untuk
perhitungan pajak penghasilan sebagi sarana tidekdukung tujuanya yaitu
melindungi hak pekerja/buruh memperoleh penghagdayg memenuhi penghidupan
yang layak bagi kemanusiaan, atau dengan kataulgh minimum yang sesuai
KHL masih dikenakan pajak penghasilan. Sebagansadalah pertama: penetapan
besarnya PTKP harus ditetapkan sesuai dengan uipanum yang besarnya sesuai
dengan KHL yang merupakan representasi dari perlghayang memenuhi
penghidupan yang layak. Kedua: karena PTKP ditetapkerdasarkan upah

minimum maka konsekuensinya besarnya PTKP hasusmsdengan besarnya upah
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minimum menurut daerah berlakunya dan disesuailaiaps tahun karena upah
minimum satu tahun sekali ditinjau.

Perhitungan pajak penghasilan atas upah dibagiadietipa bagian yaitu
terdiri dari pegawai tetap, pegawai tidak tetagjuaaya ini mempunyai cara yang
berbeda-beda di dalam perhitunganya. Selanjutnyan akjelaskan kedua cara
penghitungan untuk pegawai tetap dan pegawai tetak yang berbeda tersebut.
Perhitungan PPh 21 pegawai tetap dan pegawai tixda
1. Pegawali tetap

Pasal 21 ayat (3) UU PPh 2008 menerangkan penghitupajak penghasilan
untuk pegawai tetap adalah: “Penghasilan pegaw@ip tatau pensiunan yang
dipotong pajak untuk setiap bulan adalah jumlabhgpasilan bruto setelah dikurangi
dengan biaya jabatan, iuran pensiun, dan Penghakitlak Kena Pajak atau biaya
pensiun yang besarnya ditetapkan dengan Keputusatekl Keuangan,”.

Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Keuangan Norbdr/RMK.03/2008
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan PajaRatss Penghasilan Sehubungan
dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pr{batlik selanjutnya disebut
dengan PERMENKEU 252/2008) mendefinisikan pegawtapt adalah: “Pegawai
yang menerima atau memperoleh penghasilan daladahutertentu secara teratur,
termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dperagawas yang secara teratur
dan terus-menerus ikut mengelola kegiatan perusalssgara langsung, serta
pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untukusyetgka waktu tertentu
sepanjang pegawai yang bersangkutan bekerja pdnliimg) dalam pekerjaan

tersebut”.
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Jadi perhitunganya dapat disederhanakan vyaitu: haesiign kena pajak
didapat dari penghasilan bruto dikurangi dengagabjabatan dan penghasilan tidak
kena pajak atau penghasilan netto dikurangi demjaaP (penghasilan tidak kena
pajak).

Ketentuan mengenai biaya jabatan tidak ada di daJamPPh 2008 tetapi
diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 286/P3/2008 tentang
besarnya biaya jabatan atau biaya pensiun yang dédpaangkan dari penghasilan
bruto pegawai tetap atau pensiunan. Pada pasahtl (Ay menerangkan bahwa:
“Besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan gdarighasilan bruto untuk
penghitungan pemotongan pajak penghasilan bagi waegéetap sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Kambdahun 1983 tentang
pajak penghasilan sebagaimana telah beberapailbtdterahkir dengan Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2008, ditetapkan sebesatibtd persen) dari penghasilan
bruto, setinggi-tingginya Rp. 6.000.000,00 (enantea jupiah) setahun atau Rp.
500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan”.

Agar lebih sederhana sederhana, penghitungan P$#h A untuk pegawai

tetap adalah sebagai berikut di bawah ini

165



Penghasilan bruto
Deductable expenses
Penghasilan neto A

Tahap 2: Penghasilan neto disetahunkan

Untuk gaji bulanan = A X 12
Untuk gaji mingguan = A X 4 X12 B
Untuk gaji harian = AX X612

Tahap 3: Hitung penghasilan kena pajak
B
(PTKP) -
= (penghasilan kena pajak C

Tahap 4: Hitung PPh terutang (tarif pasal 17)
(pajak terutang) = tarif pajak #nghasilan kena pajak
D=?%XC
Tahap 5: pajak terutang/ E = D/12 untuk sebulan E
= Elvhtuk seminggu
= E/@6tuk sehari

2. Pegawali tidak tetap

Pasal 21 ayat (4) UU PPh 2008 menerangkan penglaitya untuk pegawai
tidak tetap adalah: “Penghasilan pegawai hariangguan, serta pegawai tidak tetap
lainnya yang dipotong pajak adalah jumlah penghastbruto setelah dikurangi
bagian penghasilan yang tidak dikenakan pemotongary besarnya ditetapkan
dengan Keputusan Menteri Keuangan”.

Pasal 1 angka 11 PERMENKEU 252/2008 mendefinisigagawai tidak
tetap/tenaga kerja lepas adalah: “Pegawai yangahargnerima penghasilan apabila
pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkamlundri kerja, jumlah unit hasil
pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian saats pekerjaan yang diminta oleh
pemberi kerja”.

Jadi perhitungan pajak penghasilan untuk pegawdaktitetap dapat

disederhanakan: penghasilan kena pajak didapatadgmgnghasilan bruto dikurangi
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dengan penghasilan kena pajak. Bagian penghasikamg ytidak dikenakan
pemotongan pemotongan diatur di dalam PeraturantévleiKeuangan Nomor
254/PMK.03/2008 tentang Penetapan Bagian PengahaSkehubungan dengan
Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan sertgmwa Tidak Tetap Lainya
yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilatuk selanjutnya disebut
dengan PerMenKeu 254/PMK.03/2008 ).

Pada Pasal 1 menerangkan bahwa: “Batas pengh&soém yang diterima
atau diperoleh pegawai harian dan mingguan, sesawai tidak tetap lainya
sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (4) UAdadgng Nomor 7 Tahun
1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telaérdpa kali diubah terahkir
dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, sampgadeumlah Rp.150.000,
00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehari tidakedakan pemotongan pajak
penghasilan” dan pada pasal 2 “ketentuan sebagaii@iam pasal 1 tidak berlaku
dalam hal penghasilan bruto dimaksud jumlahnya loifeld&Rp 1.320.000, 00 (satu
juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sebulan atalam hal penghasilan dimaksud
secara bulanan”.

Dapat kita lihat ada pembedaan perlakuan (perhatungliantara pegawai
tetap dan pegawai tidak tetap, pertama dasar penglin penghasilan kena pajak
bagi pekerja tetap adalah dari penghasilan netangg@n dasar dari pekerja tidak
tetap adalah penghasilan bruto. Penghasilan nekterjpetetap didapatkan dari
penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan.

Wujud perlindungan hukum yang berupa pembedaaalperh subjek pajak

selanjutnya ada di dalam Peraturan Pemerintah NatioTahun 2003 tentang
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Penghasilan yang Ditanggung Pemerintah atas Pdtegh&ekerja dari Pekerjaan,
yang lazim disebut “Kebijakan pajak penghasilarepa% ditanggung pemerintah”.
b. Pajak Penghasilan pasal 21 Ditanggung Pemerintah

Wujud perlindungan hukum pengupahan kedua adalahariggungan
sebagian pajak penghasilan oleh pemerintah, dikangdi dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2003 (selanjutnya diselerigan PP 47/2003).
Pertimbangan atas keluarnya adalah untuk membeki&enganan beban PPh bagi
pekerja kalangan menengah bawah dan merupakark tiadmt kesepakatan yang
telah dicapai antara direktorat jenderal pajak dajumlah buruh yang tergabung
dalam serikat pekerja serta asosiasi pengusahin ¢eetemuan mereka pada 16 mei
20032 Pasal 1 menyatakan bahwa: “Dalam PP 47/2003 imj ymaksud dengan
Pekerja yang mendapat perlakuan pajak penghasdag gitanggung pemerintah
adalah wajib pajak orang pribadi dalam negeri ybagerja sebagai pegawai tetap
atau pegawai tidak tetap pada satu pemberi kerjaddnesia, yang menerima gaji,
upah, serta imbalan lainnya dan pekerjaan yangidlédsedalam bentuk uang sampai
dengan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebul&®lanjutnya pada pasal 2
menerangkan bahwa: “Pajak Penghasilan yang terat@sggaji, upah serta imbalan
lainnya dari pekerjaan yang diterima oleh pekegjlaagaimana dimaksud dalam pasal
1 sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiabulan, ditanggung oleh
pemerintah”. Berbeda dengan PTKP yang seharusnyauroteteori daya pikul
mendasarkan pada penghasilan/upah yang hanya nugmckgbutuhan minimum

kehidupan/kebutuhan primer PP 47/2003 ini men#asarpada penghasilan

2 Haula Rosdiana, Rasin Tarigan, 2009, cit, him. 299.
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kelompok pekerja lapisan bawah hal ini secara dispilitegaskan di dalam
konsideranya yaitu: “Dalam rangka upaya perbaikam peningkatan kesejahteraan
masyarakat lapisan bawah khususnya kelompok peldgarlukan suatu kebijakan
untuk meringankan beban pajak penghasilan kelompekerja dimaksud atas
penghasilan yang diterima dari pekerjaan”, berbedengan PTKP yang
membebaskan kewajiban pajak, pada PP ini hanyangaerkan dengan cara sebagian
beban pajak terutang ditanggung pemerintah. Hahemupakan wujud perlindungan
hukum pengupahan terhadap pekerja, hal ini jugaupadian deduksi dari gagasan
keadilan yaitu memperlakukan secara berbeda pelajaan bawah dan pekerja
yang digolongkan lapisan atas, pembedaan ini dikasa dari jumlah
penghasilan/upah yang diterima pekerja, ditentukbeh pemerintah yaitu yang
termasuk golongan pekerja lapisan bawah adalahrjpekang menerima penghasilan
sebesar tidak lebih dari Rp 2.000.000,-. Agar leb#gmahami perhitunganya akan
disajikan contoh perhitunganya, sengaja digunaketertuan PTKP berdasar atas
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 sebelum diperbald@aa kali dan yang
terahkir oleh terahkir olen UU PPh 2008 yaitu univddib pajak diri pribadi sebesar
Rp 2.880.000.- setahun untuk menunjukkan pengurangaban pajak dari
perhitungan ini.

Contoh : Sandy seorang lajang adalah pekerja tetak di Chevron. la memperoleh

gaji beserta tunjangan berupa uang sebulan seRpshr00.000,-

a. Penghitungan PPh pasal 21 terutang;
Penghasilan Netto sebulan Rp. 1.400.000,-

Penghasilan netto setahun 12 X Rp 1.400.000,- = Rp 16.800.000,-

PTKP setahun
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untuk WP sendiri  Rp 2.880.000,-
(Rp 2.880.000,9
Penghasilan kena pajak setahun Rp 13.920.000,-
PPh pasal 21 terutang setahun :
5 % X 13.920.000,- =Rp 696.000.-
PPh pasal 21 terutang sebulan = Rp 696.000.-/ kA bu Rp 58.000,-

b. Penghitungan PPh yang ditanggung pemerintah :

Penghasilan yang ditanggung pemerintah Rp 1.000.000,-
Pengurangan :
Penghasilan neto sebulan : Rp 1.000.000,-

PTKP sebulan : Rp 2.880.000,-/12
= untuk WP sendiri Rp 240.000,-

Rp. 240.600,
Penghasilan kena pajak sebulan : Rp 760.000,-

5 % X Rp 760.000,- = Rp 38.000.-

c. PPh pasal 21 yang harus dipotong oleh pembga ke
= Rp 58.000,- - Rp 38.000 = Rp 20.000,-

Dengan melihat perhitungan di atas dapat kita lid@ahgan adanya PP
47/2003 ini maka potongan pajak yang seharusnyeb®P00,- dan sebesar Rp
38.000 ditanggung pemerintah sehingga pajak yapotahg berkurang menjadi Rp
20.000,-, ini merupakan wujud perlindungan hukuengupahan pekerja/buruh,
mengapa digunakan besarnya PTKP Undang-Undang Nomdiahun 2000 untuk
wajib pajak sendiri yaitu sebesar Rp 2.880.00@arena PP ini dapat efektif dengan
menggunakan undang-undang tersebut, sebab ketdPlu€P yang baru sebesar Rp
13.200.000,- setahun atau Rp 1.100.000,- perbudaupun tidak menggunakan PP
ini, upah sebesar Rp 1.000.000,- tidak lagi ditamgg tetapi dibebaskan dari
kewajiban pajak, oleh karena itu maka ketentuanirPFhendaknya dicabut dan
diganti disesuaikan dengan PTKP yang baru dengamaiki@n kelompok
penghasilan yang pajaknya ditanggung pemerintahbésarnya penghasilan yang
ditanggung itu. Tetapi walupun sudah dua kali begaPTKP diadakan penyesuaian

melalui PerMenKeu No 564/KMK.03/2004 dan PerMenKém 137/PMK.03/2005
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dan terahkir melalui UU PPh 2008 tetap tidak adenypsuaian terhadap PP No
47/2003 ini.
Kesimpulan

Wujud perlindungan hukum terhadap pengupahan @keruh dalam
kebijakan upah untuk perhitungan pajak pengahasithalah pertama pembebasan
pajak melalui penetapan besarnya PTKP, kedua agel®@mnggungan sebagian pajak

penghasilan oleh pemerintah.
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BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentéetgnagakerjaan
dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PRj@kghasilan serta
peraturan-peraturan pelaksanaannya yang terangkaiamdkebijakan-kebijakan
pengupahan, ada perwujudan perlindungan hukum dapha pengupahan
pekerja/buruh. Wujud Perlindungan hukumnya adaktuga perintah/pembebanan
kewajiban, pelarangan dan pembatasan yang sifatmglakat pada perintah dan
pelarangan serta pembebasan pajak dan penanggsafmyian beban pajak
penghasilan yang khusus ada di dalam kebijakan wpabk perhitungan pajak
penghasilan.

Wujud perlindungan hukum berupa perintah/pembeb&eavajiban ada di
dalam hampir setiap kebijakan kecuali, pada kehijadpah minimum, denda dan
potongan upah, hal-hal yang dapat diperhitungkamgale upah, struktur dan skala
upah yang proporsional dan upah untuk perhitungajakppenghasilan. Wujud
perlindungan hukum berupa larangan hanya terdagui kebijakan upah minimum,
bentuk dan cara pembayaran upah, denda, potongah dpn hal-hal yang
diperhitungkan dengan upah. Di dalam kebijakank&irudan skala upah tidak ada
wujud perlindungan hukumnya, karena sulit di dal@@nerapannya apalagi dengan

perintah (paksaan) dan disertai dengan sanksi @idan
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Tidak adanya akibat hukum dan/sanksi atas pelaaggalarangan
memberikan upah dalam bentuk minuman keras, olstonpbdan bahan obat-obatan
dalam kebijakan bentuk dan cara pembayaran upahjwgn atas pelanggaran
kewajiban membayar upah pesangon oleh pengusahamglakukan PHK dalam
kebijakan upah pesangon menyebabkan tidak adanyiaga perlindungan hukum

terhadap pengupahan pekerja/buruh.

2. Saran
Dari kesimpulan yang diuraikan di atas maka sebsayain adalah:

1. Memaksimalkan fungsi kebijakan penyusunan struam skala upah dengan
memadukanya dengan kebijakan perpajakan, me&duncentiv.

2. Di dalam kebijakan upah pesangon, disertakan gimgaman sanksi pidana bagi
pelanggaran perintah membayar upah pesangon jikekukan PHK, sehingga
ada jaminan perlindungan hukumnya.

3. Di dalam kebijakan bentuk dan cara pembayaran,upsértakan juga ancaman
sanksi pidana atas pelanggaran larangan membetkah dalam bentuk
minuman keras, obat-obatan atau bahan obat-obas#dingga ada jaminan

perlindungan hukumnya.
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